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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya pula Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026
dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

dapun Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun
(2021-2026) dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi,
hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul, serta menetapkan
Tujuan, Strategis, Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang.

alam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Ketapang 2021-2026 mengacu pada Rancangan
Awal RPJMD Kabupaten Ketapang dengan mempertimbangkan seluruh
potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat
yang berkembang, dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Rencana
Strategis sebelumnya yang mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar
yang dimiliki.

ntuk mencapai tujuan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang ini, dalam
pelaksanaannya diharapkan mendapatkan dukungan dari semua stakeholder
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang kedepan.

khir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan
dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT
memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.... Amin.

Ketapang, 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
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Rencana Strategis DPUTR Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kab. Ketapang No. 70/DPUTR-A/2021
Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

encana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode lima tahun ke
depan. Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Renstra OPD, memuat visi,
misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra OPD pada dasarnya
merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

PJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun

kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten
dan Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
OPD (Renja OPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan
pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat
diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut
Laporan Kinerja (LKJ).

enyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Ketapang Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui
serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hasil evaluasi renstra
periode lima tahun sebelumnya. Selain daripada itu Rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang tidak terlepas dari rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, Rencana Strategis Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Republik
Indonesia yang selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan dan
pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah dan
berkesinambungan.

erumusan Rencana Strategis mengikuti pola yang merupakan tahapan tahapan

kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling
teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang
memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam visi dan misi
organisasi yang dijabarkan pada setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan
OPD.

I Iubungan Rencana Strategis OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

terlihat dari keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Rencana
Strategis mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai
berikut :
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1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
mengacu pada RPJMD Kabupaten Ketapang, RPJMD Propinsi Kalbar dan
RPJMN Nasional.

2. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang setiap tahunnya.

3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang dijadikan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD dan rincian
APBD.

lur Pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Ketapang Tahun 2021-2026 ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Pikir dalam Penyusunan Renstra
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Alur pikir integrasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.
Ketapang tahun 2021-2026 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Alur Pikir Integrasi Penyusunan Renstra
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genda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan
langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan
baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun
Masyarakat. Secara terfokus percepatan pembangunan untuk penentuan prioritas
pembangunan kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama
upaya pencapaian Visi Kabupaten Ketapang yaitu :
“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA*

LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
PenangananPandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/AtauDalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem KeuanganMenjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2018-2023 (Lembaran Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 59).

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

P

enetapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan
pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama 5
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(lima) tahun dimana penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a.

Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang, berdasarkan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang periode lima tahun ke depan;

Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Ketapang.

Adapun Tujuan penyusuan Rencana Strategis adalah :

1.

2.

Memberikan arah pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang pada periode tahun 2021-2026 ;

Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang yang selanjutnya menjadi dasar dalam
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang;

Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Sebagai instrument pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :
Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu
dilaksanakannya pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara
optimal, efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum
Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan,
penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.3 Maksud dan Tujuan
Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang selama 5 (lima) tahun, serta bertujuan
mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan
misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan
Kerangka dasar penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPUTR KAB. KETAPANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Merupakan penjabaran tugas, fungsi dan bagaimana struktur
organisasi suatu perangkat daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Merupakan data jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional
perangkat daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan
dalam satu tahun anggaran pada perangkat daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VII

POKOK DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.

Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Menyelaraskan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang terpilih sesuai dengan tupoksi perangkat
daerah.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PU-RI dan Kementerian

ATR/BPN.
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta faktor-faktor
pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta faktor-faktor
pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra Perangkat daerah propinsi.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta faktor-faktor
pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS.

3.6 Penentuan Isu - isu Strategis.

Mereview kembali faktor-faktor pelayanan perangkat darah yang
mempengaruhi permasalahan perangkat daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tuyjuan

4.2 Sasaran
Apa yang hendak dicapai oleh OPD dalam jangka menengah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Apa yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dengan strategi dan

kebijakan pada lima tahun mendatang.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan perangkat daerah.

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan
pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD). Dan dalam rangka pertanggung jawaban tugas, fungsi dan struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dengan
Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut :

= Tugas:
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi
kewenangan daerah.
= Fungsi:
Dalam menyelenggarakan tugas kewenangan Daerah dibidang Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan tata ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah
yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat dinas mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan
keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan
terinci secara sistematis kedalam masing-masing sub bagian.Dalam
melaksanakan tugasnya, sekretariat dinas menyelenggaran fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan perencanaan dinas;

b. Penyelenggaran urusan umum dan perlengkapan dinas;
c. Penyelenggaran urusan kepegawaian dinas;

d. Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
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e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;

f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian umum
dan kepegawaian, subbagian penyusunan program dankeuangan, evaluasi
dan pelaporan dinas; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a. Subbagian Penyusunan Program

b. SubbagianKeuangan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

. Bidang bina marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan
bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris Dinas yang bertugas
merumuskan dan melaksanakan kebiijakan kebinamargaan, yang terbagi dan
terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi. Adapun Bidang
Bina Marga terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan
bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris Dinas yang bertugas
merumuskan dan melaksanakan kebiijjakan teknis perencanaan dan
pengendalian cipta karya, tata bangunan gedung dan pengelolaan infrastruktur
permukiman dan air minum yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam
tugas masing-masing seksi. Adapun Bidang Cipta Karya terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;

b. Seksi Tata Bangunan Gedung; dan

c. Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Air Minum.

. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan
bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris Dinas yang bertugas
merumuskan dan melaksanakan kebiijakan di bidang sumber daya air, yang
terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
Adapun Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;

b. Seksi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan

c. Seksi Pengelolaan Jaringan Air.

. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris Dinas yang
bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-
masing seksi. Adapun Bidang Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan dan Penataan Ruang; dan

c. Seksi Pertanahan.

. Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan Perbengkelan dan Laboratorium dipimpin
oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
dinas.
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»  Struktur Organisasi OPD :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGEIONAL SEKRETARIAT
SUEBAGIAN
SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN RSl
- - 7 JANG -
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM

BIDANG SUMBER

EBIDANG TATA RUANG

& B ATARG SANG CIETA KiRY
EIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA AN P ARALTAN VA AR
SEKSI PERENCANAAN SEKSI PERENCANAAN SEXSI PERENCANAAN SEXSI PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN || DAN PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN [— DAN PENGENDALIAN |—
EINA MARGA CIPTA KARYA TATA RUANG SUMEER DAYA AIR
S SEKSI 1
SEXSI PEMEANGUNAN SEXSI PEMANFAATAN SEXSI PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR i3
- JALAN DAN et B DAN PENATAAN | |IRIGASI DAN SUMBER |—
JEMBATAN i e RUANG DAYA AIR
MINUM
SRS f
"E‘{‘Lifﬁfx}mm SEXSI TATA S TSR SEXSI PENGELOLAAN
; NGUNAN GEDUNG = INGANAIR [
A BANGUNAN GEDUNG A JARINGAN AIR

UPT PERLENGKAPAN,
PERBENGKELAN DAN
LABORATORIUM

Sumber Data : Peraturan Bupati Ketapang Nomor 55 Tahun 2016

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

ebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang memiliki
pegawai sejumlah 214 orang yang terdiri dari 124 orang berstatus sebagai PNS)
dan 90 orang sebagai tenaga honorer.

% Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai
Jumlahpegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang dengan
jumlah total 124 orang dan berdasarkan golongan kepangkatan yaitu golongan
IV sebanyak 2 orang, Golongan IIl sebanyak 86 orang, golongan II sebanyak 33
orang dan golongan I sebanyak 3 orang.
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Gambar. 2.2
Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai

-'

Golongan I
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Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan S-II sebanyak 7 orang,
S-I sebanyak 57 orang , Diploma IV sebanyak O orang, Diploma III sebanyak 8
orang, Diploma II sebanyak 1 orang, Diploma I sebanyak O orang, SMA sederajat
sebanyak 45 orang, tamatan SMP sederajat 3 orang dan SD sederajat sebanyak
3 orang.

Dari keterangan diatas bahwa kondisi pegawai di Dinas PUTR Kab. Ketapang
didominasi oleh S-I yaitu sebayak 46% dan SMA sebanyak 36%.

Gambar 2.3
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Pendidikan
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
berdasarkan golongan dan jenis kelamin yaitu Golongan IV sebanyak 2 orang
(laki-laki 2 orang dan perempuan O orang), Golongan III sebanyak 86 orang (laki-
Laki 72 orang dan perempuan 14 orang), Golongan II sebanyak 33 orang (laki-
laki 28 orang dan perempuan 5 orang) dan Golongan I sebanyak 3 orang (laki-
laki 3 orang dan perempuan O orang) jadi total keseluruhan pegawai sebanyak
124 orang ( laki-laki 105 orang dan paerempuan 19 orang).

Gambar 2.4
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
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+ Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan dan Kondisi Ideal
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
berdasarkan jabatan dan kondisi ideal yaitu : kondisi per 31 Desember 2020
sebanyak 124 pegawai dan Kondisi ideal jumlah pegawai sebanyak 194 orang.

Gambar 2.5
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Kondisi akhir 2019 dan Kondisi Ideal

mkondisi 31 Desember 2020  ® Kondisi Ideal

1 3

Struktural Fungsional Fungsional Arsiparis
Tertentu Umum

+ KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi gedung kantor, transportasi, fasilitas public, dan lain-lain
yang mana semua itu menjadi asset dalam kondisi baik. Selain itu sarana dan
prasarana tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan (rehabilitasi) guna
menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas
atau tidak berfungsi lagi secara optimal. Adapun sarana dan prasarana sebagai
berikut :

Tabel. 2.1
Data Sarana dan Prasarana (gedung kantor)

NO GEDUNG KANTOR LOKASI KONDISI KET
1 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kec. Delta Baik Tanah dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang Pawan Bangunan
2 Kantor UPT Perlengkapan, Kec. Delta Baik Tanah dan
Perbengkelan dan Laboratorium Pawan Bangunan
3 Eks. Kantor UPPU Wilayah II Kec. Tumbang Baik Tanah dan
Titi Bangunan

4 Eks Kantor UPPU Wilayah III Kec. Sandai Baik Tanah

Sumber Data : LKJIP DPUTR Tahun 2020

Tabel. 2.2
Data Sarana dan Prasarana (Transportasi)
NO KENDARAAN DINAS JUMLAH KONDISI
1 Kendaraan Roda 4 Mobil Kepala Dinas 1 Baik
2 Kendaraan Roda 4 Mobil Sekretaris 1 Baik
3 Kendaraan Roda 4 Mobil Sekretariat 1 Baik
4 Kendaraan Roda 6 Mobil Truck Kepala UPT 5 Baik
Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium
5 Kendaraan Roda 2 Motor menyebar di bidang 29 Baik
6 Kendaraan Roda 2 Dinas 1 Rusak Ringan
7 Kendaraan Roda 2 Motor menyebar di luar SKPD 11 Baik

Sumber Data : LKJIP DPUTR Tahun 2020
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Tabel. 2.3
Jumlah Prasarana dan Fasilitas Umum
NO INFRASTRUKTUR JUMLAH KONDISI KETERANGAN
1 Bendung 52 Rusak Ringan Bidang SDA
2 | Bangunan Pembagi/Sadap 134 Rusak Ringan Bidang SDA
3 Bangunan Pelengkap 3.723 Rusak Ringan Bidang SDA
B P il
4 | Bangunan Pengambilan 1.445 Rusak Ringan Bidang SDA
Lainnya
5 Saluran Primer 142.432 Rusak Ringan Bidang SDA
6 Saluran Sekunder 784.453 Rusak Ringan Bidang SDA
7 Saluran Pembuang 353.919 Rusak Ringan Bidang SDA
8 Luas Irigasi Kabupaten 11.338 Ha Baik/Sebagian Bidang SDA
Rusak
9 Luas Irigasi Kabupaten 5.973 Ha Baik Bidang SDA
10 | Rumah Tangga Bersanitasi 94.704 Baik Bidang CK
11 | Rumah Tangga Pengguna Air 91.486 Baik Bidang CK
Bersih
12 | Jalan Nasional 351,79 Km Baik/Sebagian Bidang BM
Rusak
13 | Jalan Propinsi 373,8 Km Baik/Sebagian Bidang BM
Rusak
Baik i
14 | Jalan Kabupaten 3.239 Km aik/Sebagian Bidang BM
Rusak
15 | Jalan Kabupaten 866,923 Km Baik Bidang BM
16 | Jalan Kabupaten 334,717 Km Sedang Bidang BM
17 | Jalan Kabupaten 791,983 Km Rusak Ringan Bidang BM
18 | Jalan Kabupaten 1.245,467 Km Rusak Berat Bidang BM
Sumber Data : LKJIP DPUTR Tahun 2020
Tabel. 2.4
JumlahSarana dan Prasarana (peralatan dan mesin)
NO PERALATAN JUMLAH KONDISI KETERANGAN
1 GPS S Rusak Ringan Bidang SDA
2 Alat Ukur Digital 2 Baik Bidang SDA
3 Mesin Gilas TW.8 1 Baik Bidang BM
4 Baby Roller 1 Baik Bidang BM
S Excavator Ex.110-M 4 Baik Bidang BM
6 Vibro Roler 1 Baik Bidang BM
7 Mesin Gilas Tandem 1 Baik Bidang BM

Sumber Data : LKJIP DPUTR Tahun 2020

Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk
memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha
pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu
daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas
perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat
merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan
untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor
perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.Panjang jalan dapat
menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu
wilayah.Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembang
annya semakin tinggi.Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat
dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu
lintas perekonomian di perkotaan.
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Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu :
1. Jalan strategis nasional sepanjang351,79 Km, sebagai berikut :

a. Balai Berkuak — Aur Kuning : 67,16 Km

b. Aur Kuning — Sandai : 39,86 Km

c. Sandai — Nanga Tayap : 38,23 Km

d. Nanga Tayap — Batas Prov. Kalteng : 60,54 Km

e. Nanga Tayap — Sungai Kelik : 24 Km

f. Sungai Kelik — Siduk : 61 Km

g. Siduk — Ketapang : 61 Km

(Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
290/KPTS/M/2015)

2. Jalan strategis provinsi 16 ruas sepanjang 373,8 Km, sebagai berikut :

a. Batas Kota Ketapang — Pesaguan : 21,45 Km
b. Pesaguan — Kendawangan : 65 Km

c. Nanga — Tayap (Simpang Bertenung) — Tumbang Titi : 36,50 Km
d. Tumbang Titi — Tanjung : 32 Km

e. Tanjung — Marau : 21,80 Km
f. Marau — Air Upas : 21 Km

g. Air Upas — Manis Mata : 49 Km

h. Sungai Gantang — Teluk Batu : 75 Km

i. Teluk Batu — Simpang Jemayas : 36 Km

j. Jln. Jembatan Pawan I (dalam kota Ketapang) : 1,30 Km
k. Jln. WR. Supratman (dalam kota Ketapang) : 1,00 Km
1. Jln. AR. Hakim (dalam kota Ketapang) : 2,00 Km
m.Jln. Rahadi Ismail (dalam kota Ketapang) : 4,25 Km
n. Jln. Suprapto (dalam kota Ketapang) : 1,30 Km
o. Jln. D.I Panjaitan (dalam kota Ketapang) : 1,40 Km
p. JIn. Brigjend. Katamso (dalam kota Ketapang) : 4,80 Km
(Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 505/DINAS-
PU/2016)

3. Jalan Kabupaten 348 ruas sepanjang 3.239 Km (Berdasarkan Keputusan
Bupati Ketapang No. 941/DPU-B/2014)

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

ebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang Dalam
pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Kabupaten Ketapang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang
menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten Ketapang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja
pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang baik yang bersifat
kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena
baik buruknya pelayanan prasarana jalan/jembatan, pelayanan infrastruktur,
pembangunan dalam proses perencanaan, pelayanan air minum dan air limbah.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat
pada tabel 2.5.
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Tabel 2.5
Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dari tahun 2016 sampai dengan 2020

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian pada
dan Fungsi perangkat Daerah Daerah Tahun Ke- (%) Tahun ke- (%)
Tahun Ke- (%)
2016 | 2017| 2018| 2019| 2020 | 2016| 2017| 2018 | 2019 | 2020| 2016| 2017 | 2018 | 2019| 2020
Persentase Kemantapan Jalan 21.37 i
1. 15.50| 15.50| 16.77| 23.92| 27.55| 19.88 22.65| 37.09| 37.36/128.2¢ 137.89135.04155.09135.61
Kabupaten

Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan
sumber air minum layak dan
berkelanjutan

45.00| 46.01| 47.00| 53.90| 55.50| 45.00| 46.01| 47.00| 53.90| 64.74| 100 | 100 | 100 |112.29116.65

Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap layanan 53.26| 53.26| 54.00| 55.42| 56.50| 53.26| 53.26| 54.00( 55.42| 60.10| 100 | 100 [ 100 |100.7€106.37
sanitasi layak dan berkelanjutan

Persentase pemanfaatan ruang

4.

sesuai dengan peruntukan

100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

5.

Persentase bangunan gedung
sesuai dengan standar

100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100

Sumber Data : LKJIP DPUTR Tahun 2020

Dari keterangan diatas dapat dijabarkan bahwa :

a.

Untuk indikator Persentase kemantapan jalan jalan Kabupatenjika dilihat dari
tabel 2.5 dapat dikatakan terjadi peningkatan secara signifikan setiap
tahunnya dan pada akhir tahun 2020 dimana target sebesar 27.55% dengan
realisasi 37.36% atau capaian kinerja sebesar 135.61%.

Gambar 2.6
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
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Tabel 2.6

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Km) tahun 2016-2020

Panjang Jalan Berdasarkan | 54, ¢ 2017 2018 2019 2020
kondisi (Km)

Kondisi mantap (baik- 643.93 692.19 733.65 | 1.201.38 1.210.12
sedang)
Baik 444.08 493.63 543.19 866.78 912.78
Sedang 199.85 198.55 190.45 334.60 297.35
Rusak riongan 402.18 396.19 388.09 791.98 880.89
Rusak Berat 2.192.98 | 2.150.54 | 2.117.49 | 1.245.47 | 1.147.67
Jumlah Total 3.239.09 | 3.239.09 | 3.239.09 | 3.239.09 | 3.239.09

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Panjang jalan dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun
2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, kondisi jalan mantap mencakup 27,2
persen dari total panjang jalan di Kabupaten Ketapang. Namun demikian,
masih terdapat 45,6 persen jalan dengan kondisi rusak, yang terdiri dari 25,8
persen jalan dengan kondisi rusak berat dan 19,8 persen jalan dengan kondisi
rusak ringan. Sedangkan, proporsi panjang jalan dengan kondisi baik dan
sedang sebesar 20,5 persen dan 6,7 persen. Data tersebut mengindikasikan
bahwa kualitas jalan yang telah terbangun belum optimal. Salah satu
penyebab masalah tersebut adalah upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
yang belum optimal di setiap tahunnya. Selain itu, pengawasan penggunaan
jalan juga belum dapat dilakukan dengan maksimal.
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Kualitas jalan lingkungan menjadi salah satu indikator penting dalam
menganalisis capaian pembangunan jaringan jalan. Peningkatan kualitas jalan
lingkungan merupakan indikasi peningkatan keterhubungan antar desa atau
pusat pemukiman dalam jarak dekat. Berikut ini merupakan perkembangan
kualitas jalan lingkungan di Kabupaten Ketapang:

Tabel 2.7
Proporsi Jalan Lingkungan Dalam Kondisi baik di Kab. Ketapang tahun 2016-2020

Jalan Lingkungan Berkondisi Baik Tahun 2016-2020
Jalan Lingkungan (Km
Tahun Panjang Jalan Kondisi baik %
. (]
Lingkungan (Km)

2016 405.00 287,39 70,96
2017 405.00 293,04 72,35
2018 405.00 299,26 73,89
2019 405.00 302,64 74,73
2020 405.00 305,78 75,50

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sejak
tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun demikian, proporsi jalan lingkungan
dalam kondisi baik belum optimal. Selain itu, rata-rata peningkatan panjang
jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020)
hanya mencapai 1,1 persen. Data tersebut mengindikasikan belum optimalnya
kinerja pembangunan jaringan dan keterhubungan antar desa di Kabupaten
Ketapang. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan
pembangunan jaringan jalan lingkungan. Perencanaan pembangunan jalan
belum mampu memberikan gambaran atau pilihan alternatif intervensi karena
basis data terkait dengan jalan masih sangat minim.

Adapun kualitas jembatan merupakan indikator penting dalam menganalisis
kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang. Kondisi jembatan di Kabupaten
Ketapang juga merupakan indikator yang krusial dalam menentukan kualitas
keterhubungan antar wilayah baik di dalam maupun keluar kabupaten
Ketapang. Berikut ini merupakan perkembangan kondisi jembatan di
Kabupaten Ketapang.

Tabel 2.8
Kondisi Jembatan di Kab. Ketapang tahun 2016-2020

Kondisi Jembatan di Kab. Ketapang Tahun 2016-2020
Tahun Jembatan Kabupaten
Jumlah (Unit) Kondisi baik (Unit) %

2016 251 100 39.84
2017 279 128 45.88
2018 311 181 58.20
2019 345 222 64.35
2020 376 263 69.95

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Kondisi jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Ketapang meningkat dari
tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir
(2016-2020), rata-rata peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik
tersebut mencapai 1,67 persen. Namun demikian, masih terdapat lebih dari 30
persen jembatan di Kabupaten Ketapang dalam kondisi rusak atau rusak
parah hingga tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan kualitas
keterhubungan antar daerah dalam Kabupaten Ketapang belum optimal.
Faktor penyebab masalah tersebut salah satunya adalah upaya rehabilitasi dan
pemeliharaan jembatan yang belum maksimal. Selain itu, perencanaan
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pembangunan jalan dan basis data pembangunan jalan yang belum optimal
juga berkontribusi dalam permasalahan tersebut.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air
minum layak dan berkelanjutan dimana realisasi dari tahun 2016 sampai
dengan 2018 stagnan dengan realisasi sebesar 100%, baru pada tahun 2019
terjadi peningkatan sebesar 112.29% dan ditahun 2020 sebesar 116.65%.

Gambar 2.7
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
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Tabel 2.9
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan pedesaan tahun 2016-2020

2020

No Uraian delr
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Gakupan Layanan Air 76.383 | 78.094 | 79.777 | 91.486 | 74.807
Minum Perdesaan
2 | Jumlah rumah tinggal 169.741 169.741 | 169.741 | 169.741 | 115.545
3 | Persentase (%) 45.00 46.01 47.00 53.90 64.74

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
dan berkelanjutandimana realisasi dari tahun 2016 sampai dengan 2018
stagnan dengan realisasi sebesar 100%, baru pada tahun 2019 terjadi
peningkatan sebesar 100.76% dan ditahun 2020 sebesar 106.37%.

dan berkelanjutan

Gambar 2.8
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
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Tabel 2.10
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak di Kab. Ketapang tahun 2016-2020
No Uraian ilahtin
2016 2017 2018 2019 2020
| | Jumlah rumah tinggal 90.404 | 90.404 | 91.660 | 94.074 | 69.447
berakses sanitasi
2 | Jumlah rumabh tinggal 169.741 | 169.741 | 169.741 | 169.741 | 115.545
3 | Persentase (%) 53.26 53.26 54.00 55.42 60.10

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

d. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dimana realisasi
dari tahun 2016 sampai dengan 2018 stagnan dengan realisasi sebesar 100%.
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Tabel 2.11
Uraian Permohonan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tahun 2017-2020
No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020
1 Permohonan yang masuk 73 74 140 137
2 | Rekomendasi 73 74 140 137
Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020
Tabel 2.12
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2020
No Jenis Permohonan Realisaal Keterangan
RTRW g
1 Kesesuaian lahan terhadap RTRW Ketapang - Tahun 2016
2 | Kesesuaian lahan terhadap RTRW Ketapang 10 Tahun 2017
3 | Kesesuaian lahan terhadap RTRW Ketapang 4 Tahun 2018
4 | Kesesuaian lahan terhadap RTRW Ketapang 11 Tahun 2019
5 | Kesesuaian lahan terhadap RTRW Ketapang 13 Tahun 2020

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

e. Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar dimana realisasi dari
tahun 2016 sampai dengan 2020 stagnan dengan realisasi sebesar 100%,
Adapun kualitas bangunan di Kabupaten Ketapang ditentukan oleh sistem
pengawasan bangunan. Kinerja pengawasan bangunan dapat dianalisis dengan
melihat proporsi bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(IMB). Persentase bangunan di Kabupaten Ketapang yang telah memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 100 persen hingga tahun 2020 (Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, 2020). Data ini
mengindikasikan pendirian bangunan di Kabupaten Ketapang telah sesuai
dengan aturan. Selain itu, data tersebut mengindikasikan optimalnya
pelayanan perizinan ketataruangan di Kabupaten Ketapang.

Selain dari indikator tersebut diatas Indikator penting dalam urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang selanjutnya adalah persentase drainase dalam
kondisi baik. Indikator penting untuk menganalisis kualitas sistem
pembuangan air. Berikut ini perkembangan persentase drainase dalam kondisi
baik di Kabupaten Ketapang.

ini

Tabel 2. 13
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Ketapang
Tahun 2016-2020

Jaringan Drainase
Tahun . 'I:otal Panjz.mg Panjang Drainase Kondisi Baik
jaringan Drainase Terbangun (Km) (Km)
(Km)
2016 77.00 22,20 41,00
2017 95,75 18,75 59,75
2018 111,13 15,38 75,13
2019 132,66 21,53 96,66
2020 137,58 4,92 101,58

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Panjang drainase di Kabupaten Ketapang dalam kondisi baik terus mengalami
peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020. Selain itu, dalam kurun waktu lima
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tahun panjang drainase dalam kondisi baik meningkat lebih dari 50 persen. Hal
ini mengindikasikan saluran pembuangan air di Kabupaten Ketapang terus
mengalami perbaikan. Di samping itu, kondisi ini mengindikasikan semakin
meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengendali bencana banjir di
Kabupaten Ketapang. Kondisi ini didukung oleh data luasan banjir yang menurun
dari tahun 2019 seluas 15,80 km? menjadi 15,61 km? pada tahun 2020.
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, seperti sistem drainase tersebut dapat
mencegah kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya
banjir dan genangan.

Kinerja urusan pekerjaan umum dan tata ruang juga dapat dianalisis dengan
melihat perkembangan kualitas irigasi. Irigasi merupakan salah satu
infrastruktur penting dalam pertanian khususnya untuk memenuhi kebutuhan
aliran air di lahan pertanian. Berikut ini merupakan perkembangan irigasi di
Kabupaten Ketapang.

Tabel 2. 14
Luas D.I. dan D.I.R. Kab. Ketapang Berkondisi Baik Tahun 2016-2020
Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R)
Tahun Kondisi Luas D.I.R Kondisi
Luas DI (Ha) | ¢ ik (Ha) @ (Ha) baik (Ha) &

2016 7,206.00 1,945.00 26,99 4,132.00 2,505.00 60,62
2017 7,206.00 2,152.00 29,86 4,132.00 3,063.00 74,13
2018 8,576.00 3,271.08 27,86 6,947.00 4,906.63 51,59
2019 8,576.00 4,829.86 56,32 6,947.00 4,369.21 62,89
2020 8,576.00 5,078.86 59,22 6,947.00 4,846.21 69,76

Sumber Data : LKPJ dan LPPD DPUTR Tahun 2020

Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik meningkat selama tahun 2016
hingga tahun 2020. Sedangkan perkembangan daerah irigasi rawa dalam kondisi
baik mengalami tren yang fluktuatif. Selain itu, masih terdapat kurang lebih 50
persen daerah irigasi yang masih dalam kondisi tidak baik. Kondisi ini
mengindikasikan belum optimalnya kualitas jaringan irigasi di Kabupaten
Ketapang. Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya database terkait
inventarisasi jaringan irigasi, sehingga intervensi penanganan mengalami
kendala.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang antara lain yaitu :

a.

b.

Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan.
Dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.
Ketapang

. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah

secara keseluruhan.

. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan

daerah serta perencanaan program dan kegiatan.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian
yaitu :

a.

Mempertahankan soliditas dan kerjasama
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b. Mengikuti regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah
ditetapkan
c. menjamin ketersediaan anggaran guna mengakomodir program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

a. Kurang profesionalitas dari pihak ketiga

b. Kompetensi SDM yang belum maksimal

c. Keterbatasan anggaran untuk program-program tertentu sehingga mempengaruhi
tercapainya target dari sasaran apalagi ditahun terakhir renstra dimana pandemi
covid-19 sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi kegiatan
pembangunan sehingga terjadi pemotongan anggaran.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dari tahun 2016 sampai
dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
Tahun 2016-2020

Pagu Anggaran 2016-2020

No

Program

Target Renstra PD Tahun ke-

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

4

5

6

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

11,146,904,186

3,205,375,894

4,235,350,772

3,404,693,540

16,540,956,008

Program Pengelolaan
Sumber Daya Air (Sda)

31,348,990,900

34,919,788,000

68,077,216,325

61,706,285,914

47,873,919,646

Program Pengelolaan
Danpengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum

14,184,625,000

2,461,621,950

4,215,000,000

10,291,027,000

5,737,907,000

Program Pengelolaan
Dan Pengembangan
Sistem Air Limbah

13,390,934,900

7,558,650,400

1,541,000,000

9,329,149,000

9,176,636,000

Program Pengelolaan
Dan pengembangan
Sistem Drainase

8,823,329,925

14,453,786,532

13,212,443,000

14,371,000,000

5,960,000,000

Program
Pengembangan
Permukiman

61,192,571,750

101,595,935,556

120,668,650,000

89,564,237,000

33,141,914,530

Program Penataan
Bangunan Gedung

5,041,535,000

6,016,166,220

5,742,870,000

11,894,379,730

13,281,770,000

Program
Penyelenggaraan Jalan

127.191.671.248

162,869,087,013

196,880,117,383

224,951,221,200

86,737,084,687

Program
Pengembangan Jasa
Konstruksi

129,331,000

42,980,000

23,615,000

23,615,000

19,000,000

10

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

2,186,321,000

585,257,466

1,015,851,100

1,928,457,636

1,031,368,678

11

Program Pengelolaan
Izin Lokasi

71,792,000

118,985,900

22,636,290

12

Program Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan

13

Program Penyelesaian
Ganti Kerugian Dan
Santunan Tanah
Untuk Pembangunan

418,312,198

402,300,000

2,229,492,425

245,768,000

14

Program Redistribusi
Tanah, Dan
Gantikerugian Program
Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah
Absentee

109,318,250

69,520,000

Sumber data : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016-2020 DPUTR
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Realisasi Anggaran (Rp.)

No Program 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Program Penunjang
1 Urusan Pemerintahan 10,840,320,807 3,124,242,846 4,214,479,308 3,310,539,480 | 15,833,718,527
Daerah Kabupaten/Kota
o | Program Pengelolaan 30,075,601,048 | 28,967,199,494 | 66,012,692,018 | 59,604,746,952 | 39,847,529,439
Sumber Daya Air (Sda)
Program Pengelolaan
3 | Danpengembangan 12,036,193,700 2,200,807,011 3,733,965,000 9,962,667,337 | 5,273,952,279
Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Pengelolaan Dan
4 Pengembangan Sistem Air 12,677,324,981 6,542,633,000 1,530,900,700 9,278,660,829 9,000,173,840
Limbah
Program Pengelolaan Dan
5 pengembangan Sistem 8,580,902,813 13,192,388,282 12,783,363,100 14,282,085,593 5,670,609,292
Drainase
¢ | Program Pengembangan 60,301,505,587 | 89,114,292,914 | 119.029.851.300 | 88,505,463,749 | 32,186,540,870
Permukiman
7 | Program Penataan 5,003,824,850 1,724,822,419 5,481,156,500 9,737,819,042 | 10,780,957,189
Bangunan Gedung
8 Eg?agrrlam Penyelenggaraan | ;¢ 508 595260 | 158,364,857,002 | 189.641.974.210 | 198,489,014,211 | 83,297,864,532
g | Program Pengembangan 124,144,000 7,800,000 16,686,200 23,614,900 19,000,000
Jasa Konstruksi
10 | Program Penyelenggaraan 1,677,685,791 582,588,696 993,764,936 1,898,029,491 | 1,026,054,790
Penataan Ruang
11 | Program Pengelolaan Izin - 71,491,774 118,930,900 21,256,580 -
Lokasi
12 Program Penyelesaian ) . ) ) .
Sengketa Tanah Garapan
Program Penyelesaian
Ganti Kerugian Dan
13 Santunan Tanah Untuk 1,166,000 299,393,000 - 2,194,678,945 159,106,000
Pembangunan
Program Redistribusi
Tanah, Dan
Gantikerugian Program
14 Tanah Kelebihan ) 88,103,035 ) ) )
Maksimum Dan Tanah
Absentee
Sumber data : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016-2020 DPUTR
Ratio Capaian keuangan tahun 2016-2020
Rasio Capaian (%.)
No Program
2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.95 97.47 99.51 97.93 95.72
Kabupaten /Kota
o | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 95.94 82.95 96.97 96.59 83.23
3 Prograrp Pengelolgan Danpengembangan Sistem 84.85 89.40 28.59 96.81 91.91
Penyediaan Air Minum
4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air 94.67 86.56 99.34 99.46 98.08
Limbah
5 Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem 97.25 91.27 96.75 9938 95.14
Drainase
¢ | Program Pengembangan Permukiman 98.54 87.71 98.64 98.82 97.12
7 | Program Penataan Bangunan Gedung 99.25 28.67 95.44 81.87 81.17
g | Program Penyelenggaraan Jalan 91.46 | 97.23 96.32 88.24 96.03
9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 95.99 18.15 70.66 100.00 100.00
10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 76.74 99.54 97.83 08.42 99 .48
11 | Program Pengelolaan Izin Lokasi ~ 99.58 99.95 93.90 ~
12 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan _ _ ~ ~ _
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan B B
13 Santunan Tanah Untuk Pembangunan 71.57 98.44 64.74
Program Redistribusi Tanah, Dan Gantikerugian
14 | Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah - 80.59 - - -
Absentee

Sumber data : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016-2020 DPUTR
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Tabel 2.16

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

DPUTR Tahun 2016-2020

Rata-Rata Rata-Rata
No. Program Indikator Pertumbuhan | Pertumbuhan
Anggaran Realisasi
Program Penunjang Persentase penunjang urusan
1 Urusan Pemerintahan pemerintahyang terpenuhi sesuai 55.22 (11.73)
Daerah Kabupaten/Kota | standar
Program Pengelolaan Persentase daerah rawan yang
2 | Sumber Daya Air (Sda) memiliki penegnedali abrasi (6.77) 29.57
memadai.
Program Pengelolaan Persentase jumlah rumah tangga
Danpengembangan yang mendapatkan akses terhadap
3 | Sistem Penyediaan Air air minum melalui SPAM jaringan 40.66 22.54
Minum perpipaan dan bikan jaringn
perpipaan.
Program Pengelolaan Persentase rumah tangga yang
4 | Dan Pengembangan terlayani sistem air limbah yang 10.28 43.63
Sistem Air Limbah memadai
Program Pengelolaan . .
5 | Dan pengembangan 1tP)’Zirlientase drainase dalam kondisi (24.86) (10.30)
Sistem Drainase
6 Program Pengembangan Persentase jalan lingkungan / 6.91 50.11
Permukiman permukiman dalam kondisi baik ) ’
Program Penataan Persentase ketersediaan bangunan
7 Bangunan Gedung publik terhadap kebutuhan 14.99 (45.92)
Program Persentase jaringan jalan
8 Penyelenggaraan Jalan terbangun 5.07 40.82
Program Pengembangan | persentase tenaga terampil
9 | Jasa Konstruksi konstruksi terlatih 26.15 84.29
Program s
10 | Penyelenggaraan Persentase kawasan memiliki 17.12 08.21
rencana tata ruang
Penataan Ruang
11 Progrgm Pengelolaan Izin Cakupan wilayah pemanfaatan (67.28) B
Lokasi ruang yang terkendali ’
Program Penyelesaian Persentase penanganan sengketa
12 | Sengketa Tanah Garapan | tanah garapan yang dilakukan - -
melalui mediasi
Program Penyelesaian .
Ganti Kerugian Dan Persentase penyelesaian
13 Santunan Tanah Untuk perrr}asalah.an subyek dan obyek (7.46) 32.13
ganti kerugian
Pembangunan
Program Redistribusi
Tanah, Dan
14 Gantikerugian Program Persentase bidang tanah yang (122.25) )

Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah
Absentee

menjadi objek landreform

Sumber data : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016-2020 DPUTR

D

Untuk Pembangunan sebesar 64.74% (tahun 2020).

ilihat dari tabel 2.16 diatas bahwa secara keseluruhan Realisasi anggaran rata-
rata dari tahun 2016-2021 dikisaran 90 s/d 100%, Sedangkan berdasarkan per
program yang dibawah 90% yaitu Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum pada tahun 2016 sampai dengnan tahun 2018 dikisaran 84-
89%, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu sebesar 76.74 % (tahun 2016),
Program Penataan bangunan gedung 28.67% (tahun 2017), Program Pengembangan
Jasa Konstruksi sebesar 18.15% (tahun 2017) dan 70.66% (tahun 2018), Program
Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sebesar
71.57% (2016) dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah
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Gambar 2.9
Ratio Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab. Ketapang Tahun 2016-2020

Rasio capaian realisasi dan anggaran DPUTR Kab. Ketapang Tahun 2016-2020

Program Redistribusi Tanah, Dan Gantikerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Pengembangan Permukiman

Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

ETahun 2020 ®Tahun 2019 ®Tahun 2018 ®Tahun 2017 ®Tahun 2016

dapun Anggaran dan Realisasi pendanaan untuk pelayanan perangkat daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dari tahun 2016
sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dalam
upaya pencapaian program yang dilaksanakan dari tahun 2016-2020 yang
mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya cukup tinggi adalah pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 55.22%
derngan realisasi -11.73% dan Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum dengan pertumbuhan sebesar 40.66% dengan realisasi rata-
rata pertumbuhan sebesar 22.54%.

edangkan yang mengalami penurunan yaitu Program Redistribusi Tanah, dan

Gantikerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee yaitu
rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -122.25. hal ini dikarenakan karena dalam
5 tahun masa Renstra program tersebut hanya dapat diakomodir satu tahun yaitu
pada tahun 2017, hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran pada
program tersebut.
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Gambar 2.10
Ratio Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab. Ketapang Tahun 2016-2020

—o—Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran —fli—Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Ketapang dalam mengimplementasikan program pembangunan bidang pekerjaan

umum dan Tata Ruang dalam hal ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya
sebagai Organisasi Perangkat Kerja sangat beragam. Serta melakukan pembenahan
dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu hal yang tak kalah
beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua
kelompok pengguna jasa pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang antara lain adalah :

1.

w N

O o N

Jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang belum memenuhi porsi
sesuai kebutuhan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Disiplin karyawan yang perlu ditingkatkan

Kemampuan menggunakan fasilitas dan teknologi yang tersedia

Belum optimalnya data pokok yang dimiliki sebagai bahan menentukan kebijakan
dan strategis jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan
memperhatikan situasi dan kondisi daerah, termasuk mengoptimalkan koordinasi
lintas sektor.

Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good govermance, (transparansi,
akuntabilitas, partisipatif), kepastian dan penegakkan hukum serta peraturan.
Terbatasnya dana APBD dan sebagian ketergantungan dengan pusat.

Ketepatan jadwal mengawali dan menyelesaikan kegiatan.

Ketepatan waktu pelaporan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola prasarana dan sarana ke-PU-
an.

10.Kurangnya pemahaman perencana dalam analisis gender.
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11. Masih belum optimalnya pelayanan pengkajian, pengujian dan pengembangan
teknologi serta pelayanan informasi konstruksi sehingga mampu berperan aktif
meningkatkan pendapatan daerah.

eluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variable untuk

menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan visi misi daerah
Kabupaten Ketapang, faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberikan
pengaruh keberhasilan pencapaian visi misi. Pembangunan jaringan jalan baru dalam
upaya melancarkan arus transportasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
disamping itu letak Kabupaten Ketapang yang strategis dan mempunyai banyak
sungai sangat penting untuk menghubungkan pusat-pusat industri/ perekonomian;
peran serta masyarakat yang dapat dikembangkan, motivasi karyawan yang dapat
ditumbuhkembangkan, budaya lokal masyarakat yang berpotensi, adanya perhatian
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Legislatif dalam mempercepat
terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.



3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN KETAPANG

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

inas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu
danpermasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang kepada

masyarakat. Permasalahan yang mendesak antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan PermasalahanUntuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Belum optimalnya
akses dan kualitas
jaringan jalan

Akses jalur darat belum
optimal

Belum optimalnya ketersediaan jalur strategis
kabupaten

Masih terbatasnya ketersediaan jalan lingkungan

Ketersediaan jembatan masih minim

Database jembatan belum diperbarui

Masih rendahnya perencanaan pembangunan
jalan dan jembatan kabupaten

Masih rendahnya kualitas
infrastruktur jalur darat
terbangun

Belum optimalnya penerapan teknologi mutakhir
dalam pembangunan jalan dan jembatan

Pengawasan konstruksi jalan dan jembatan belum
optimal

Rendahnya rehabilitasi jalan dan jembatan
kabupaten setiap tahun

Belum optimalnya
akses terhadap air
bersih

Belum optimalnya
pemanfaatan air bersih

Belum adanya inventarisasi sumber air bersih
yang layak

Kapasitas mesin pelayanan air bersih perkotaan
terbatas

Rendahnya jaringan perpipaan air bersih

Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana air minum

Masih tingginya
risiko bencana

Belum memadainya
ketersediaan bangunan
pengendali bencana

Belum memadainya ketersediaan infrastruktur
penahan abrasi, banjir dan erosi sungai

Kurangnya pembangunan jaringan irigasi sekat
bakar

Kurangnya normalisasi saluran drainase
perkotaan

Rendahnya rehabilitasi tanggul penahan air asin
pada area pertanian dan jaringan irigasi

Rendahnya pembangunan dan pemeliharaan
drainase/gorong-gorong setiap tahun

Belum optimalnya
kualitas tata ruang
dan bangunan

Masih kurangnya kualitas
perencanaan pemanfaatan
ruang daerah

Belum tersusunnya keseluruhan RDTR

Belum terbangunnya sistem informasi tata ruang

Belum optimalnya
pengendalian pemanfaatan
ruang

Belum tersusunnya dokumen pengendalian ruang
(insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang)

Belum optimalnya
perencanaan pengadaan
tanah

Belum optimalnya mekanisme pengadaan tanah
dan perizinan lokasi

Koordinasi perencanaan pengadaan belum
berjalan lancar

Belum optimalnya perangkat pendukung perijinan

Ketersediaan bangunan
belum optimal

Kurangnya ketersediaan gedung dan prasarana
lainnya

Kualitas bangunan masih
belum optimal

Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi
bangunan

Belum optimalnya pengawasan bangunan

Masih kurangnya kualitas tenaga terampil
konstruksi

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026
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3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH

Visi merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi daerah yang
ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Visi harus dapat menjelaskan
gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan
suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen dalam
perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang disusun dengan memperhatikan visi
dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten
Ketapang tahun 2005-2025 dan kondisi masyarakat pada saat ini.

isi jangka panjang di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Ketapang tahun

2005-2025 adalah “Kabupaten Ketapang Sejahtera, Maju, Mandiri, Adil,
Aman dan Bermartabat Tahun 2025”. Visi tersebut harus menjadi panduan
penyusunan visi jangka menengah. Visi jangka panjang Kabupaten Ketapang
diturunkan menjadi beberapa misi, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan
bermartabat;

2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, andal dan profesional;

3. Mengembangkan infrastruktur yang maju, terpadu dan merata;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tambah tinggi;
dan

S. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Ketapang 2021-2026 masuk ke dalam tahap ke empat RPJPD
(2021-2025). Periode ke empat ini memiliki beberapa sasaran pokok yang harus
dijalankan. Sasaran pokok ini menjadi fondasi utama bagi penyusunan kebijakan
strategis dan operasional dalam dokumen RPJMD Ketapang periode 2021-2026.
Sasaran pokok RPJPD periode ke empat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan kredibel;

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang majudan bernilai tinggi berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi;

4. Pengembangan infrastruktur; dan

S. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penataan ruang dan
pertanahan.

Rumusan visi, misi dan sasaran pokok jangka panjang menjadi basis bagi
penyusunan visi, misi dan tujuan jangka menengah. Berdasarkan visi jangka
panjang dan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Ketapang pada
periode 2015-2020, maka visi yang akan dicapai oleh Kabupaten Ketapang pada
periode 2021-2026 yaitu : “ MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA “

Rumusan visi tersebut secara konseptual menjadi basis penyusunan misi daerah.
Visi jangka menengah memuat gagasan pokok yang mengerangkai perencanan
pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, rumusan
visi harus dijabarkan dengan jelas, sehingga dapat dioperasionalkan dalam bentuk
misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi indikasi bagi
perumusan program pembangunan. Rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ketapang dapat dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Penjelasan Visi RPUMD Kabupaten Ketapang 2021-2026
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
Melanjutkan Ketapang Arti Ketapang dalam visi ini merujuk pada
Ketapang Maju semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten
Menuju Masyarakat Ketapang yang tercermin di dalam berbagai
Sejahtera rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya

manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola
pemerintahan sebagai pendukungnya.

Maju Sebuah kondisi yang lebih baik daripada
sebelumnya. Cita-cita ini merupakan sebuah
harapan untuk mewujudkan Kabupaten
Ketapang yang lebih baik. Sebuah daerah yang
maju dapat ditunjukkan dengan tingginya
kualitas sumber daya manusia yang didukung
oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola
pemerintahan yang berkualitas.

Maju juga dapat dikaitkan dengan semakin
tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor non-
tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin
tingginya  kontribusi sektor non-tambang
terhadap perekonomian.

Masyarakat Masyarakat yang tinggal/ berdomisili di
Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif
bagi kemajuan pembangunan Kabupaten
Ketapang.

Sejahtera Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang
ditandai dengan ketercukupan sandang, pangan
dan papan. Indikator kesejahteraan pada
umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan
dan indeks gini untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan/ kesejahteraan.
Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan
memastikan beberapa poin yang terdapat di
dalam definisi maju dapat berkembang dengan
baik.

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Periode 2021-2026 akan menjadi bagian integral dari rangkaianpembangunan
sepanjang periode 2016-2021. Aktivitas pembangunan yangkonsisten dengan arah
kebijakan pembangunan simultan dengan relevansiketerkaitan aktivitas
pembangunan. Seluruh aspek penyelenggaraanpembangunan dilaksanakan secara
terencana agar benang merahpembangunan antar tahun anggaran menjadi relevan
dan akuntabel denganorientasi terhadap pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam rangka pencapaian Visi Melanjutkan Ketapang Maju Menuju
Masyarakat Sejahtera "Ketapang Untuk Semua" yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan data empiris serta permasalahan yang
ada, juga dengan antisipasi dinamika tantangan lima tahun mendatang, dan
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka dilakukan dengan dengan 6
(enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa
dalam pelayanan publik;

. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;

. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;

. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata
dan berkeadilan;

5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh

masyarakat Kabupaten Ketapang.

S~ WN



Misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
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Ruang Kabupaten Ketapang adalah Misi ke 2 (dua) yaitu: Melanjutkan
Peningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Kab. Ketapang Tahun 2021-2026
Permasalahan Faktor
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pelayal;)a:ne rPael:'anglr:at Penghambat e s
Misi : 1. Belum optimalnya 1. Belum optimalnya 1. Adanya dukungan

Infrastruktur daerah
Tujuan :
1. Meningkatnya
infrastrukturdaerah.
Sasaran :
jaringan jalan
dan berkelanjutan

dan bangunan

Melanjutkan Peningkatkan

2.Menurunya resiko bencana

1. Meningkatnya akses dan kualitas
2. Meningkatnya akses sanitasi layak
3. Meningkatnya kualitas tata ruang
4. Meningkatnya akses air bersih

5. Meningkatnya upaya mitigasi dan
penanggulangan bencana

kualitas bersih

akses dan kualitas
jaringan jalan.

2. Belum optimalnya 2.
akses terhadap air

3. Masih tingginya
resiko bencana

4. Belum optimalnya
kualitas tata ruang 3.
dan bangunan

base yang

dokumen

air bersih

ketersediaan jalur
strategis kabupaten
Belum adanya data

berhubungan dengan

perencanaan umum
dibidang ke PU-an 2.Adanya dukungan
Belum adanya

inventarisasi sumber

4. Belum tersusunnya
keseluruhan RDTR.

dan sinergitas dari
pemerintah daerah
kabupaten
Ketapang yang
tertuang didalam
RPJMD Kab.
Ketapang

pendanaan dari
Pemerintah pusat
melalui dana
alokasi khusus
(DAK)

3. Adanya regulasi
yang semakin
mempermudah

PU-an.

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Tabel 3.4

Keterkaitan antara Visi RPJMD Kab. Ketapang, Kementerian dan Dinas PUPR Propinsi Kalbar.

Dinas PUPR Prop Dinas PUTR Kab.
Kementerian PUPR-RI Kementerian ATR-BPN : Ketapang (RPJMD Kab.
Kalbar
Ketapang)
Kementerian Pekerjaan | Pengelolaan ruang dan | Terwujudnya Melanjutkan Ketapang
Umum dan  Perumahan | pertanahan yang | kesejahteraan Maju Menuju Masyarakat
Rakyat yang Andal, | terpercaya dan | masyarakat Kalimantan | Sejahtera
Responsif, Inovatif dan | berstandar dunia, dalam | Barat melalui percepatan
Profesional dalam Pelayanan | mewujudkan visi dan | pembangunan
Kepada Presiden dan Wakil | misi Presiden dan Wakil | infrastruktur dan
Presiden untuk Mewujudkan | Presiden "Indonesia Maju | perbaikan tata kelola
Visi dan Misi Presiden dan | dan Berdaulat, Mandiri | pemerintahan
Wakil Presiden: “Indonesia | dan Berkepribadian
Maju yang Berdaulat, | berlandaskan Gotong
Mandiri, dan Berkepribadian | Royong"
Berlandaskan Gotong Royong
Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026
Tabel 3.5

Keterkaitan antara misi RPJMD Kab. Ketapang, Kementerian dan Dinas PUPR Propinsi Kalbar.

Kementerian PUPR-RI

Kementerian ATR-BPN

Dinas PUPR Prop.

Dinas PUTR Kab.

Kalbar Ketapang
Misi: 1 Misi; 1 Misi 1: Misi 2 :
Memberikan dukungan teknis Menyelenggarakan Mewujudkan percepatan | Melanjutkan peningkatan
dan administratif yang penataan ruang dan | pengembangan infrastruktur daerah
. . pengelolaan pertanahan | infrastruktur

responsif kepada Presiden dan .

. . yang produktif,
Wakil Presiden dalam berkelanjutan dan
pengambilan kebijakan dan | perkeadilan
pelaksanaan kebijakan
pembangunan dan | Misi: 2
penyelenggaraan infrastruktur Menyelenggarakan
Pekerjaan Umum dan pelayanan pertanahan
P han Rak dan penataan ruang yng

erumahan Rakyat berstandar dunia

Misi : 2
Menyelenggarakan
pembangunan, pelayanan dan
pengelolaan infrastruktur

kinerja dibidang ke
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Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang andal
dan terpadu dengan
pengembangan wilayah serta
memperhatikan  kelestarian
lingkungan

Misi 3 :
Menyelenggarakan
pembinaan jasa konstruksi

yang berkualitas dan
pengembangan inovasi
penyelenggaraan

pembangunan Pekerjaan

Umum dan Perumahan
Rakyat

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PU-RI DAN KEMENTERIAN

ATR / BPN-RI

dapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

2020-2024 yaitu : “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden
dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.”
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan
Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah
serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan
inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Adapun Tujuan Strategis yaitu :

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk
memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan
pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi
peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan
penguatan daya saing.

3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan
pemanfaatan dan pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

S. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya
pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbungan ekonomi dan
kawasan strategis.
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6. Peningkatan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun
dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan
berkelanjutan.

7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu,
keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil
jasa konstruksi.

8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan
terpercaya.

9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.

10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

ehubungan dengan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan RI diatas maka tantangan pembangunan infrastruktur Kab.
Ketapang ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar
daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat.
Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus
mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,
sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

antangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur,

khusunya bidang PU dan Tata Ruang di Indonesia adalah kendala alamiah
berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawadan
luar Jawa, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota, serta sulitnya
pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan
terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Sedangkan Visi Kementerian ATR/BPN-RI Tahun 2020-2024 yaitu: Pengelolaan

ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam

mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju dan

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Adapun Misi dari Kementerian ATR/BPN-RI Tahun 2020-2024 yaitu

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
produktif, berkelanjutan dan berkeadilan

2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yng berstandar
dunia.

Sedangkan tujuan Strategis yaitu :

1. Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat.

2. Menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan

3. Menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang
berkualitas dan berdaya saing.

Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Lemahnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

2. Rendahnya cakupan bidang tanah bersertifikat.

3. Rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala
kadestral.

4. Belum adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan pentapan tanah adat
/ ulayat yang disepakati oleh K/L terkait.
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S. Masih tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dimana salah satunya yaitu rendahnya kesejahteraan
masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya reforma agraria.

6. Ketersediaan RDTR yang masih minim

7. Kewenangan penanganan RDTR berada pada pemerintah daerah dengan
kondisi kuantitatif SDM penyusun RDTR terbatas dan lamanya mekanisme
persetujuan substansi dengan pemerintah daerah.

TELAAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR PROPINSI KALBAR

antangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus

meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang
semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks
global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan
akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan
kenyamanan lingkungan.
Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prop. Kalbar tahun
2019-2024 yaitu : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat
melalui percepatan pembangunaninfrastruktur dan perbaikan tata kelola
pemerintahan. Dimana misi yang diemban yaitu :

1. Mewujudkan percepatan pengembangan infrastruktur

. Mewujudkan tata kelola pemerintahanberkualitas dengan prinsip-prinsip good
govenrance

. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas produktif dan inovatif

. Mewujudkan masyarakat sejahtera

. Mewujudkan masyarakat yang tertib

. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

N

o U1 A~ W

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Ketapang secara umum adalah :
“mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ketapang secaraoptimal,
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan
sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan
pariwisata di daerah perbatasan bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan
dilandasi kepastian hukum”

kenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi

penataan ruang, pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan,
pertumbuhan seimbang antara pusat pemerintahah dan wilayah terpencil dan
percepatan kemajuan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta memperpendek
rentang kendali (spend of control) melalui pemekaran wilayah kabupaten dan
kecamatan.

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam
yang sangat besar, distribusi penduduk yang terpusat di ibukota kabupaten
dan perkembangan pembangunan antar kecamatan yang belum merata. Oleh
sebab itu pengembangan kawasan pedesaan dan pulau-pulau kecil memiliki nilai
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strategis baik dari segi ekonomi, politik maupun budaya. Pengembangan kawasan
pedesaan diarahkan untuk mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pemperkuat keterkaitan antar wilayah melalui
pengembangan ekonomi lokal, perbaikan sarana prasarana dasar, kesehatan, air
bersih dan sanitasi, litrik serta penyediaan sarana dan prasaran transportasi
untuk menghubungkan kawasan pedesaan dan pulau-pulau terpencil dengan
pusat pemerintahanmaupun pusat-pusat ekonomi.

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah
a. Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan:
» Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kawasan Perkotaan Ketapang
» Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Kuala Tolak, Pesaguan,Kendawangan, Manis
Mata, Marau, Tumbang Titi, NangaTayap, Sandai dan Balai Berkuak.

b. Prasarana Transportasi Wilayah:
» Udara: Bandara Rahadi Oesman sebagai Bandara Pengumpul Tersier
(baik di lokasi sekarang ataupun setelah pemindahan ke Tempurukan)

> Laut:

o

[0

Pelabuhan Kuala Satong sebagai Pelabuhan Utama

Pelabuhan Ketapang (termasuk Tembilok) sebagai Pelabuhan
Pengumpul

Pelabuhan Kendawangan sebagai Pelabuhan Pengumpan dan Terminal
Khusus.

» Jalan (Perda Kab. Ketapang No. 3 Tahun 2015 tentang RTRW Kab.
Ketapang) :

o

Jaringan jalan arteri primer meliputi: 1. ruas Jalan Bts. Kabupaten
Sanggau — Bts. Balai Berkuak; 2. ruas Jalan Bts. Balai Berkuak — Aur
Kuning; 3. ruas Jalan Aur Kuning - Sandai; 4. ruas Jalan Sandai —
Nanga Tayap; dan 5. ruas Jalan Nanga Tayap - Bts. Provinsi
Kalimantan Tengah (ke PKN Palangkaraya);

Jaringan jalan kolektor primer K2 atau strategis nasional rencana
yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri
primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi: 1. ruas jalan
Nanga Tayap - Sungai Kelik; 2. ruas jalan Sungai Kelik - Bts.
Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk); 3. ruas jalan Ketapang - Bts.
Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk); 4. ruas jalan Brigjen Katamso;
dan 5. ruas jalan DI Panjaitan;

Jaringan jalan kolektor primer K2, meliputi: 1. ruas jalan Baram -
Tanjung Maju — Sp. Tanjung Rambut — Setabu — Mungguk Meranang —
Merabu - Bts. Kabupaten Sekadau; 2. ruas jalan Simpang Dua -
Selantak — Merangin — Perawas; 3. ruas jalan Nanga Tayap — Tumbang
Titi — Tanjung — Marau; 4. ruas jalan Marau - Sedawak - Sengkuang —
Air Upas — Asam Besar — Beriam (Manis Mata) — Paku Juang - Sp.
Danau Buntar — Sp. Jambi — Sukaramai (Bts. Kalimantan Tengah, ke
Sukamara); 5. ruas jalan Suprapto; 6. ruas jalan Sisingamangaraja; 7.
ruas jalan Gajahmada; 8. ruas Jalan Pawan I; 9. ruas Jalan W.R.
Supratman; 10. ruas Jalan A.R. Hakim; 11. ruas Jalan Rahadi Ismail;
12. ruas jalan Bts. Kota Ketapang (PKW)-Pesaguan; dan 13. ruas jalan
Pesaguan — Kendawangan;
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o Jaringan jalan kolektor primer K3, meliputi: 1. ruas jalan Sungai
Gantang — Sp. Kelampai — Air Putih — Pinang — Sp. Teluk Bayur — Teluk
Batu — Belaban - Sp. Jemayas (Marau); 16 2. ruas jalan Batu Tajam II
(Tumbang Titi) — Sungai Melayu — Pelang; dan 3. ruas jalan Nipah
Malang - Darussalam — Tembiluk (Pelabuhan Penumpang ke Bangka
Belitung).

h. Jaringan Kelistrikan: PLTU di Ketapang (2x6 MW) dan Interkoneksi Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT 150 kV) Ketapang-Sukadana-Sandai-Nanga
Pinoh.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang
a. Luasan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Non Kehutanan sebagai
berikut:
» Kawasan Lindung sebesar 4.529,2 Km2 atau 14,00%;
Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 5.456,6 Km?2 atau 17,27%;
Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 3.432,5 Km2 atau 10,87%;
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebesar 202,5 Km?2 atau
0,64%; dan
» Budidaya nonkehutanan sebesar 17.967,3 Km2 atau 57,00%.

Y V V

(3) Kawasan Strategis:

a. Penetapan kawasan strategis juga untuk mewadahi penataan ruang
kawasan yang tidak bias terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang

b. Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari:

» Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten (aglomerasi berbagai
kegiatan ekonomi), yaitu:

Kawasan Andalan (Kota) Ketapang dan sekitarnya (Kawasan Strategis
Nasional);

Kawasan Pelabuhan Nasional Kuala Satong; dan

Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kendawangan-Sungai Gantang.

» Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan, yaitu:

* Kawasan Taman Nasional Gunung Palung (merupakan KS Provinsi);

Kawasan Bergambut Tebal Hulu Sungai Puteri;

* Kawasan Bergambut Tebal Pematang Gadung-Sungai Tengar; dan

Kawasan Hutan Rakyat Hulu Sungai Tapah.

» Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya
alam, yaitu:

Kawasan Marau dsk, Kawasan Tumbang Titi dsk;

* Kawasan Balai Berkuak dsk.

» Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan untuk
memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah
Kabupaten Ketapang, yaitu:

Kawasan Hulu DAS Kepuluk dan Hulu DAS Lawang Darabh;
= Pulau-pulau kecil, dan Daerah Terisolir Air Hitam.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif yang Dbertujuan untuk memastikan kaidah pembangunan
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berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pembangunan
berkelanjutan sendiri diartikan sebagai suatu upaya untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas
hidup manusia.Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya
alam dengan tidak melebihi kemampuan daya dukung dan daya tamping
lingkungan hidup, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan
datang.Pelaksanaan KLHS RPJMD didasarkan pada Permendagri Nomor 7 Tahun
2018.

Pada tahapan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang, proses
pengintegrasian KLHS RPJMD didasarkan pada analisis isu strategis dan prioritas
yang telah dirumuskan berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Kabupaten Ketapang. Hasil analisis isu tersebut diintegrasikan ke
dalam sub bab telaah KLHS RPJMD Kabupaten Ketapang sebagai basis
perumusan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Ketapang.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dalam
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain
menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis
kewenangan dan urusan daerah, isu strategis juga menggambarkan lingkungan
strategis daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional,
maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam
jangka menengah maupun jangka panjang.

Adapun Isu Strategis secara garis besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kab. Ketapang adalah Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar.

Adapun Isu-isu strategis sebagai berikut :

Tidak meratanya distribusi ketersediaan air baku antarwilayah

. Masih dominannya alokasi air untuk irigasi

Perlunya pemenuhan defisit penyediaan air baku

. Perlunya pengendalian ekstrasi air tanah

Perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya air melalui

pemanfaatan teknologi.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi

dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.

g. Industri dan pengguna jalan memerlukan waktu tempuh perjalanan yang lebih
cepat untuk meningkatkan produktivitas

h. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik yang masih rendah terutama bagi
masyarakat yang tinggal di wilayah perhuluan.

i. Sistem jaringan jalan sebagai suatu kesatuan antar status jalan yang berbeda
namun masih terdapat ketimpangan kondisi terutama antara jalan nasional
dengan jalan daerah

j.- Pendanaan infrastruktur jalan sangat terbatas sedangkan kebutuhan dana
pemeliharaan dan pengembangan jarngan jalan sangat tinggi.

k. Belum optimalnya penyediaan akses air minum layak dan aman.

1. Masih rendahnya kinerja dan kapasitas penyelenggara SPAM dalam memberikan
pelayanan air minum.

m.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan
dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan.

n. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang

o. Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi

PaocoTp

ar

p. Kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi termasuk kapasitas Pemerintah
Daerah.
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gq. Kelemahan atas kelengkapan dan implementasi regulasi/pengaturan Jasa

Konstruksi.
r. Rendahnya pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

s. Pengawasan Internal Dinas PUTR belum memberikan nilai
organisasi

tambah bagi

t. Masih rendahnya integritas, kompetensi, dan kapasitas SDM Dinas PUTR.

Tabel 3.6

Penentuan Rancangan Isu Strategis

Kl:filﬂ]:g Kementerian Kementerian Dinas PUPR == 13;?&? gis Isu Strategis

(Dinas PUTR) PUPR-RI ATR-BPN Prop. Kalbar KLHS

Belum melanjutkan Rendahnya Ketersediaan Belum Tata Ruang &

optimalnya pembangunan kepastian dan | sarana dan | tersusunnya Wilayah,

kualitas infrastruktur ketaatan dalam | prasarana keseluruhan Mitigasi Banjir,

infrastruktur untuk penataan ruang transportasi serta | RDTR dan Longsor, dan

Dasar menghubungkan akses belum Bencana Alam
kawasan produksi infrastruktur terbangunnya Lainnya,
dengan kawasan dasar belum | sistem Penataan
distribusi, memadai informasi tata Wilayah Sungai,
mempermudah sehingga tidak | ruang Pesisir & Laut,
akses ke kawasan menarik bagi Pemerataan
wisata, masuknya Infrastruktur di
mendongkrak investasi Desa dan
lapangan kerja Kecamatan
baru, dan Penyediaan Air
mempercepat Bersih,
peningkatan nilai Infrastruktur
tambah Penunjang
perekonomian Ekonomi
rakyat.

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang 2021-2026, Renstra Kementerian PU-RI Tahun 2019-2024, Renstra Kementerian

ATR-BPN 2019-2024 dan Renstra Dinas PUPR Prop. Kalbar Tahun 2018-2023.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

TUJUAN
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu
sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan
diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua
program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari
misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif,
harus searah dnegan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas
permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara
jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu
diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan
outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/ program/ kegiatan dan sub kegiatan.
Adapun Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang adalah “ Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar ke
PU-an “ dengan indikator Tujuan yaitu “ Indeks Infrastruktur Dasar ke PU-an “.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang menetapkan Sasaran Strategissebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan
Indikator sasaran : - Tingkat kemantapan jalan kabupaten.

2. Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni
Indikator sasaran : - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap
sanitasi layak dan berkelanjutan.
- Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap
air minum layak dan berkelanjutan

3. Meningkatnya Upaya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Indikator Sasaran : - Rasio luas kawasan permukiman sepanjang daerah
rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung oleh
infrastruktur pengaman.

4. Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi
Indikator Sasaran : - Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten
yang dilayani jaringan irigasi.

5. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Bangunan
Indikator Sasaran : - Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukan.
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Adapun Indikator kinerja selama 5 tahun yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas PUTR Kab. Ketapang 2021-2026

) Indikator Indikator Kondisi Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada
No Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran awal Tahun ke-
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 1 | Meningkatnya | Indeks Meningkatnya | Tingkat 37.36 | 38.12 | 38.86 | 39.61 | 40.36 | 41.12 | 41.85
Kualitas Infrastruktur |akses dan kemantapan
Infrastruktur | Dasar ke kualitas jalan
Dasar ke PU- | PU-an jaringan jalan | kabupaten
an
Meningkatnya | Persentase 60.10 | 60.38 | 60.81 | 61.24 | 61.67 | 62.11 | 62.54
Akses terhadap | rumah
pemukiman tangga yang
layak huni memiliki
akses
terhadap
sanitasi layak
dan
berkelanjutan
Persentase 64,74 | 67.37 | 69.99 | 72.61 | 75.23 | 77.85 | 80.47
Rumah
Tangga yang
memiliki
akses

terhadap air
minum layak
dan

berkelanjutan

Meningkatnya | Rasio luas | 26,70 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00
Upaya Mitigasi | kawasan

dan permukiman
Penanggulangan sepanjang
Bencana daerah rawan
abrasi, erosi,
dan akresi
yang
terlindung
oleh
infrastruktur
pengaman
Meningkatnya Persentase 63,94 | 68,78 | 72,65 | 75,81 | 78,44 | 80,66 | 82,56
cakupan luas daerah
layanan irigasi | irigasi
kewenganan
kabupaten
yang dilayani
jaringan
irigasi
Meningkatnya | Persentase 85.00 | 85.00 | 85,00 | 85.00 | 90,00 | 90,00 | 90.00
kualitas tata pemanfaatan
ruang dan ruang sesuai
bangunan dengan
peruntukan
Meningkatnya Nilai RB NA NA 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00
Kapasitas DPUTR
Kelembanggan
Perangkat
Daerah

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang dimana sasaran strategisnya
yaitu Meningkatnya kapasitas kelembanggan perangkat daerah dengan indikator
sasaran nilai Sakip DPUTR, Adapun untuk sasaran program yaitu meningkatnya
penunjang urusan pemerintahan sesuai standar dimana target yang ingin dicapai
setiap tahunnya 100%.

Visi dan Misi Kabupaten Ketapang dapat dioperasionalisasikan secara lebih rinci
ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan



Rencana Strategis DPUTR Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

merupakan pernyataan dari sebuah perencanaan yang akan dicapai, sedangkan
sasaran merupakan bentuk operasional dari tujuan dengan tahapan yang lebih
spesifik. Tujuan disusun berdasarkan enam misi, yaitu tata kelola, infrastruktur,
sumber daya manusia, desa, ekonomi dan lingkungan. Tujuan tersebut juga
disusun dengan memperhatikan sinergitas tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan
Barat dengan RPJMD Ketapang. Berikut adalah keterkaitan tujuan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat (Dinas PUPR Prop. Kalbar) dengan RPJMD Ketapang
2021-2026 (Dinas PUTR Kab. Ketapang) yaitu :

Tabel 4.2
Keterkaitan Antara Tujuan RPJMD Kabupaten Ketapang dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat RPJMD Kabupaten Ketapang
2018-2023 2021-2026
Tujuan 1: Tujuan 2:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
infrastruktur daerah serta perbatasan Daerah

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang tahun 2021-2026, Renstra DPUPR Prop. Kalbar Tahun 2019-2024



Rencana Strategis DPUTR Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat
meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang mencakup penentuan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.Adapun
kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-
pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

5.1. STRATEGI
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana
yang mencakup upaya—upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka
mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan
program.

rganisasi tidak terlepas dari lingkungan dan selalu dihadapkan pada kondisi

lingkungan yang beraneka ragam dan senantiasa selalu mempengaruhi
perkembangan kinerja organisasi.Lingkungan merupakan faktor penting untuk
menunjang keberhasilan organisasi dan merupakan kunci-kunci yang berpengaruh
dan tantangan yang harus diakomodasikan, agar tingkat keberhasilan kinerja
organisasi dapat berjalan secara optimal.Lingkungan yang mempengaruhi kinerja
organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-
faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain meliputi :

» Lingkungan Internal
a. Kekuatan

1) Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
2) Komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan Infrastruktur

Daerah
3) Adanya keinginan dan kemauan pegawai untuk meningkatkan
pengetahuannya

4) Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Kelemahan
1) Terbatasnya prasarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan tugas
2) Disiplin pegawai yang masih rendah
3) Terbatasnya penguasaan teknologi
4) Lemahnya penegakan sanksi

» Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Kebutuhan akan prasarana dan sarana jalan, jembatan, yang semakin
meningkat
2) Tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan sanitasi dan air bersih
3) Adanya asosiasi penyedia barang dan jasa
4) Adanya rencana pembangunan daerah

b. Ancaman
1) Luasnya wilayah kerja
2) Sulitnya mendapatkan material baru
3) Kurang profesionalnya mitra kerja
4) Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlunya RTRW dan RDTR
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Gambar 5.1
Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Kinerja (Analisa SWOT)
WEAKNESS
STRENGTH ( KEKUATAN ) ( KELEMAHAN )
1. Adanya struktur Organisasi dan 1. Disiplin pegawai yang masih
Tata Kerja (SOTK) rendah
2. Komitmen yang kuat terhadap 2. Terbatasnya penguasaan
pelaksanaan pembangunan teknologi
infrastruktur Daerah 3. Terbatasnya prasarana dan
3. Adanya keinginan dan kemauan sarana dalam mendukung
pegawai untuk meningkatkan pelaksanaan tugas
pengetahuannya 4. Lemahnya penegakan sanksi
#. Adanya Pendapatan Asli Daerah
wW-0

. Tingginya animo . Berdayakan pegawai yang ada 1. Lakukan Peningkatan Disiplin

masyarakat untuk 2. Berdayakan struktur organisasi Pegawai
mendapatkan sanitasi dan dan tata kerja 2. Penambahan pegawai sesuai
air bersih B. Manfaatkan keinginan dan kebutuhan dan kompetensi
2. Adanya rencana kemauan pegawai untuk dibidang Pekerjaan Umum dan
pembangunan daerah meningkatkan pengetahuannya Tata Ruang
3. Adanya asosiasi penyedia H#. Intensifkan retribusi PAD 3. Lakukan Peningkatan
barang dan jasa (Pendapatan tupoksi DPUTR) kompetensi pegawai terutama
4. Kebutuhan akan 5. prasarana dan sarana jalan, yang berhubungan dengan
prasarana dan sarana jembatan yang semakin meningkat teknologi
jalan, jembatan, yang 6. Manfaatkan Tingginya animo 4. Mengoptimalkan prasarana
semakin meningkat masyarakat untuk mendapatkan dan sarana dalam mendukung
sanitasi dan air bersih pelaksanaan tugas
7. Berdayakan pengusaha serta 5. perkuat penegakan sanksi

asosiasi penyedia barang dan jasa
8. Manfaatkan Adanya rencana
pembangunan daerah

1. Luasnya wilayah kerja Manfaatkan luasnya wilayah kerja |1. Tingkatkan Sosialisasi tentang

—

2. Sulitnya mendapatkan 2. Intensifkan sumber-sumber perlunya sanitasi dan air
material baru material yang ada bersih.

3. Kurang profesionalnya 3. Kembangkan dan tingkatkan 2. Perbanyak dan tingkatkan
mitra kerja kemampuan mitra kerja sehingga kemapuan penguasaan

4. Kurangnya pemahaman terciptanya profesionalisme dalam teknologi
masyarakat akan perlunya bekerja 3. Manfaatkan sarana dan
RTRW dan RDTR A. Tingkatkan Sosialisasi tentang prasarana yang ada

perlunya RTRW dan RDTR 4. Perkuat dan tingkatkan

komitmen untuk melakukan
penegakan sanksi

Sumber Data : Dokumen Renja DPUTR Tahun 2020

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan strategi RPJMD
Kabupaten Ketapang tahun 2021 - 2026 pada Misi 2 yaitu Melanjutkan
Peningkatkan Infrastruktur Daerah maka diperoleh strategi untuk mencapai
sasaran sebagai berikut ;
Peningkatan akses jalur darat
Peningkatan kualitas jalur darat terbangun
Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum
Optimalisasi pengelolaan sanitasi
Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
Peningkatan pemanfaatan air bersih
Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali bencana
Optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten
Peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan ruang daerah
. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
11. Optimalisasi perencanaan pengadaan tanah
12. Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan
13. Peningkatan ketersediaan bangunan
14. Peningkatan kualitas bangunan
15. Peningkatan Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja

XN hA LN

— O
o -
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5.2. ARAH KEBIJAKAN

Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan, maka ditetapkan kebijakan
sebagai berikut :

WO NoOh D=

NN DNDNMNMDDNDNMNMDDNDNDDNRFR R R~ B FBFF92 /= =3
ONOUL PP WD, O VOVWOONOULPD WO = O

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Optimalisasi ketersediaan jalur strategis kabupaten
Peningkatan pengelolaan perencanaan jalan dan jembatan
Peningkatan ketersediaan jembatan

Peningkatan penerapan teknologi mutakhir

Optimalisasi pengawasan dan kualitas konstruksi jalan
Peningkatan rehabilitasi jaringan jalan

Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan

Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah
Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL

. Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan

. Peningkatan mesin pelayanan air minum

. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum

. Pengelolaan dan inventarisasi sumber air baku

. Peningkatan ketersediaan infrastruktur penahan abrasi

. Peningkatan ketersediaan tembok penahan longsor

. Peningkatan rehabilitasi tanggul penahan air asin di area pertanian

. Peningkatan ketersediaan irigasi sekat bakar penghalang kebakaran lahan
. Peningkatan ketersediaan gorong-gorong dan drainase

. Peningkatan jaringan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten

. Peningkatan jaringan Daerah Irigasi Kabupaten

. Peningkatan penyusunan RDTR

. Pembangunan sistem informasi tata ruang

. Pemberian insentif dan disinsentif

. Optimalisasi mekanisme pengadaan tanah dan perizinan lokasi

. Peningkatan koordinasi perencanaan pengadaan

. Optimalisasi perangkat pendukung perijinan

. Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah

. Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset tanah untuk

pembangunan

Peningkatan ketersediaan gedung dan prasarana lainnya

Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan

Peningkatan pengawasan bangunan

Peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi

Peningkatan Sistem Administrasi Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah
Peningkatan Sistem Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Peningkatan Sistem Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Umum Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Aset Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Aset Daerah

Tabel 5.1
(Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan)

Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera

Misi 2: Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Meningkatnya akses | Peningkatan akses jalur darat | Optimalisasi ketersediaan jalur strategis
kualitas dan kualitas kabupaten

infrastruktur jaringan jalan Peningkatan pengelolaan perencanaan jalan
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dasar ke PU-an

dan jembatan

Peningkatan ketersediaan jembatan

Peningkatan kualitas jalur
darat terbangun

Peningkatan penerapan teknologi mutakhir

Optimalisasi pengawasan dan kualitas
konstruksi jalan

Peningkatan rehabilitasi jaringan jalan

Peningkatan ketersediaan
prasarana, sarana dan
utilitas umum

Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan

Meningkatnya akses
terhadap
pemukiman layak
huni

Optimalisasi pengelolaan
sanitasi

Peningkatan ketersediaan jaringan air
limbah

Optimalisasi pengembangan dan
pengelolaan IPAL

Optimalisasi pengelolaan dan
pengembangan SPAM

Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan
perpipaan dan non perpipaan

Peningkatan mesin pelayanan air minum

Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana prasarana air minum

Peningkatan pemanfaatan air
bersih

Pengelolaan dan inventarisasi sumber air
baku

Meningkatnya Peningkatan ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur
upaya mitigasi dan bangunan pengendali penahan abrasi
penanggulangan bencana Peningkatan ketersediaan tembok penahan
bencana longsor
Peningkatan rehabilitasi tanggul penahan
air asin di area pertanian
Peningkatan ketersediaan irigasi sekat
bakar penghalang kebakaran lahan
Peningkatan ketersediaan gorong-gorong
dan drainase
Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan Peningkatan jaringan Daerah Irigasi Rawa

cakupan layanan
irigasi

jaringan irigasi kewenganan
kabupaten

(DIR) kabupaten

Peningkatan jaringan Daerah Irigasi
Kabupaten

Meningkatnya
kualitas tata ruang

Peningkatan kualitas
perencanaan pemanfaatan
ruang daerah

Peningkatan penyusunan RDTR

Pembangunan sistem informasi tata ruang

Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang

Pemberian insentif dan disinsentif

Optimalisasi perencanaan
pengadaan tanah

Optimalisasi mekanisme pengadaan tanah
dan perizinan lokasi

Peningkatan koordinasi perencanaan
pengadaan

Optimalisasi perangkat pendukung
perijinan

Optimalisasi penyelesaian
kasus pertanahan

Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus
kepemilikan tanah

Peningkatan koordinasi penggunaan tanah
dan pencatatan aset tanah untuk
pembangunan

Peningkatan ketersediaan
bangunan

Peningkatan ketersediaan gedung dan
prasarana lainnya

Peningkatan kualitas
bangunan

Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi
bangunan

Peningkatan pengawasan bangunan

Peningkatan kualitas tenaga terampil
konstruksi

Peningkatan Sistem
Kelembagaan Berbasis
Kinerja

Peningkatan Sistem Administrasi
Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Barang
Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Aset
Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Peningkatan Sistem Administrasi Aset
Daerah

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026
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BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

SERTA PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN KETAPANG

RENCANA PROGRAM TAHUN 2021-2026

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan diprioritaskan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ketapang, dengan 14 ( Empat Belas ) Program Prioritas untuk Bidang

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

S. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

6. Program Pengembangan Permukiman

7. Program Penataan Bangunan Gedung

8. Program Penyelenggaraan Jalan

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

11. Program Pengelolaan Izin Lokasi

12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

13. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan

14. Program Redistribusi Tanah, Dan Gantikerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee

RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021-2026

encana kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang di Kabupaten Ketapang untuk kurun waktu tahun 2021-2026
secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,dengan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD

1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.4.2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah

1.4.3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

1.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi
1.5.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5.8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

1.6.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.6.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.6.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.6.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.6.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6.10Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Pengadaan Alat Besar

1.7.4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

1.7.5 Pengadaan Mebel

1.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.7.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud

1.7.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

1.7.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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1.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar

1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.9.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1.9.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

1.9.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), dengan kegiatan dan sub kegiatan
sebagai berikut:
2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

2

2.
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1.1

1.2

Penyusunan Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup
untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan danPengaman Pantai

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Pembangunan Tanggul Sungai

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Pintu Air/Bendung PengendaliBanjir

Pembangunan Kanal Banjir

Pembangunan Breakwater

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Rehabilitasi Embung dan Penampungan AirLainnya

Rehabilitasi Tanggul Sungai

Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Rehabilitasi Kanal Banjir

Rehabilitasi Breakwater

Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Peningkatan Tanggul Sungai

Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Peningkatan Kanal Banjir

Peningkatan Breakwater

Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Normalisasi/Restorasi Sungai

Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan TebingSungai

Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawalldan Bangunan
Pengaman Pantai Lainnya
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Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi PeningkatanKapasitas Kelembagaan
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Danau

Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata
Air.

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Pembangunan Unit Air Baku

Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Rehabilitasi Unit Air Baku

2.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada

Daerah

Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)

DaerahKabupaten/Kota :

2.2.1

2.2.2
2.2.3
224
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Penyusunan Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Pembangunan Bendung Irigasi

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Peningkatan Bendung Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Rehabilitasi Bendung Irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan
Rawa

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

Operasional Unit Pengelola Irigasi

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan
Rawa.

3. Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di
DaerahKabupaten/Kota

1.1
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Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum

Pembinaan dan Pengawasan terhadapPenyelenggaraan SPAM oleh
Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh
Pemerintah Desa danKelompok Masyarakat

Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama
SPAM

Pengembangan SDM dan KelembagaanPengelolaan SPAM
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Operasi dan Pemeliharaan SPAM di KawasanPerkotaan

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Pembangunan Baru SPAM Bukan JaringanPerpipaan di Kawasan
Perdesaan

Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diKawasan
Perdesaan

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan
dan sub kegiatan sebagai berikut :
4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1

4.1.2

4.
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Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan
Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Terpusat Skala Kota
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan AirLimbah Terpusat
Skala Kota

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan  Sistem  Pengelolaan  Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan SistemPengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala Permukiman

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air LimbahDomestik

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkaitPenyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman

Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/  Peningkatan/Perluasan
Sarana dan Prasarana IPLT.

S. Program Pengelolaan Danpengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan dan
sub kegiatan sebagai berikut :
5.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainaseyang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

5
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Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Drainase Perkotaan

Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan

Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi  Sistem
Drainase Perkotaan

Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Supervisi  Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem
Drainase Lingkungan



11
12
.13
.14
.15
.16

aagauaaan
I N e N ey

Rencana Strategis DPUTR Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan

Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Drainase Lingkungan.

6. Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan dan sub kegiatan
sebagai berikut :
6.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur  Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman
di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan dan sub kegiatan yang

terdiri dari :

7.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

7.1.1

7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12

7.1.13

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Negara Daerah Kabupaten/Kota

Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota

Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik,
Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
Daerah Kabupaten/Kota

Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik
Bangunan

Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah
Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri

dari :

8.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8.1.1.

0 o
[ —
W

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan
Jalan Serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Survei Kondisi Jalan/Jembatan
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4. Pembangunan Jalan

5. Pelebaran Jalan Menuju Standar

.6. Pelebaran Jalan Menambah Lajur

.7. Rekonstruksi Jalan

8. Rehabilitasi Jalan

.9. Pemeliharaan Berkala Jalan

.10. Pemeliharaan Rutin Jalan

. Pembangunan Jembatan

.12. Penggantian Jembatan

.13. Pelebaran Jembatan

.14. Rehabilitasi Jembatan

.15. Pemeliharaan Rutin Jembatan

.16. Pemeliharaan Berkala Jembatan

.17. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
.18. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
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9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan dan sub kegiatan
yang terdiri dari :

9.1

9.2

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

9.1.1 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

9.1.2 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan

Jasa Konstruksi

9.2.1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,
dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan dan sub kegiatan
yang terdiri dari :

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata

Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

10.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi
dan Penetapan RTRWKabupaten/Kota

10.1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,Konsultasi Evaluasi
dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

10.1.3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

10.1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang
Penataan Ruang

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Perencanaan  TataRuang Daerah
Kabupaten/Kota

10.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRWKabupaten/Kota
10.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
10.2.3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

10.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi
dan Pembangunan Daerah

10.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

10.4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
Bidang Penataan Ruang

10.4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
Bidang Penataan Ruang

10.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Bidang Penataan Ruang

10.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
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11. Program Pengelolaan Izin Lokasi, dengan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri
dari :
11.1.Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman
Modal dan Kemudahan Berusaha

12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan kegiatan dan sub
kegiatan yang terdiri dari :
12.1.Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
12.1.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1
(satu) DaerahKabupaten/Kota

13. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan, dengan kegiatan dan kegiatan yang terdiri dari :
13.1.Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

13.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
DaerahKabupaten/Kota

14. Program Redistribusi Tanah, Dan Gantikerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee
14.1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanahserta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
14.1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

14.2 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
14.2.1 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum

dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada lampiran Indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran
(Matriks Renstra / Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

alam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta

mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ketapang
tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang menetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis guna
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang,
dimana setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sasaran strategis beserta
target yang akan dicapai pada kurun waktu 2021-2026. Dan diharapkan dengan adanya
pemetaan tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala derah dan wakil kepala daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

dapun rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang yang mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat
pada tabel 7.1.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang

Target Kinerja Utama (IKU)

. . Kondisi Pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Z;llillm
2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persen | 37.37 | 38.12 | 38.86 | 39.61 | 40.36 | 41.12 | 41.85

Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi

j P 60.10 60.38 | 60.81 | 61.24 | 61.67 | 62.11 | 62.54
layak dan berkelanjutan ersen 2 2 2

Persentase rumah tangga berakses terhadap sumber

. . . Persen | 64.74 67.37 | 69.99 | 72.61 | 75.23 | 77.85 | 80.47
air minum layak dan berkelanjutan

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang daerah
rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh

4 . Persen | 26.70 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00
infrastruktur pengaman

5 | Persentase luas daerah irigasi kewenganan Persen | 63.94 | 68.78 | 72.65 | 75.81 | 78.44 | 80.66 | 82.56
kabupaten yang dilayani jaringan irigasi

6 | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan Persen | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00
peruntukan

7 Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat Nilai NA NA 18.00 | 20.00| 22.00 | 24.00 | 26.00

daerah

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja
penyelenggara urusan Pemerintah daerah. IKK ini bersumber dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Ketapang yang merupakan domain Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang yang ditetapkan didalam RPJMD
adalah sebagai berikut :
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Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang

Kondisi Target Kinerja Kunci (IKK)
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan | awal Pada Tahun ke -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 S5 6 7 8 9 10
Rasio luas kawasan permukiman rawan
1 | banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | Persen NA 34.50 39.50 44.50 49.50 54.50 | 60.00
pengendalian banjir
Rasio luas kawasan permukiman
sepanjang daerah rawan abrasi, erosi dan
2 | akresi yang terlindungi oleh infrastruktur | Persen | 26.70 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 | 38.00
pengaman
3 | Rasio luas daerah irigasi kewenganan | p .| 6394 | 6878 | 72.65 | 75.81 | 78.44 | 80.66 | 82.56
kabupaten yang dilayani jaringan irigasi
Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air minum
4 | melalui SPAM jaringan perpipaan dan | Persen | 64.74 67.37 69.99 72.61 75.23 77.88 | 80.47
bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga
Persentase jumlah rumah tangga yang
5 | memperoleh layanan pengolahan air | Persen | 60.10 60.38 60.81 61.24 61.67 62.11 | 62.54
limbah domestik
6 | Rasio kepatuhan IMB Persen | 50.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00
7 | Tingkat kemantapan jalan Persen | 37.37 | 38.12 | 38.86 | 39.61 | 40.36 | 41.12 | 41.85
g | Rasio tenaga operator / teknisi / analisis | ... |100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |100.00
yang memiliki sertifikat kompetensi
Rasio proyek yang menjadi kewenangan
9 | pengawasannya tanpa kecelakaan | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |100.00
konstruksi

Sumber Data : RPJMD Kab. Ketapang Tahun 2021-2026
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi
program-program strategis. Rencana Strategis disusun untuk dapat lebih menjamin
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan di lapangan, monitoring dan
evaluasinya.Rencana Strategis merupakan pedoman/acuan bersama bagi seluruh unit
kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta
pengawasan guna pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang yang
lebih berhasil guna dan berdaya guna.

eberhasilan pencapaian Visi, Misi tersebut akan sangat ditentukan oleh Komitmen

dan Kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan. Dan pembangunan pada
intinya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam
pelaksanaannya perlu di tata dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan
dalam setiap tahapan perlu ditentukanprioritas pembangunan yang akan menjadi
panduan gerak pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.

Keberhasﬂan program bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan sangat

tergantung dari besarnya komitmen penyelenggara pemerintah dan peran aktif

masyarakat, dan untuk kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan di masa

yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan kinerja yang lebih baik

2. Merumuskan rencana kinerja dan rencana anggaran dengan kinerja dan target yang
jelas dan berkelanjutan

eningkatan  pengetahuan dan  keterampilan untuk meningkatkan dan

memberdayakan sumber daya manusia, terutama keterampilan teknis untuk
menunjang kelancaran pelaksanaannya.Pemberian pelayanan terhadap masyarakat
agar ditingkatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang.

Ketapang, 24 September 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Kabupaten Ketapang

Ir HSUKIRNO
Pembina Utama Muda / IV ¢
NIP. 19630919 199003 1 007







b Y PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
“,W DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
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Jln. Jend. Sudirman No. 17 Telp. (0534) 32702 Fax. (0534) 3036348
KETAPANG 78811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 70/DPUTR-A/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun
2021-2026 maka sebagai penjabarannya, seluruh Organisasi
Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026 sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD;

b. bahwa dokumen Renstra OPDD merupakan acuan dalam
penyusunan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan OPD
selama periode pelaksanaan Renstra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunl953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk PenangananPandemiCorona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 44);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

37. Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten
Ketapang.

MEMUTUSKAN :

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU dan DIKTUM KEDUA keputusan ini disusun dengan
sistematika sebagaimana berikut ini

BAB I :PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEKERJAAN
UMUM & TATA RUANG KAB. KETAPANG.



KEEMPAT

KELIMA

BAB IIl : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VII: PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU sampai KETIGA wajib menjadi acuan seluruh pemangku
kepentingan menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu
tahun 2021-2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan /
kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ketapang
Pada tanggal : 24 September 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

SUKIRNDO




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. KETAPANG

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DAFTAR RENCANA PEMENUHAN / SUMBER PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2022-2026

NOMOR
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN| 2EB JUMLAH
PRO | KEG / / ( / )| satuan | 282 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
SUB > 50
Gra [a7a| SUB REKENING KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM S NG JAWAB
b > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DPUTR KAB. KETAPANG 444.632.623.000 359.458.498.388 376.771.736.427 408.425.433.548 453.799.963.750 2.043.088.255.113
L 1|03| 01 program "e““‘g::i:',"sf“ Ikota persentase "e';::jg“g urusan % 70 70 26.829.200.000 80 26.963.346.000 90 | 27.772.246.380 95| 28.188.830.076 100 | 29.034.494.978 100 138.788.117.434
Nilai SAKIP DPUTR 69.32 B 70 BB 73 BB 76 BB 79 BB 81A 81A
Nilai IKM DPUTR 83 B 84B 85 B 87 B 89 A 89 A
1. 1|03 01201 Perencanaan, Penganggaran, dan dan evaluasi kinerja yang di selesaikan % 70 70 790.000.000 80 793.950.000 90 817.768.500 95 830.035.028 100 854.936.078 100 4.086.689.606 | Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tepat waktu
01 | 1]03| 01| 2.01| o1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 9 6 370.000.000 6 371.850.000 6 383.005.500 6 388.750.583 6 400.413.100 30 1.914.019.182 | Sekretariat
Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan P Dok Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
02 | 1|o03fo1f201] 02 R;‘: S‘;:; an Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | Dokumen 2 2 197.200.000 2 198.186.000 2 204.131.580 2 207.193.554 2 213.409.360 10 1.020.120.494 sda
i SKPD
Koordinasi dan P Dok Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
03 | 1[03| 01| 201| o3 [Soorcinasidan Fenyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246 5 60.369.200 sda
Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
04 | 1] 03| 01| 2.01| 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246 5 60.369.200 sda
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
05 | 103 01f201] 05 [ P yu Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246 5 60.369.200 sda
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan ];I uarlr.nlahvlljporijm Sclzggzn Kinerja da:{lk.];nsar
06 | 1[03[ 01201 06 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi catisasi tunerja An Laporan Hast Laporan 15 15 95.250.000 15 95.726.250 15 98.598.038 15 100.077.008 15 103.079.318 75 492.730.614 sda
Kimerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
07 | 1] 03| 01| 2.01| 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e Laporan 10 10 92.540.000 10 93.002.700 10 95.792.781 10 97.229.673 10 100.146.563 50 478.711.717 sda
acra
2. 1] 03| o1 2.02 " ; yang % 70 70 [ 14.794.669.987 80 | 14.868.643.337 90 [ 15.314.702.637 95|  15.544.423.177 100 | 16.010.755.872 100 76.533.195.009 | Sekretariat
Daerah diselesaikan tepat waktu
o1 [ 1|03[ 01202 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN _l‘_J“rf‘lah Or:‘;iya"g Menerima Gaji dan Orang/bulail 119 119 14.400.669.987 119 14.472.673.337 119 14.906.853.537 119 15.130.456.340 119 15.584.370.030 595 74.495.023.231 sda
unjangan
02 | 1] 03| 01]2.02| o2 [Penvediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.050.000 1 10.351.500 1 10.506.773 1 10.821.976 5 51.730.248 sda
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
03 | 1] 03| 01]2.02| o3 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen 12 12 192.000.000 12 192.960.000 12 198.748.800 12 201.730.032 12 207.781.933 60 993.220.765 sda
Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
04 | 1] 03| 01 2.02| 04 [Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.100.000 1 20.703.000 1 21.013.545 1 21.643.951 5 103.460.496 sda
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
05| 1|03 01]202] 05 L. 1 1 40.000.000 1 40.200.000 1 41.406.000 1 42.027.090 1 43.287.903 5 206.920.993 d
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun aporan sda
SKPD
06 | 1|03 01| 2.02]| o6 |Pengclolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Dokumen 2 2 80.000.000 2 80.400.000 2 82.812.000 2 84.054.180 2 86.575.805 10 413.841.985 sda
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan _l:I ?Hﬂ:;‘ La;/)osr:n iiua:faslgglz:ﬂa "
07 | 1] 03| 01| 2.02| 07 |Keuangan rrvnanan/ semester poran Laporan 13 13 28.000.000 13 28.140.000 13 28.984.200 13 29.418.963 13 30.301.532 65 144.844.695 sda
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKpD | koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
08 | 1] 03| 01| 2.02| os |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Dokumen 1 1 24.000.000 1 24.120.000 1 24.843.600 1 25.216.254 1 25.972.742 5 124.152.596 sda
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3. 1] 03| 01| 2.03 Administrasi Barang Milik Dacrah Pada | Persentase Administrasi Barang Milik % 70 70 93.000.000 80 95.025.000 20 97.875.750 95 99.343.886 100 102.324.203 100 487.568.839 | Sekretariat
Perangkat Daerah Daerah yang diselesaikan tepat waktu
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
11 1] 2 1 D - - - - .000. - 1150, - 227, - 384, - 761.
0 o3| o1 [ 203 | o1 | o eras SKPD P SKPD okumen 5.000.000 5.150.000 5.227.250 5.384.068 20.761.318 sda
02 | 1| 03| 01203 02 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD g::;ihsi‘:;“me" Pengamanan Barang Milik | 3 oo 1 1 5.000.000 1 5.025.000 1 5.175.750 1 5.253.386 1 5.410.988 5 25.865.124 sda
Koordinasi dan Penilaian B il Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
03 | 1| 03| 01203 o |foordinasi can Fentlaian Barang Milt Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang | Laporan - - - - 5.000.000 - 5.150.000 - 5.227.250 - 5.384.068 - 20.761.318 sda
Daerah SKPD o
Milik Daerah SKPD
Pembi P dan Pengendalian| JumIah Laporan Hasil Pembinaan,
04 | 1] 03] 01| 2.03| 04 |Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendatian| s W ©1 AROER T8 BRTERR e | Laporan 1 1 78.000.000 1 69.950.000 1 72.048.500 1 73.129.228 1 75.323.104 5 368.450.832 sda
Barang Milik Daerah Pada SKPD
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan P . Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
05 | 1|03 01]203| o5 [Fekonstiasi dan Fenyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 1 1 10.000.000 1 10.050.000 1 10.351.500 1 10.506.773 1 10.821.976 5 51.730.248 sda
Barang Milik Daerah pada SKPD
pada SKPD
a 1{03] 01] 205 rasi Repeg: % 70 70 592.500.000 80 593.902.500 20 611.719.575 95 620.895.369 100 639.522.230 100 3.058.539.673 | Sekretariat
Daerah peg: yang tepat waktu
02 | 1] 03| 01| 2.05| 02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 1 1 192.500.000 1 181.902.500 1 187.359.575 1 190.169.969 1 195.875.068 5 947.807.111 sda
Kelengkapannya Kelengkapan
05 | 1] 03| 01| 2.05| o5 |Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan | n o - - - 1 10.000.000 - 10.300.000 - 10.454.500 - 10.768.135 1 41.522.635 sda
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
pendidikan dan Pelatihan P ) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
06 | 1|03 01]205| o9 [Cendidixan dan Pefatihan Pegawal Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Orang 5 5 100.000.000 5 100.500.000 5 103.515.000 5 105.067.725 5 108.219.757 25 517.302.482 sda
Berdasarkan Tugas dan Fungsi a
Pelatihan
Bimbingan Teknis [mplementasi Peraturan | JWT1ah Orang yang Mengikuti Bimbingan
o7 | 1]03| 01]20s| 11 gan exnis implementast Feraturan | roy nis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 6 10 300.000.000 10 301.500.000 10 310.545.000 10 315.203.175 10 324.659.270 50 1.551.907.445 sda
Perundang-Undangan
Undangan
5 1] 03| 01| 2.06 Administrasi Umum kat Daerah :Z:;:‘:::e Administrasi Umum yang % 70 70 1.170.734.133 80 1.176.587.804 20 1.211.885.438 95 1.230.063.719 100 1.266.965.631 100 6.056.236.725 | Sekretariat
penvediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi
01 | 1]03| 01]2.06| o1 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ |, i 4 penerangan Bangunan Kantor yang Paket 1 1 50.000.000 1 50.250.000 1 51.757.500 1 52.533.863 1 54.109.878 5 258.651.241 sda
Penerangan Bangunan Kantor S
Disediakan
02 | 1] 03| 01| 2.06| 02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 3 3 171.000.000 3 171.855.000 3 177.010.650 3 179.665.810 3 185.055.784 15 884.587.244 sda
Kantor Kantor yang Disediakan
03 [ 1|03[ 01206 03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;i‘;:jl;};{::ke‘ Peralatan Rumah Tangga yang Paket 1 1 100.000.000 1 100.500.000 1 103.515.000 1 105.067.725 1 108.219.757 5 517.302.482 sda
05 | 1] 03| 01| 2.06| 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 1 1 119.999.733 1 120.599.732 1 124.217.724 1 126.080.989 1 129.863.419 5 620.761.597 sda
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penvediaan Bahan B dan Perat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
06 | 1|03 01]206| 06 [-CPVeciaan Bahan Bacaan dan Feraturan | pe a4, ran Perundang-Undangan yang Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.250.000 1 51.757.500 1 52.533.863 1 54.109.878 5 258.651.241 sda
Perundang-undangan et
Disediakan
07 | 1] 03| 01| 2.06| 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan 1 1 80.000.000 1 80.400.000 1 82.812.000 1 84.054.180 1 86.575.805 5 413.841.985 sda
08 | 1] 03| 01| 2.06| 0o |Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 1 1 599.734.400 1 602.733.072 1 620.815.064 1 630.127.290 1 649.031.109 5 3.102.440.935 sda
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6 1|03 01207 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang % 70 70 7.763.500.000 80 7.802.317.500 90 8.036.387.025 95 8.156.932.830 100 8.401.640.815 100 40.160.778.171 | Sekretariat
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dina: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
o1 | 1]03| 01| 2.07| o1|""8 endaraan Ferorang: ®  |atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit - 17 1.315.000.000 5 1.321.575.000 5 1.361.222.250 5 1.381.640.584 5 1.423.089.801 37 6.802.527.635 sda
atau Kendaraan Dinas Jabatan s
03 | 1] 03| 01| 2.07| 03 |Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 2 2 4.395.000.000 2 4.416.975.000 2 4.549.484.250 2 4.617.726.514 2 4.756.258.309 10 22.735.444.073 sda
05 | 1] 03| 01| 2.07| 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 13 13 88.750.000 13 89.193.750 13 91.869.563 13 93.247.606 13 96.045.034 65 459.105.953 sda
06 | 1| 03| 01]2.07| 06 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya y‘;‘]‘;g‘g;‘i‘;:zma‘a" dan Mesin Lainnya Unit 47 47 1.839.750.000 47 1.848.948.750 47 1.904.417.213 47 1.932.983.471 47 1.990.972.975 235 9.517.072.408 sda
P d s dan P Ged Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
10 | 1 {03 01| 207| 10 | ceacaan Sarana dan Frasarana Q€AUnE g, nior atau Bangunan Lainnya yang Unit 12 20 125.000.000 20 125.625.000 20 129.393.750 20 131.334.656 20 135.274.696 100 646.628.102 sda
Kantor atau Bangunan Lainnya o
Disediakan
7 1] 03| 01| 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan = Jasa % 70 70 250.000.000 80 251.250.000 20 258.787.500 95 262.669.313 100 270.549.392 100 1.293.256.204 | Sekretariat
Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
02 | 1]03] 01208 02|] v e i ’ Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang| Laporan 12 12 250.000.000 12 251.250.000 12 258.787.500 12 262.669.313 12 270.549.392 60 1.203.256.204 sda
aya a S Disediakan
8 1] 03| 01| 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang % 70 70 1.374.795.880 80 1.381.669.859 20 1.423.119.955 95 1.444.466.755 100 1.487.800.757 100 7.111.853.206 | Sekretariat
Urusan Daerah |terpenuhi
l;e"y i‘_i}‘]aa“ J“S; Pe};“?“;"]’(’aad“’ Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
01| 1 {03 01209 o1 | cmeinaraan, dan Fajarx hendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | Unit 30 30 192.000.000 30 192.960.000 30 198.748.800 30 201.730.032 30 207.781.933 150 993.220.765 sda
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | - "
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
03 | 1] 03| 01| 2.00| o3 |Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Unit 7 7 790.800.000 7 794.754.000 7 818.596.620 7 830.875.569 7 855.801.836 35 4.090.828.026 sda
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  |dibayarkan Perizinannya
04 | 1] 03| 01|2.09]| 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ];_“";}:h Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 100 100 151.995.880 100 152.755.859 100 157.338.535 100 159.698.613 100 164.489.572 500 786.278.459 sda
ipelihara
06 | 1] 03| 01]2.00| 0o [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Unit 2 2 240.000.000 2 241.200.000 2 248.436.000 2 252.162.540 2 259.727.416 10 1.241.525.956 sda
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
P Pengelolaan Sumber Daya Ai Bidang
I 1| 03| 02 ;D"i"'“ engelolaan Sumber Daya AIr | ¢, lume air bersih yang tersedia M3 NA 2.000 61.128.000.000 3.000 62.350.560.000 4.000 63.597.571.200 5.000 64.869.522.624 6.000 [ 66.166.913.076 6.000 318.112.566.900 | Sumber
( ) Daya Air
SDA dan .
P Pantai pada Wilayah Sungai |P SDA d; Bidang
1 1|03| 02| 2.01 engaman Pamtal paca W ayah Suag an % 80,00 88,00 |  19.023.702.000 90,00 | 18.567.126.911 92,00 |  19.314.100.453 94,00 |  20.324.767.090 95,00 | 20.983.823.826 95,00 98.213.520.280 | Sumber
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Pantai yeng terkelola Daya Air
Kabupaten/Kota o
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
o1 | 1] 03| 02| 2.01| 02 |Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Dokumen - 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000 5 427.800.000 sda
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Tanah dan Air Baku yang Disusun
02 | 1] 03| 02] 2.01| o7 |Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku Titik - 2 380.000.000 7 269.040.000 7 285.000.000 8 330.600.000 9 358.000.000 33 1.622.640.000 sda
Baku yang Dibangun
Persentase daerah rawan yang memiliki o 1,08 108 2,29 3,49 4,69 5,89 5,80
pengendali abrasi memadai
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Linghungan Hidup untuk Konstrukst
03 | 1|03 02]2.01| 01 [Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, AEKUNgAN HICHp DK fon ! Dokumen - 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000 5 427.800.000 sda
. Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan,
Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman ) -
° dan Pengaman Pantai yang Disusun
Pantai
04 | 1] 03| 02| 2.01| 17 |Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun KM - 0,047 372.391.000 0,033 263.652.828 0,035 278.000.000 0,040 322.480.000 0,044 350.000.000 0,198 1.586.523.828 sda
Persentase daerah rawan longsor yang % 22,19 23,83 24,59 25,46 26,23 27,10 27,10
iliki tembok p h d
05 | 1| 03| 02201 10 |Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing| ;‘;‘)"Jﬂng Bangunan Perkuatan Tebing yang KM 7,300 1,892 4.730.030.000 2,140 5.348.861.240 2,160 5.400.000.000 2,200 5.500.000.000 2,233 5.581.823.826 10,624 26.560.715.066 sda
ibangun
daerah yang liki o
P % 36,11 38,66 39,68 40,37 41,06 42,08 42,08
tanggul penahan air asin memadai °
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
06 | 1| 03| 022,01 o1 |Pokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Dokumen 1 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000 5 427.800.000 sda
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung
Bangunan Penampung Air Lainnya Air Lainnya yang Disusun
07 | 1] 03| 02| 2.01| 09 |Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KM 2,500 3,125 375.000.000 2,213 265.500.000 2,333 280.000.000 2,707 324.800.000 2,933 352.000.000 13,311 1.597.300.000 sda
08 | 1] 03| 02| 2.01| 24 |Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KM 28,690 19,500 780.000.000 13,806 552.240.000 14,625 585.000.000 16,965 678.600.000 18,400 736.000.000 83,296 3.331.840.000 sda
09 | 1|03 02| 201 53 |Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang KM - 8,750 350.000.000 6,195 247.800.000 6,550 262.000.000 7,598 303.920.000 8,250 330.000.000 37,343 1.493.720.000 sda
Tebing Sungai Dipelihara
Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan
10 [ 1] 03| 02| 2.01| 61 |Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Orang 16 16 36.484.000 16 25.830.672 16 27.500.000 16 31.900.000 16 35.000.000 80 156.714.672 sda
Kewenangan Kabupaten/Kota SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan | Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan
11 | 1] 03| 02| 2.01| 63 |Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA | Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Orang 16 16 92.500.000 16 65.490.000 16 70.000.000 16 81.200.000 16 88.000.000 80 397.190.000 sda
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
N Pola dan R Pengelolaan | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
12 [ 1] 03| 02| 2.01| o4 |Teryusunan Pola dan Rencana Pengelolaan| g y o venangan Kabupaten/Kota yang Dokumen - 12 4.038.100.000 12 4.100.000.000 12 4.150.000.000 12 4.200.000.000 12 4.250.000.000 60 20.738.100.000 sda
SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota [ "
Persentase daerah rawan kebakaran lahan
yang memiliki irigasi sekat-sekat bakar % NA 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
memadai
13 | 1| 03[ 02| 2.01]| 11 |Pembangunan Pintu Air/Bendung Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | ;0 22 5 1.845.000.000 7 2.306.260.000 7 2.474.600.453 7 2.528.947.090 7 2.535.000.000 33 11.689.807.543 sda
Pengendali Banjir yang Dibangun
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14 | 1] 03| 02| 2.01| 12 [Pembangunan Kanal Baniir Panjang Kanal Banjir yang Dibangun KM - 10,417 1.250.000.000 7,375 885.000.000 7,792 935.000.000 9,038 1.084.600.000 9,808 1.177.000.000 44,430 5.331.600.000 sda
15 | 1] 03| 02]2.01| 37 [Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan KM - 0,833 100.000.000 0,590 70.800.000 0,625 75.000.000 0,725 87.000.000 0,792 95.000.000 3,565 427.800.000 sda
16 | 1| 03| 02| 2.01| 27 [Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi KM 19,335 58,575 2.343.000.000 62,004 2.516.164.695 68,750 2.750.000.000 70,750 2.830.000.000 72,500 2.900.000.000 | 333,479 13.339.164.695 sda
17 | 1| 03| 02| 2.01| 54 [Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir g‘i’;‘i::irianal Banjir yang Dioperasikan dan KM - 13,750 550.000.000 9,735 389.400.000 10,250 410.000.000 11,890 475.600.000 12,900 516.000.000 58,525 2.341.000.000 sda
18 | 1] 03| 02| 2.01| 46 |Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungaiyang KM 24,9 7,041 1.056.197.000 4,985 747.787.476 5,260 789.000.000 6,102 915.240.000 6,633 995.000.000 30,021 4.503.224.476 sda
Dinormalisasi/Direstorasi
19 | 1] 03| 02| 2.01| o6 |Pembangunan Embung dan Penampung | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya | ;50 - 1 425.000.000 1 300.900.000 1 318.000.000 1 368.880.000 1 400.000.000 5 1.812.780.000 sda
Air Lainnya yang Dibangun
pexsentase Jjaringan irigasi dalam kondisi % 56,74 65,45 68,61 71,24 73,46 75,37 75,37
dan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Persentase Sistem Irigasi Primer dan Bidang
2. 1| 03| 02| 2.02 Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah o e el % 80,00 82,00 [  42.104.298.000 85,00 | 43.783.433.089 85,00 | 44.283.470.747 90,00 [  44.544.755.534 90,00 [ 45.183.089.250 90 [ 219.899.046.620 | Sumber
1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah yang Daya Air
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
o1 | 1] 03| 02 2.02| 01 [Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi | Dokumen 7 9 1.495.000.000 7 1.058.460.000 7 1.117.000.000 7 1.205.720.000 7 1.400.000.000 37 6.366.180.000 sda
Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Rawa yang Tersusun
02 | 1[03| 02| 2.02| 02 [Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan g?;ii‘;iia““ga“ Irigasi Permukaan yang KM 50,000 0,500 25.000.000 2,354 117.700.000 2,372 118.600.000 2,432 121.576.000 2,470 123.500.000 10,128 506.376.000 sda
03 | 1| 03| 02]2.02| 04 [Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun KM 61,200 50,500 2.525.000.000 53,754 2.687.700.000 55,720 2.786.000.000 41,755 2.087.760.000 43,480 2.174.000.000 245,209 12.260.460.000 sda
04 | 1| 03| 02| 2.02| 08 [Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan g‘;‘gln"‘g‘:i gl:;"ga“ Irigasi Permukaan yang KM 13,500 7,985 5.589.555.000 8,511 5.957.404.940 8,571 6.000.000.000 8,714 6.100.000.000 8,793 6.155.000.000 42,574 29.801.959.940 sda
05 | 1| 03| 02]2.02| 10 [Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa g‘;‘;_‘fg‘:i ;’l:;"ga“ Irigasi Rawa yang KM 0,000 1,000 700.000.000 0,708 495.600.000 0,747 523.000.000 0,867 606.680.000 0,940 658.000.000 4,262 2.983.280.000 sda
06 | 1| 03[ 02| 2.02| 14 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan PD ‘i’:‘é::gﬂ“::’a';‘i‘gan Irigasi Permukaan yang KM 187,200 716,143 21.484.277.000 739,482 22.184.458.221 768,596 23.057.870.747 770,769 23.123.059.534 773,420 23.202.589.250 |  3768,408 113.052.254.752 sda
07 | 1| 03| 02| 2.02| 16 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa PD ‘i’:‘é::gﬂ“::’a';‘i‘gan Irigasi Rawa yang KM 345,600 248,849 7.465.466.000 276,185 8.285.549.928 285,867 8.576.000.000 292,272 8.768.160.000 293,933 8.818.000.000 |  1397,106 41.913.175.928 sda
08 [ 1| 03| 02| 2.02| 17 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak PD ‘i’:‘é::gﬂ“::’a';‘i‘gan Irigasi Tambak yang KM 0,000 5,833 175.000.000 4,130 123.900.000 4,333 130.000.000 5,027 150.800.000 5,500 165.000.000 24,823 744.700.000 sda
00 | 103 02| 2.02]| 21 |Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang KM 187,200 46,667 1.400.000.000 66,373 1.991.200.000 34,867 1.046.000.000 40,445 1.213.360.000 43,900 1.317.000.000 232,252 6.967.560.000 sda
Permukaan Dioperasikan dan Dipelihara
10 | 1] 03| 02| 2.02| 25 |Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang KM 339,200 25,833 775.000.000 18,290 548.700.000 19,300 579.000.000 22,388 671.640.000 24,300 729.000.000 110,111 3.303.340.000 sda
Rawa Dioperasikan dan Dipelihara
11 | 1] 03| 02| 2.02| 27 |Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi |  Unit 0 7 200.000.000 7 141.600.000 7 150.000.000 7 174.000.000 7 189.000.000 35 854.600.000 sda
12 | 1] 03| 02| 2.02| 28 |Pengclolaan dan Pengawasan Alokasi Air | Jumlah Dacrah Irigasi yang Mengelola DI 0 119 270.000.000 119 191.160.000 119 200.000.000 119 232.000.000 119 252.000.000 505 1.145.160.000 sda
Irigasi Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air
Persentase jumlah rumah tangga yang
dan d k akses ‘hadap air minum Bidang
L. 1|03 03 2 % 64,74 69,99 .669.990. 72,61 .500.000. 75,23 .575.000. 77,85 .518.000. 80,47 .479.440. 80,47 .742.430.
Sistom Penyodisan Air Minum melalul SPAM jaringan perpipaan dan 3 3 , 22.669.990.000 : 20.500.000.000 , 23.575.000.000 , 24.518.000.000 \ 26.479.440.000 , 117.742.430.000 | 58
‘bukan
dan b Sistem Persentase sistem Penyediaan Air Minum
1 1| 03| 03| 2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 24 % 73 76 |  22.669.990.000 78 |  20.500.000.000 80| 23.575.000.000 82| 24.518.000.000 84 26.479.440.000 84| 117.742.430.000 sda
yang terlaksana
Kabupaten/Kota
01 | 1|03 03] 201 o1 |Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Dokumen 1,00 3 940.040.000 3 668.000.000 3 701.400.000 3 815.000.000 3 880.000.000 15 4.004.440.000 sda
dan Teknis SPAM Teknis SPAM yang disusun
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Jumlah Konsultasi Supervisi
02 | 1] 03| 03| 2.01| 02 |Perluasan/ Perbaikan SPAM Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optim | Dokumen - 1 500.000.000 1 355.000.000 1 372.750.000 1 432.390.000 1 467.000.000 5 2.127.140.000 sda
alisasi SPAM
03 | 1] 03| 03[ 2.01| o3 |Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di| Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM | ) - 1 470.000.000 1 333.700.000 1 350.385.000 1 407.000.000 1 439.560.000 5 2.000.645.000 sda
Kawasan Perkotaan Tematik Tertentu yang terbangun Liter/Detik
) ) | Jumlah sambungan rumah yang terlayani
04 | 1]03| 03] 2.01| o4 |Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di| 1. i eoiatan Padat Karya/SPAM Berbasis SR - 1.197 12.659.980.000 100 700.000.000 100 800.000.000 100 900.000.000 100 1.000.000.000 | 39528/ 16.059.980.000 sda
Kawasan Perdesaan 8.314
Masvarakat
05 | 103 03] 2.01] o6 |Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan | ) - 1 1.010.000.000 1 717.100.000 1 752.955.000 1 874.000.000 1 945.000.000 5 4.299.055.000 sda
Kawasan Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu Liter/Detik
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan i | teriavani melalui Pemanfaatan Idle Capacity
06 | 103 03[ 2.01] 07 (o nasar PEA SaTng PP dengan penambahan jaringan perpipaan pada SR - - - 100 4.057.641.479 120 6.168.107.765 100 4.356.274.608 100 4.580.289.945 420 19.162.313.797 sda
W SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik
Tertentu




NOMOR

Bx
> JUMLAH
PRO | KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN) | oo | 35S TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
Gra [7a| SUB REKENING KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM S NG JAWAB
M > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
07 | 1] 03| 03| 2.01| o |PerPaikan SPAM Jaringan Perpipaan di panjang jaringan perpipaan di kawasan M - 933 850.000.000 660 603.500.000 693 633.675.000 803 735.000.000 869 795.000.000 3.958 3.617.175.000 sda
Kawasan Perdesaan perdesaan yang diperbaiki
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jumlah Kelompok Masyarakat yang Kelompok
08 | 1] 03| 03| 2.01| 11 |Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah | menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan ompo 1,00 1 180.000.000 1 127.800.000 1 134.190.000 1 155.000.000 1 167.400.000 5 764.390.000 sda
. Masyarakat:
Desa dan Kelompok Masyarakat Terawasi
. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui
SPAM Bukan J; Rumah
09 | 1]03| 03] 2.01| 17 |Pembangunan Baru uan Jarngan | pe mbangunan Baru SPAM Bukan Jaringan ama - 420 5.469.970.000 420 3.885.000.000 420 4.079.250.000 420 4.731.930.000 420 5.110.000.000 2.100 23.276.150.000 sda
Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Tangga
Perpipaan
Peningkatan SPAM Bukan Jaringan ) )
10 | 1] 03[ 03| 201 18 |Perpipaan di Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui | Rumah - 57 170.000.000 40 120.700.000 42 126.735.000 49 147.000.000 53 158.760.000 241 723.195.000 sda
Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Tangga
Kawasan Perdesaan
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity
11| 103 03f201] 19 [FrHasar PHAN Saring PP dengan penambahan jaringan perpipaan pada SR - 180 420.000.000 1.197 8.931.558.521 1.200 0.455.552.235 1.250 10.964.405.392 1.300 11.936.430.055 5.127 41.707.946.203 sda
SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik
Tertentu
Program P dan P - . o Bidang
. 1| 03|05 ! Pen air limbah % 60,10 60,65 |  17.605.000.000 60,92 |  18.045.125.000 61,19 |  18.496.200.000 61,46 |  18.958.600.000 61,73 | 19.432.500.000 61,73 92.537.425.000 | ..
Sistem Air Limbah Cipta Karya
1 dan Sistem Persentase sistem air limbah domestik Bidan;
1 1| 03[ 05(2.01 Air Limbah Domestik dalam Daerah % 88 90 [  17.605.000.000 91| 18.045.125.000 92|  18.496.200.000 93|  18.958.600.000 94 [ 19.432.500.000 94 92.537.425.000 e
yang terkelola Cipta Karya
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
01 | 1] 03| 05]| 2.01| 01 |dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah |Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen 1,00 1,00 700.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 1 600.000.000 5 2.850.000.000 sda
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |yang Disusun
Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan
02 | 1] 03| 05| 2.01| 02 |Peningkatan/ Perluasan Sistem Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Dokumen - 1,00 400.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 375.000.000 5 1.725.000.000 sda
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Skala Kota Domestik Terpusat Skala Kota
03 | 1 03| 05| 2.01] 06 |Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki | Rumah - - - 909 7.000.000.000 935 7.200.000.000 961 7.400.000.000 087 7.600.000.000 3.792 29.200.000.000 sda
Pengolahan Setempat Septik Tangga
Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Rumah
04 | 1] 03| 05| 2.01| 12 |Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala  |dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah — 315,00 315,00 16.505.000.000 315 10.245.125.000 315 10.496.200.000 315 10.658.600.000 315 10.857.500.000 | 315 / 1575 58.762.425.000 sda
Permukiman Terpusat Skala Permukiman angea
v. 1| 03| 06 e dan Persentase drainase dalam kondisi baik % 73,91 75,99 |  21.330.000.000 77,03 |  15.092.424.533 78,07 |  16.601.666.986 79,11 | 18.261.833.685 80,15 [ 20.088.017.053 80,15 01.373.942.257 |  Didang
Sistem Drainase Cipta Karya
P dan P Sistem
h dikelola/
1 1| 03| 06| 2.01 b yang T L Sistem yang % 70,00 72,00 [ 21.330.000.000 75,00 |  15.092.424.533 80,00 |  16.601.666.986 8500 | 18.261.833.685 90,00 [ 20.088.017.053 90,00 91.373.942.257 |  Bidang
dengan Sungai dalam Daerah dikembangkan Cipta Karya
Kabi ten /Kota
N N ebiiakan. Strategi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
01 [ 1|03| 06|201] o1 | cryusunan Rencana, Bebijakan, SUategl | i Sistem Drainase Perkotaan yang Dokumen 1,00 1,00 320.000.000,00 1,00 227.000.000 1,00 240.000.000 1,00 278.400.000 1,00 302.064.000 5 1.367.464.000 sda
dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan °
Disusun
02 | 1 03| 06| 2.01]| 02 |Penyusunan Outline Plan pada Kawasan | Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan| 1o 1,00 1,00 170.000.000,00 1,00 120.000.000 1,00 127.000.000 1,00 147.000.000 1,00 159.495.000 5 723.495.000 sda
Genangan yang Disusun
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ | Jumlah Konsultasi Supervisi
03 | 1] 03| 06 2.01| 03 [Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Dokumen - - - 1,00 125.000.000 1,00 150.000.000 1,00 175.000.000 1,00 200.000.000 4 650.000.000 sda
Sistem Drainase Perkotaan
04 | 1| 03| 06| 2.01| 05 [Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ;_1"13““; Saluran Drainase Perkotaan yang M 5.448,00  4.704,00 | 8.409.900.000,00 | 3.742,04 5.875.000.000 | 4.370,03 6.860.943.978 |  4.435,17 6.963.215.367 | 4.981,17 7.820.440.822 22,232 35.929.500.167 sda
ibangun
05 | 1| 03| 06| 2.01| 06 [Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan ;f:f“lal‘:ii:i‘l’"a“ Drainase Perkotaan yang M 1.136,00 741,00 830.000.000,00 525,00 588.000.000 553,57 620.000.000 642,86 720.000.000 697,50 781.200.000 3.160 3.539.200.000 sda
iting
06 | 1] 03| 06| 2.01| 07 |Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Fanjang Saluran Drainase Perkotaan yang M - 100,00 100.000.000,00 70,80 70.800.000 75,00 75.000.000 87,00 87.000.000 94,40 94.395.000 427 427.195.000 sda
Dilakukan Rehabilitasi
07 | 1] 03| 06| 2.01| og |Penyediaan Sarana Sistem Drainase Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan Unit . 1,00 150.000.000,00 1,00 106.000.000 1,00 112.000.000 1,00 130.000.000 1,00 141.050.000 5 639.050.000 sda
Perkotaan yang Disediakan
08 | 1| 03| 06|2.01| 09 [Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dpa“i;‘?gf‘:l“m" Drainase yang Dioperasikan M 200,00 526,00 170.000.000,00 369,23 120.000.000 390,77 127.000.000 452,31 147.000.000 490,75 159.495.000 2.229 723.495.000 sda
an Dipelihara
09 | 1] 03| 06 2.01| 12 [Pembangunan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang M 263,00 11.815,00 [ 10.470.010.000,00 | 8.110,19 7.185.624.533 | 8.533,55 7.560.723.008 | 9.904,31 8.775.218.318 | 10.737,80 0.513.687.231 49.101 43.505.263.090 sda
Lingkungan Dibangun
10 | 1| 03| 06| 2.01| 13 [Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan ];’_f:mall:agtizluran Drainase Lingkungan yang M 214,00 593,00 340.000.000,00 418,85 240.000.000 443,28 254.000.000 514,83 295.000.000 558,60 320.075.000 2.529 1.449.075.000 sda
itingkatkan
11| 1] 03| 06| 2.01| 14 |Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | ©2njang Saluran Drainase Lingkungan yang M - 400,00 370.090.000,00 281,08 260.000.000 297,30 275.000.000 344,86 319.000.000 374,18 346.115.000 1.697 1.570.205.000 sda
Dilakukan Rehabilitasi
o < Kebiiakan. Strateqi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
12| 1| 03| 06| 201 16 |- CPYVISURAN Rencana, Bebljakan, St |y is sistem Drainase Lingkungan yang Dokumen 1,00 - - 1,00 175.000.000 1,00 200.000.000 1,00 225.000.000 1,00 250.000.000 4 850.000.000 sda
dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | “ % *




NOMOR

Bx
> JUMLAH
PRO | KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN) | oo | 35S TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
SUB >
Gra [7a| SUB REKENING KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM S NG JAWAB
M > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jalan Li /p i Bidang
VL 1|03| 07 - P Jaan’ % 75,50 86,48 |  76.999.980.000 88,30 |  61.947.143.007 88,90 |  64.439.628.727 89,50 |  66.976.561.876 90,10 | 70.885.900.970 90,10 |  341.249.214.580 |
dalam kondisi baik Cipta Karya
Penyelenggaraan Infrastruktur pada . .
1 1|03| 07| 2.01 P iman di i Persentase Infrastruktur pada Permukiman % 85,00 87,00 [  76.999.980.000 88|  61.947.143.007 90 |  64.439.628.727 92| 66.976.561.876 95 | 70.885.900.970 95| 341.249.214.580 |  Didane
di yang Cipta Karya
Daerah Kabupaten/Kota
Pemb: dan P b
Infrastriktur Kawasan Permuldman di | 2miah Sistem Jaringan Prasarans dan Sistem
o1 | 1]o03| 07| 201| 01 ’ Sarana Permukiman yang Dibangun di ° - 378 75.649.980.000 302 60.497.143.007 314 62.864.628.727 326 65.276.561.876 345 69.060.900.970 1.667 333.349.214.580 sda
Kawasan Strategis Dacrah ; Jaringan
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pemant: Pemelih
Ifrastrattar Kewaoan Penmaiman di | J2miah Sistem Jaringan Prasarana dan Sistem
02 | 1]03]| 07| 2.01| 02 ’ Sarana Permukiman yang Dipelihara di ° - 3 600.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 5 900.000.000 5 1.000.000.000 20 4.000.000.000 sda
Kawasan Strategis Daerah ; Jaringan
Kawasan Strategis Dacrah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan
Inf ktur K Permuki i Permuki Diawasi i
03 | 1| 03| 07 [ 2.01| og |!nfrastruktur Kawasan Permulkiman di | Sarana Permukiman yang Diawasi dan Sistem - 378 750.000.000 302 750.000.000 314 775.000.000 326 800.000.000 345 825.000.000 1.667 3.900.000.000 sda
Kawasan Strategis Daerah Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Jaringan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
VIL 1| 03|08 Program Penataan Bangunan Gedung |, publik % 74,59 82,32 |  24.960.000.000 86,74 17.660.896.219 91,16 |  18.630.156.881 95,58 19.052.725.133 100,00 |  23.444.298.712 100,00 103.748.076.945 |  Bidane
terhadap kebutuhan Cipta Karya
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Persentase '?al'z‘f:',';'“ Gedung, Bidan;
1 1|03f 08| 2.01 P Izin Mendirik : < > % 81 84 [  24.960.000.000 86 | 17.660.896.219 88 [ 18.630.156.881 90 | 19.052.725.133 92 [ 23.444.298.712 92| 103.748.076.945 | .0an€
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Cipta Karya
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Gedung yang terselenggara
Penyelenggaraan Penerbitan 1zin -
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan
Laik F i (SLF T ARL Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),
01 | 1]03| 08| 2.01| o1 |Laik Funesi (SLF), peran Tenaga Ahli Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi | Dokumen 150 150 320.000.000 150 227.200.000 150 238.560.000 150 277.000.000 150 300.000.000 750 1.362.760.000 sda
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan .
. |Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta
Bangunan Gedung, serta Implementasi Impl tasi SIMBG
P mplementasi
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, | Jumlah Dokumen Perencanaan,
02 | 1] 03| 08| 2.01| 02 |dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan | Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 sda
Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 19.099.799.000 13.499.296.219 14.260.476.881 13.962.725.133 17.939.298.712 78.761.595.945
jumlah bangunan gedung dacrah kabupaten Unit B s s s s s 0
yang dibangun
Bantuan Teknis Pemb, B Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis
o1 | 1|03 08| 201| o4 [Pa0tuan feknis Fembangunan Bangunan | pe ap0unan Bangunan Gedung Negara Dokumen 2 5 100.000.000 5 71.000.000 5 74.550.000 5 86.000.000 5 95.000.000 25 426.550.000 sda
Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase bangunan publik rusak % 40,74 22,29 16,77 10,73 8,02 4,57 4,57
diperbaiki
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi
02 | 1] 03| 08| 2.01| 05 |Bangunan Gedung Negara Daerah Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Dokumen 1 1 170.000.000 1 120.700.000 1 126.735.000 1 147.000.000 1 160.000.000 5 724.435.000 sda
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai ;“ml‘:_h Ba“gs‘:"i" ‘_:'edD““g ‘;“t“k
03 | 1]|03| 08]2.01| 12 |Bangunan Gedung untuk Kepentingan epentingan Strategls Daera o Unit - 1 4.370.000.000 1 3.102.700.000 1 3.257.835.000 1 3.800.000.000 1 4.100.000.000 5 18.630.535.000 sda
Strategis Dacrah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi,
8 P Renovasi dan Ubahsuai
Pemeliharaan dan Perawatan Ba . |Jumiah Bangunan Gedung Dacrah
04 | 1|03 08| 201| 13 [emeharaan can Perawal nguna; Kabupaten/Kota yang Dilakukan Unit - 4 900.201.000 4 640.000.000 4 672.000.000 4 780.000.000 4 850.000.000 20 3.842.201.000 sda
Gedung Daerah Kabupaten/Kota :
Pemeliharaan dan Perawatan
VIIL 1] 03| 10 Program Penyelenggaraan Jalan jalan % 0,84 1,34 | 189.507.653.000 1,54 [ 134.089.542.961 1,77 | 140.603.934.653 2,04 | 164.067.768.228 2,34 | 194.384.177.709 2,34 | 822.653.076.551 Bi:::;:fy
1 1| 03[ 10(2.01 Jalan Kab /Kota t‘::f::;::““ Kabupaten yang % 75 81| 189.507.653.000 85 | 134.089.542.961 87 [ 140.603.934.653 90 | 164.067.768.228 95 [ 194.384.177.709 95,00 |  822.653.076.551 sda
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis
01| 103 10| 2.01| o1 |Strategt Pengembangan Jaringan Jalan dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Dokumen 5,00 12 2.240.000.000 5 2.000.000.000 5 2.000.000.000 5 2.250.000.000 5 2.500.000.000 32 10.990.000.000 sda
Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan | Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis,
Jalan dan Jembatan Pengelolaan Pengendalian
02 | 1]03| 10| 2.01 o2 |Pembebasan Lahan/Tanah untuk Luas Lahan yang Tersedia untuk M2 - 4.500 900.000.000 3.750 750.000.000 4.000 800.000.000 5.000 1.000.000.000 6.250 1.250.000.000 23.500 4.700.000.000 sda
Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan
03 [ 1|03| 10201 04 |Survey Kondisi Jalan/Jembatan j;;l/a;‘ezf:t::" Informasi Terkait Kondisi | o\ on 1,00 1,00 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000 5 2.150.000.000 sda
04 | 1] 03| 10| 2.01| 05 |Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Km 52,03 28,54 85.622.653.000 17,05 51.139.542.961 17,39 52.155.324.653 20,67 62.000.000.000 25,93 77.784.177.709 109,57 328.701.698.323 sda
05| 1| 03| 10| 2.01| 06 [Pelebaran Jalan Menuju Standar ;z:ﬁ}zgs‘{:\f;aia"g Dilakukan Pelebaran Km 1,42 7,81 5.470.000.000 7,14 5.000.000.000 7,50 5.250.000.000 10,71 7.500.000.000 11,43 8.000.000.000 44,60 31.220.000.000 sda




NOMOR

Bx
> JUMLAH
Pro | ke | (o0 NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN) | oo | 35S TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
Gra [7a| SUB REKENING KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM S NG JAWAB
M > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
N Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi
06 | 1] 03| 10| 2.01| 08 |Rekonstruksi Jalan ok Km 1,24 7,64 19.100.000.000 8,00 20.000.000.000 8,82 22.048.610.000 10,82 27.042.768.228 12,80 32.000.000.000 48,08 120.191.378.228 sda
07 | 1] 03| 10| 2.01| 12 |Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun M - 427,48 45.740.000.000 102,80 11.000.000.000 107,48 11.500.000.000 112,15 12.000.000.000 128,97 13.800.000.000 879 94.040.000.000 sda
08 | 1] 03| 10| 2.01| 17 |Pelebaran Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran M - - - 107,99 1.000.000.000 113,39 1.050.000.000 118,79 1.100.000.000 129,59 1.200.000.000 470 4.350.000.000 sda
09 | 1|03 10]2.01] 22 |Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan| Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Dokumen 1,00 1,00 150.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 250.000.000 1,00 300.000.000 5 1.100.000.000 sda
Jalan/Jembatan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
10| 1] 03| 10] 2.01| 23 |Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Dokumen 1,00 1,00 1.370.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 1,00 1.000.000.000 5 5.370.000.000 sda
Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
11 | 1] 03| 10| 2.01| 24 |Pembangunan Jalan Strategis Desa Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun Km - - - 6,67 10.000.000.000 8,00 12.000.000.000 10,00 15.000.000.000 12,67 19.000.000.000 37,33 56.000.000.000 sda
12 [ 1] 03| 10| 2.01| 26 |Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun Unit - - - 2,00 8.000.000.000 2,00 8.200.000.000 2,00 8.900.000.000 2,00 9.000.000.000 8,00 34.100.000.000 sda
Persentase panjang jaringan jalan yang o 1,19 0.2
4 0,28 0,32 0,37 42
ditingkatkan kualitasnva ° ’ > ’ ’ ’ ’
13 [ 1] 03| 10| 2.01| 09 |Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi Km - 1,00 2.000.000.000 1,00 2.000.000.000 1,00 2.000.000.000 1,25 2.500.000.000 1,35 2.700.000.000 5,60 11.200.000.000 sda
14 [ 1] 03| 10| 2.01| 10 |Pemeliharaan Berkala Jalan Si?:;“g:fil:l:ya“g Dilakukan Pemeliharaan Km 0,12 1,85 2.775.000.000 2,00 3.000.000.000 2,00 3.000.000.000 2,33 3.500.000.000 2,67 4.000.000.000 10,85 16.275.000.000 sda
) ] Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
15 | 1] 03| 10]2.01| 11 [Pemeliharaan Rutin Jalan e Km 1,12 5,30 10.600.000.000 5,00 10.000.000.000 5,00 10.000.000.000 5,00 10.000.000.000 5,50 11.000.000.000 25,80 51.600.000.000 sda
16 | 1{03| 10| 2.01| 16 [Penggantian Jembatan P]Z 1‘:;:5{;3"1’3‘3" vang Dilakukan M - 9,00 270.000.000,00 8,33 250.000.000 8,33 250.000.000 9,17 275.000.000 10,00 300.000.000 45 1.345.000.000 sda
17 [ 1] 03| 10| 2.01| 18 |Rehabilitasi Jembatan ]f:;;iﬁi;':“ba‘a“ vang Dilakukan M - 53 7.970.000.000 21,00 3.150.000.000 23,33 3.500.000.000 26,67 4.000.000.000 26,67 4.000.000.000 151 22.620.000.000 sda
18 [ 1] 03| 10| 2.01| 19 |Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan M - 175 5.000.000.000 140,35 4.000.000.000 140,35 4.000.000.000 140,35 4.000.000.000 161,40 4.600.000.000 758 21.600.000.000 sda
Pemeliharaan Secara Rutin
19 [ 1] 03| 10| 2.01| 20 |Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan M - - - 11,99 250.000.000 11,99 250.000.000 11,99 250.000.000 16,79 350.000.000 53 1.100.000.000 sda
Pemeliharaan Secara Berkala
20 | 103 10] 2.01| 27 |Pengeantian/Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan Gantung yang Unit : - - 5,00 1.000.000.000 5,00 1.000.000.000 5,00 1.000.000.000 5,00 1.000.000.000 20 4.000.000.000 sda
Gantung Diganti/Direhabilitasi
IX. 1[03| 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi t‘:f:;‘}‘l‘“e tenaga terampil konstruksi % 100 100 52.800.000 100 75.000.000 100 85.000.000 100 95.000.000 100 105.000.000 100 412.800.000 | Sekretariat
1 1|03|11{2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga " han tenaga % 100 . 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 230.000.000 | Sekretariat
Terampil Konstruksi konstruksi yang dilaksanakan
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil | 1miah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi
o1 | 1]o03| 11]201]| o ? ! & P Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang| ~ Orang - - - 10 50.000.000 10 55.000.000 10 60.000.000 10 65.000.000 40 230.000.000 sda
Konstruksi . . .
Mengikuti Pelatihan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib ,:: erl;si:n;::e:;::ﬂ l;::::w:::nT::::;b Usaha,
2. 1|03| 11(2.04 Penyelenggaraan dan Tertib yelenggaraan, % 100 100 52.800.000 100 25.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 182.800.000 | Sekretariat
. Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
dilaksanakan
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi
01 [ 1] 03| 11| 2.04| 03 |Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Laporan 1 1 52.800.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 5 182.800.000 sda
Pemanfaatan JasaKonstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
tata Bidang TR
X. 1|03 12 e e % 4,17 16,67 3.100.000.000 25,00 2.323.460.668 33,33 2.482.841.600 41,67 2.886.649.826 50,00 3.155.111.843 50,00 13.948.063.937 dan
g g Pertanahan
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah | Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah Bidang TR
1. 1| 03| 12|2.01 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang |(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang % 100 100 140.000.000 100 270.000.000 100 316.000.000 100 373.320.000 100 427.521.600 100 1.526.841.600 dan
(RRTR) Kab/Kota (RRTR) yang terlaksana Pertanahan
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,
01 | 1] 03| 12| 2.01| 01 |Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Evaluasi dan Penetapan RTRW Dokumen 1 - - 1 65.000.000 1 84.500.000 1 101.400.000 1 121.680.000 4 372.580.000 sda
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,
02 [ 1] 03| 12| 2.01| 02 |Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Evaluasi dan Penetapan RRTR Dokumen 1 - - 1 65.000.000 1 84.500.000 1 101.400.000 1 121.680.000 4 372.580.000 sda
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota




NOMOR B
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN| 253 JUMLAH
PRO | KEG / / ( / )| satuan | Z82 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
SUB > =]
ara [1ata| S8 REKENING KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM K NG JAWAB
M > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
03 | 1] 03| 12| 2.01| o3 |Penetapan Kebijakan dalam Rangka Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada | 1) men 1 1 90.000.000 1 90.000.000 1 94.500.000 1 109.620.000 1 118.389.600 5 502.509.600 sda
Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan
04 | 1[03| 12]2.01| 04 [Perundang-undangan Bidang Penataan  |Peraturan Perundang-undangan Bidang Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 5 279.172.000 sda
Ruang Penataan ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Perencanaan Tata Ruang Bidang TR
2. 1[03| 12(2.02 Perencanaan Tata Ruang Daerah Daerah Kabupaten / Kota yang % 100 100 2.690.000.000 100 1.783.460.668 100 1.883.341.600 100 2.184.469.826 100 2.372.421.443 100 10.913.693.537 dan
Kabupaten / Kota dilaksanakan Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi P Jumlah Dokumen Koordinasi dan
01 | 1[o03| 12]2.02| o1 [So0rcinasidan Sinkronisasi Penyusunan g onisasi Penyusunan RTRW Dokumen 1 1 750.000.000 1 750.000.000 1 787.500.000 1 913.500.000 1 986.580.000 5 4.187.580.000 sda
RTRW Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi P Jumlah Dokumen Koordinasi dan
02 [ 1] 03| 12| 2.02| o2 |00rcinast dan Sinkronisasi Fenyusunan | q; . onisasi Penyusunan RRTR Dokumen 1 3 1.890.000.000 3 983.460.668 3 1.043.341.600 3 1.210.069.826 3 1.320.069.443 15 6.446.941.537 sda
RRTR Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
03 | 1] 03| 12| 2.02| o3 |Peningkatan Peran Masyarakat dalam Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman | o\ 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 |#REF! 279.172.000 sda
Penataan Ruang dan tanggung jawab Masyarakat
sistem tata % 100 100 100 100 100 100 100 sda
ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Pemanfaatan Ruang Dacrah Bidang TR
3. 1|03| 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah - Kote vans 41 & % 100 100 70.000.000 100 70.000.000 100 73.500.000 100 85.260.000 100 92.080.800 100 390.840.800 dan
Kabupaten/Kota yang Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan
01 | 1[03| 12| 2.03| 01 [Ruang untuk Investasi dan Pembanguna ~|Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Dokumen 1 1 70.000.000 1 35.000.000 1 36.750.000 1 42.630.000 1 46.040.400 5 230.420.400 sda
Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
01 | 1] 03| 12| 2.03| 02 |Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan | 1\ ey - - - 1 35.000.000 1 36.750.000 1 42.630.000 1 46.040.400 4 160.420.400 sda
dari Sistem Informasi Penataan Ruang
Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang % NA 87,00 89,00 91,00 93,00 95,00 95 sda
terkendali
Koordinasi dan Sinkronisasi P dali Bidang TR
a. 1| 03[ 12 2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang % 100 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 243.600.000 100 263.088.000 100 1.116.688.000 dan
Daerah Kabupaten /Kota dilaksanakan Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian | Jumlah Dokumen Koordinasi dan
01 | 1[03| 12]2.04| 01 [insentif dan Disinsentif Bidang Penataan ~|Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 5 279.172.000 sda
Ruang Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
02 | 1|03 12| 2.04| 02 [dan Penegakan Hukum Bidang Penataan ~|Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 5 279.172.000 sda
Ruang Penataan Ruang
03 | 1] 03| 12| 2.04| 03 |Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jmiah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 5 279.172.000 sda
Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik
04 | 1|03 12| 2.04| 04 [Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Kasus 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000 5 279.172.000 sda
Bidang Penataan Ruang Ruang
Persentase ketersediaan lokasi Bidang TR
XI 2|10 02 Program Pengelolaan Izin Lokasi pembangunan dalam rangka penanaman % NA 90 100.000.000 - - - - - - - - - 100.000.000 dan
modal Pertanahan
. . . persentase ketersediaan lokasi
1. 2| 10[ 02| 2.01 Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satw) | o 10 ounan dalam rangka penanaman % 90 100.000.000 . - . . . . . . - 100.000.000 sda
Daerah Kabupaten/Kota
modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Jumlah dokumen telaahaan teknis terkait
o1 | 2| 10| 02| 2.01| 01 [izin Lokasi dalam Rangka Penanaman penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan | Dokumen 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100.000.000 sda
Modal dan Kemudahan Berusaha kelapa sawit
P P i keta Tanah tanah Bidang TR
XII 2| 10| 04 rogram Peny ana " ota tanan % NA 90 150.000.000 90 156.000.000 90 162.240.000 90 168.729.600 90 175.478.784 90 812.448.384 dan
Garapan garapan yang dilakukan melalui mediasi
Pertanahan
i ‘Tanah tanah di Kabupaten
1. 10| 04| 2.01 P 9 .000. 90 156.000.00 20 162.240.00 90 168.729.60 90 175.478.784 90 812.448.384
2| 10| 042.0 dalam Daerah Kabupaten/Kota Ketapang yang terselesaikan % 20 150.000.000 000.000 2-240.000 2 ° 2 sda
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan )
01 | 2| 10| 04| 2.01| 01 |Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah | JUmIah Data Sengketa, Konflik dan Perkara | 1\ ooy 1 150.000.000 1 156.000.000 1 162.240.000 1 168.729.600 1 175.478.784 5 812.448.384 sda
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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PRO | KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR (KEGIATAN/SUB KEGIATAN) | ooriay [ 289 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENANGGU
SuB KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM 2]
GRA |1ATA| pp e REKENING = E 5 NG JAWAB
MofN > 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 |l2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
g y Ganti i C o Bidang TR
XIII., 2|10 05 dan Santunan Tanah untuk ¢ e % NA 90 100.000.000 90 130.000.000 20 169.000.000 90 185.900.000 90 204.490.000 90 789.390.000 dan
subyek dan obyek ganti kerugian
Pembangunan Pertanahan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
1. 2| 10| 05| 2.01 dan Santunan Tanah untuk P ganti keru dan % 20 100.000.000 920 130.000.000 90 169.000.000 20 185.900.000 20 204.490.000 90 789.390.000 sda
P oleh P ah Daerah tanah yang terselesaikan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian | 50 "iah Dokumen Koordinasi dan )
Moon ot Ko i Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
01 | 2] 10| 05(2.01| 02 &t Kerugian dan Santunan Tanah untuk Dokumen - 1 100.000.000 1 130.000.000 1 169.000.000 1 185.900.000 1 204.490.000 5 789.390.000 sda
Tanah untuk Pembangunan oleh .
: Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota v S min
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Persent: bidang tanah yang mejadi Bidang TR
XIV. 2| 10| 06 g gram Tanah ersentase bldang tanah yang meja % NA 18,10 100.000.000 19,24 125.000.000 20,38 156.250.000 21,53 195.312.500 22,67 244.140.625 22,67 820.703.125 dan
obyek landreform
Maksimum dan Tanah Absentee Pertanahan
Penetapan Subyek dan Obyek
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Persentase penetapan subjek dan objek Bidang TR
1. 2|10( 06| 2.01 Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah s N P P ) ) % 18,10 100.000.000 19,24 125.000.000 20,38 156.250.000 21,53 195.312.500 22,67 244.140.625 22,67 820.703.125 dan
redistribusi tanah
Absentee dalam 1 (satu) Daerah Pertanahan
/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Jumlah Dokumen Sidang Panitia
01 [ 2| 10| 06 2.01| 03 |Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 Pertimbangan Landreform dalam rangka Dokumen - 1 100.000.000 1 125.000.000 1 156.250.000 1 195.312.500 1 244.140.625 5 820.703.125 sda
(satu) kabupaten/kota Kegiatan Redistribusi Tanah
Ketapang, September 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Ketapang

Ir. H. SUKIRNO
Nip. 19630919 199003 1 007




POHON KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

Isu Strategis: Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar

Tujuan: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar ke PU-an

Indikator: Indeks infrastruktur dasar ke PU-an

Sasaran: Meningkatnya akses dan
kualitas jaringan jalan

Indikator: Tingkat kemantapan jalan
kabupaten

Sasaran: Meningkatnya akses terhadap

pemukiman layak huni

Indikator: 1. % Rumah Tangga yang
memiliki akses
terhadap sanitasi layak
dan berkelanjutan

2. % Rumah Tangga yang
memiliki akses
terhadap air minum
layak dan

ruang

Sasaran: Meningkatnya kualitas tata

Indikator: % pemanfaatan ruang
sesuai dengan peruntukan

Sasaran: Meningkatnya upaya mitigasi
dan penanggulangan bencana
Indikator: rasio luas kawasan
permukiman sepanjang daerah rawan
abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung
oleh infrastruktur pengaman

Sasaran: Meningkatnya cakupan

layanan irigasi

Indikator: % luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten
yang dilayani jaringan
irigasi

Sasaran: Meningkatnya Kapasitas
Kelembanggan Perangkat Daerah

Indikator: Nilai RB DPUTR




Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan

Indikator: Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Program: Penyelenggaraan Jalan

Sasaran:

- meningkatnya penyediaan jalan dan jembatan
untuk melayani kebutuhan masyarakat

- menurunnya kerusakan jalan dan jembatan
Indikator:
- % jaringan jalan terbangun

- % panjang jaringan jalan yang ditingkatkan
kualitasnya

Program: Pengembangan Permukiman

Sasaran: meningkatnya kualitas jalan lingkungan/
permukiman

Indikator: % jalan lingkungan/ permukiman dalam
kondisi baik

Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran: Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

Indikator: % Jalan Kabupaten yang terselenggara

Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Sasaran: Terselenggaranya Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan Strategis

Indikator: % Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis yang terselenggara




Sasaran: 3. Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana

Indikator: rasio luas kawasan permukiman sepanjang daerah rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman

Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran:

- meningkatnya ketersediaan infrastruktur penahan
abrasi

- meningkatnya ketersediaan tembok penahan
longsor

-  meningkatnya rehabilitasi tanggul penahan air asin
di area pertanian

- meningkatnya ketersediaan irigasi sekat bakar
penghalang kebakaran lahan

Indikator:

- % daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi
memadai

- % daerah rawan longsor yang memiliki tembok
penahan memadai

- % daerah pertanian yang memiliki tanggul
penahan air asin memadai

- % daerah rawan kebakaran lahan yang memiliki
irigasi sekat-sekat bakar memadai

Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman Pantai

Indikator: % SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
yeng terkelola

Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Sasaran: meningkatnya kualitas drainase

Indikator: % drainase dalam kondisi baik

Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran: terlaksananya Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase

Indikator: % Sistem Drainase yang dikelola/
dikembangkan




Sasaran: 4. Meningkatnya cakupan layanan irigasi

Indikator: % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi

Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sasaran: meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Indikator: % jaringan irigasi dalam kondisi baik

Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Sasaran: Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

Indikator: % Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang
dikembangkan /dikelola




Sasaran: 5. Meningkatnya kualitas tata ruang

Indikator: % pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan

Program: Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran:
meningkatnya kawasan yang memiliki rencana
tata ruang

- tersedianya sistem informasi tata ruang
meningkatnya cakupan wilayah pemanfaatan
ruang yang terkendali

Indikator:

- % kawasan memiliki rencana tata ruang

- % kelayakan sistem informasi tata ruang

Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang
terkendali

Program: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Sasaran: terselesaikannya penanganan sengketa
tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Indikator: % penanganan sengketa tanah garapan
yang dilakukan melalui mediasi

Program: Penyelesaian Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan

Sasaran: terselesaikannya permasalahan subyek
dan obyek ganti kerugian

Indikator: % penyelesaian permasalahan subyek
dan obyek ganti kerugian

Program: Redistribusi Tanah, serta Ganti
Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee

Sasaran: meningkatnya bidang tanah yang mejadi
obyek landreform

Indikator: % bidang tanah yang mejadi obyek
landreform

Kegiatan:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kab/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
Ruang Daerah Kabupaten / Kota

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota

Sasaran:

1. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kab/Kota

2. Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten / Kota

3. Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

4. Terlaksannya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten /Kota

Indikator:

1. % Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang
terlaksana

2. % Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten / Kota yang dilaksanakan

3. % Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

4. % Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten /Kota yang dilaksanakan

Program: Penataan Bangunan Gedung

Sasaran:

- meningkatnya ketersediaan bangunan
- meningkatnya kualitas bangunan
Indikator:

% ketersediaan bangunan publik terhadap
kebutuhan

- % bangunan publik rusak diperbaiki

Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

Sasaran: terselenggaranya Bangunan Gedung ,
Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

Indikator: Bangunan Gedung, Rekomendasi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung yang terselenggara

Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran: terselesaikannya inventarisasi sengketa,
konflik, dan perkara pertanahan

Indikator: % tanah garapan di Kabupaten
Ketapang yang terselesaikan

Program: Pengembangan Jasa Konstruksi

Sasaran: meningkatnya tenaga terampil
konstruksi

Indikator: % tenaga terampil konstruksi terlatih

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

Sasaran:
1. terlaksananya pelatihan tenaga terampil
konstruksi

2. terlaksananya Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Indikator:

1. % pelatihan tenaga terampil konstruksi yang
dilaksanakan

2. % Tertib Jasa Konstruksi yang dilaksanakan

Kegiatan: Penetapan Subyek dan Obyek
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran: terlaksananya penetapan subjek dan
objek redistribusi tanah

Indikator: % penetapan subjek dan objek
redistribusi tanah

Kegiatan: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran: terselesaikannya masalah ganti kerugian
dan santunan tanah

Indikator: % masalah ganti kerugian dan
santunan tanah yang terselesaikan




Sasaran: 6. Meningkatnya Kapasitas Kelembanggan Perangkat Daerah

Indikator: Nilai RB DPUTR

Program: penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota
Sasaran: meningkatnya penunjang
urusan pemerintahan

Indikator: 1. % penunjang urusan
pemerintahan yang
terpenuhi

Nilai SAKIP DPUTR
Nilai IKM DPUTR

Kegiatan: Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sasaran: tersusunnya Pelaporan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja DPUTR tepat waktu
Indikator: % perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja
yang di selesaikan tepat waktu

Kegiatan: Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Sasaran: tersusunnya pelaporan
keuangan DPUTR tepat waktu

Indikator: % Administrasi Keuangan
yang diselesaikan tepat waktu

Kegiatan: Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Sasaran: tersedianya kebutuhan
barang umum kantor pada DPUTR

Indikator: % Administrasi Umum
yang terpenuhi

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Sasaran: terlaksananya pengadaan
barang milik daerah pada DPUTR

Indikator: % Barang Milik Daerah yang
terpenuhi

Kegiatan: Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah

Sasaran: tersusunnya pelaporan Barang
Milik Daerah pada DPUTR tepat waktu

Indikator: % Administrasi Barang Milik
Daerah yang diselesaikan tepat waktu

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Sasaran: terselesaikannya
administrasi kepegawaian pada
DPUTR

Indikator: % Administrasi
Administrasi Kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran: tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah pada
DPUTR

Indikator: % Penyediaan Jasa
Penunjang yang terpenuhi

Kegiatan: Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sasaran: terpeliharanya barang milik
daerah pada DPUTR

Indikator: % Barang Milik Daerah
yang terpenuhi




CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022 - 2026

. L Satuan . Kondisi
Target (%) Indikator Kinerja Data Target Capaian dan Pagu N
Isu 2 Indikator dik 3 Arah 3 5 R Capaian
Strategis Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan Sub Kegiatan Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Pada Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
THN1 | THN2 | THN3 | THN4 | THN 5 Tahun Awal
(outcome) (output) (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Belum Meningkat |Indeks Meningkatny |Tingkat 38,86% | 39,61% | 40,36% | 41,12% | 41,85% |Peningka |Optimalisasi |Program meningkatnya Persentase % 0,84 1,34 189.507.653.000 1,54 134.089.542.961 1,77 140.603.934.653 2,04 164.067.768.228 2,34 194.384.177.709
optimalny |nya infrastrukt |a akses dan | kemantapa tan akses | ketersediaan |Penyelengga penyediaan jalan dan jaringan jalan
akualitas |kualitas  |ur dasar |kualitas n jalan jalur jalur strategis | raan Jalan jembatan untuk melayani [terbangun
infrastrukt |infrastrukt |ke PU-an |jaringan jalan | kabupaten darat kabupaten kebutuhan masyarakat
ur dasar |ur dasar ke
PU-an
Peningkatan Penyelenggaraan Jalan Terlaksananya Persentase % 75 81 189.507.653.000 85 134.089.542.961 87 140.603.934.653 90 164.067.768.228 95 194.384.177.709
pengelolaan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Jiikm
perencanaan Kabupaten/Kota Feibetiam
jalan dan —
jembatan terselenggara
Peningkatan Penyusunan Rencana, Terlaksananya Advis dan Jumlah Dokumen 5 12 2.240.000.000 5 2.000.000.000 5 2.000.000.000 5 2.250.000.000 5 2.500.000.000
ketersediaan Kebijakan, dan Strategi |Layanan teknis, Dokumen Hasil
jembatan Pengembangan Jaringan | Terkajinya Kebijakan, pelaksanaan
Jalan Serta Perencanaan |Tersedianya Bantuan Advis dan
Teknis Penyelenggaraan | Teknis, Tersedianya Layanan
Jalan dan Jembatan Bimbingan Teknis, dan Teknis, Kajian
Terkelolanya Kebijakan,
Pengendalian Bantuan
Teknis,
Bimbingan
Teknis,
Pengelolaan
Pengendalian
Survey Kondisi Tersedianya Data dan Jumlah Data Dokumen 1 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000
Jalan/Jembatan Informasi Terkait Kondisi dan Informasi
Jalan/Jembatan Terkait Kondisi
Jalan/Jembata
n
Pembebasan Tersedianya Lahan untuk Luas Lahan M2 4.500 900.000.000 3.750 750.000.000 4.000 800.000.000 5.000 1.000.000.000 6.250 1.250.000.000
Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan yang Tersedia
Penyelenggaraan Jalan untuk
Penyelenggara
an Jalan
Pemantauan dan Evaluasi | Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000
Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Hasil
Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Pemantauan
Jalan/Jembatan dan Evaluasi
Penyelenggara
an
Jalan/Jembata
n
Pengawasan Teknis Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 1 1.370.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Teknis Dokumen Hasil
Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Pengawasan
Jalan/Jembatan Penyelenggara
an
Jalan/Jembata
n
Pembangunan Jalan Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Km 52,03 28,54 85.622.653.000 17,05 51.139.542.961 17,39 52.155.324.653 20,67 62.000.000.000 25,93 77.784.177.709
yang Dibangun
Pelebaran Jalan Menuju [ Meningkatnya Lebar Panjang Jalan Km 1,42 7,81 5.470.000.000 7,14 5.000.000.000 7,50 5.250.000.000 10,71 7.500.000.000 11,43 8.000.000.000
Standar Jalan Menuju Standar vang
Dilakukan
Pelebaran
Menuju
Standar
Rekonstruksi Jalan Terlaksananya Panjang Jalan Km 1,24 7,64 19.100.000.000 8,00 20.000.000.000 8,82 22.048.610.000 10,82 27.042.768.228 12,80 32.000.000.000
Rekonstruksi Jalan yang
Dilakukan
Rekonstruksi
Jalan
Pembangunan Jembatan |Terbangunnya Jembatan Panjang M 427 45.740.000.000 103 11.000.000.000 107 11.500.000.000 112 12.000.000.000 129 13.800.000.000
Jembatan yang
Dibangun
Pelebaran Jembatan Terlaksananya Pelebaran Panjang M 108 1.000.000.000 113 1.050.000.000 119 1.100.000.000 130 1.200.000.000
Jembatan Jembatan yang
Dilakukan
Pelebaran
Pembangunan Jalan Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Km 6,67 10.000.000.000 8,00 12.000.000.000 10,00 15.000.000.000 12,67 19.000.000.000
Strategis Desa Strategis Desa Strategis Desa
yang Dibangun
Pembangunan Jembatan |Terlaksananya Jumlah Unit 2,00 8.000.000.000 2,00 8.200.000.000 2,00 8.900.000.000 2,00 9.000.000.000
Gantung Pembangunan Jembatan Jembatan
Gantung Gantung yang
Dibangun
Peningka |Peningkatan menurunnya kerusakan | Persentase % 1,19 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42
tan penerapan jalan dan jembatan panjang
kualitas | teknologi v iEw
jalur mutakhir -
darat ditingkatkan
terbangu £
n kualitasnya
Optimalisasi Pemeliharaan Berkala Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan Km 0,12 1,85 2.775.000.000 2,00 3.000.000.000 2,00 3.000.000.000 2,33 3.500.000.000 2,67 4.000.000.000
pengawasan Jalan Secara Berkala yang
dan kualitas Dilakukan
konstruksi Pemeliharaan
jalan Secara Berkala
Peningkatan Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan Km 1,12 5,30 10.600.000.000 5,00 10.000.000.000 5,00 10.000.000.000 5,00 10.000.000.000 5,50 11.000.000.000
rehabilitasi Jalan Secara Rutin yang
jaringan Dilakukan
jalan Pemeliharaan
Secara Rutin
Rehabilitasi Jalan Terlaksananya Panjang Jalan Km 1,00 2.000.000.000 1,00 2.000.000.000 1,00 2.000.000.000 1,25 2.500.000.000 1,35 2.700.000.000
Rehabilitasi Jalan yang
Direhabilitasi
Rehabilitasi Jembatan Terehabilitasinya Panjang M 53 7.970.000.000 21 3.150.000.000 23 3.500.000.000 27 4.000.000.000 27 4.000.000.000
Jembatan Jembatan yang
Dilakukan
Rehabilitasi




Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya Jembatan Panjang M 175 5.000.000.000 140 4.000.000.000 140 4.000.000.000 140 4.000.000.000 161 4.600.000.000
Jembatan Secara Rutin Jembatan yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Secara Rutin
Pemeliharaan Berkala Terpeliharanya Jembatan Panjang M 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 17 350.000.000
Jembatan Secara Berkala Jembatan yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Secara Berkala
Penggantian Jembatan Tergantinya Jembatan Panjang M 9 270.000.000 8 250.000.000 8 250.000.000 9 275.000.000 10 300.000.000
Jembatan yang
Dilakukan
Penggantian
Penggantian/Rehabilitasi | Terlaksananya Jumlah Unit 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000
Jembatan Gantung Penggantian/Rehabilitasi Jembatan
Jembatan Gantung Gantung yang
Diganti/Direha
bilitasi
Peningka | Peningkatan [Program meningkatnya kualitas |Persentase % 75,50 86,48 76.999.980.000 88,30 61.947.143.007 88,90 64.439.628.727 89,50 66.976.561.876 90,10 70.885.900.970
tan ketersediaan |Pengemban jalan lingkungan/ jalan
ketersedi |jalan gan permukiman lingkungan/
aan lingkungan ~|Permukima e
:fa;z:;a;x; n dalam kondisi
dan baik
Penyelenggaraan Terselenggaranya Persentase % 85 87 76.999.980.000 88 61.947.143.007 90 64.439.628.727 92 66.976.561.876 95 70.885.900.970
Infrastruktur pada Infrastruktur pada I
Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan i
Strategis Daerah Strategis Permukiman
Kabupaten /Kota )
di Kawasan
Strategis yang
terselenggara
Pembangunan dan Tersedianya Sistem Jumlah Sistem | Sistem 378 75.649.980.000 302 60.497.143.007 314 62.864.628.727 326 65.276.561.876 345 69.060.900.970
Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Jaringan
Infrastruktur Kawasan | Sarana Permukiman yang Prasarana dan
Permukiman di Kawasan [Dibangun di Kawasan Sarana
Strategis Daerah Strategis Daerah Permukiman
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dibangun
di Kawasan
Strategis
Daerah
Kabupaten /Kot
a
Pemanfaatan dan Terpeliharanya Sistem Jumlah Sistem | Sistem 3 600.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 5 900.000.000 5 1.000.000.000
Pemeliharaan Jaringan Prasarana dan Jaringan Jaringan
Infrastruktur Kawasan | Sarana Permukiman yang Prasarana dan
Permukiman di Kawasan [Dibangun di Kawasan Sarana
Strategis Daerah Strategis Daerah Permukiman
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Dipelihara di
Kawasan
Strategis
Daerah
Kabupaten/Kot
a
Pengawasan dan Terlaksananya Jumlah Sistem | Sistem 378 750.000.000 302 750.000.000 314 775.000.000 326 800.000.000 345 825.000.000
Pengendalian Pengawasan dan Jaringan Jaringan
Infrastruktur Kawasan Pengendalian Sistem Prasarana dan
Permukiman di Kawasan |Jaringan Prasarana dan Sarana
Strategis Daerah Sarana Permukiman yang Permukiman
Kabupaten/Kota Dibangun di Kawasan yang Diawasi
Strategis Daerah dan
Kabupaten/Kota Dikendalikan
di Kawasan
Strategis
Daerah
Kabupaten /Kot
a
Meningkatny | Persentas | 60,81%| 61,24%| 61,67%| 62,11%| 62,54%|Optimali |Peningkatan |Program meningkatnya rumah | Persentase % 60,10 60,65 17.605.000.000 60,92 18.045.125.000 61,19 18.496.200.000 61,46 18.958.600.000 61,73 19.432.500.000
a akses e Rumah sasi ketersediaan | Pengelolaan tangga yang terlayani |[jaringan air
terhadap Tangga pengelol |jaringan air |9an sistem air limbah limbah
pemukiman |yang aan limbah Pengemban terbangun
N Lo - gan Sistem
layak huni | memiliki sanitasi L
Air Limbah
akses
terhadap
sanitasi
layak dan
berkelanj
utan
Optimalisasi Pengelolaan dan Terkelolanya Sistem Air Persentase % 89 90 17.605.000.000 91 18.045.125.000 92 18.496.200.000 93 18.958.600.000 94 19.432.500.000
pengembang Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sistem air
an dan Limbah Domestik dalam limbah
pengelolaan Daerah Kabupaten/Kota domestik yang
IPAL terkelola
Penyusunan Rencana, Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen 1 1 700.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 1 600.000.000
Kebijakan, Strategi dan | Kebijakan, Strategi dan Rencana,
Teknis Sistem Teknis Sistem Kebijakan,
Pengelolaan Air Limbah |Pengelolaan Air Limbah Strategi dan
Domestik dalam Daerah [Domestik dalam Daerah Teknis SPALD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Daerah
Kabupaten /Kot
a yang Disusun
Pembangunan/Penyediaa [ Tebangunnya Tangki Jumlah Rumah| Rumah 909 7.000.000.000 935 7.200.000.000 961 7.400.000.000 987 7.600.000.000
n Sub Sistem Pengolahan |Septik untuk Rumah Tangga yang Tangga
Setempat Tangga memiliki
Tangki Septik
Pembangunan/Penyediaa | Terlayaninya Rumah Jumlah Rumah| Rumah 315 315 16.505.000.000 315 10.245.125.000 315 10.496.200.000 315 10.658.600.000 315 10.857.500.000
n Sistem Pengelolaan Air |Tangga yang Tersambung Tangga yang Tangga
Limbah Terpusat Skala  |dengan Sistem Tersambung

Per 1

lol Air Limbah

Terpusat Skala
Permukiman

dengan Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Terpusat Skala
Permukiman




Supervisi Pembangunan/ | Terlaksananya Konsultasi Jumlah Dokumen 1 400.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 375.000.000
Rehabilitasi/ Supervisi Dokumen
Peningkatan/ Perluasan |Pembangunan/Rehabilita Supervisi
Sistem Pengelolaan Air  |si/Peningkatan/Perluasa Kegiatan
Limbah Domestik n Sistem Pengelolaan Air Pembangunan
Terpusat Skala Kota Limbah Domestik /Rehabilitasi/
Terpusat Skala Kota Peningkatan/
Perluasan
Sistem
Pengelolaan Air;
Limbah
Domestik
Terpusat Skala
Vein
Persentas | 69,99% | 72,61%| 75,23%| 77,85% | 80,47% |Optimali |Peningkatan |Program meningkatnya rumah Persentase % 64,74 69,99 22.669.990.000 72,61 20.500.000.000 75,23 23.575.000.000 77,85 24.518.000.000 80,47 26.479.440.000
e Rumah sasi ketersediaan | Pengelolaan tangga yang terakses air  jumlah rumah
Tangga pengelol |SPAM a8 minum tangga yang
yang aan dan |jaringan Pengemban mendapatkan
o : gan Sistem
memiliki pengemb | perpipaan Penyediaan akses
akses angan dan non Air K’Iinum terhadap air
terhadap SPAM perpipaan minum
air minum melalui SPAM
layak dan jaringan
berkelanj perpipaan
utan dan bukan
jaringan
perpipaan
Peningkatan Pengelolaan dan Terlaksananya Sistem Persentase % 73 76 22.669.990.000 78 20.500.000.000 80 23.575.000.000 82 24.518.000.000 84 26.479.440.000
mesin Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e
pelayanan Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyediaan
air minum (SPAM) di Daerah Air Minum
Kabupaten/Kota
yang
terlaksana
Peningkatan Pembangunan SPAM Terbangunnya SPAM Jumlah SR 1.197 12.659.980.000 100 700.000.000 100 800.000.000 100 900.000.000 100 1.000.000.000
rehabilitasi Jaringan Perpipaan di Berbasis Masyarakat sambungan
dan Kawasan Perdesaan rumah yang
pemeliharaa terlayani
n sarana melalui
Kegiatan Padat
prasarana Karya/SPAM
air minum Berbasis
Masyarakat
Pembangunan SPAM Terbangunannya SPAM Kapasitas Liter/Detik 1 470.000.000 1 333.700.000 1 350.385.000 1 407.000.000 1 439.560.000
Jaringan Perpipaan di  |IKK/Perkotaan atau SPAM
Kawasan Perkotaan SPAM Tematik Tertentu IKK/Perkotaan
atau SPAM
Tematik
Tertentu yang
terbangun
Pembangunan Baru Terbangunnya SPAM Jumlah Rumah| Rumah 420 5.469.970.000 420 3.885.000.000 420 4.079.250.000 420 4.731.930.000 420 5.110.000.000
SPAM Bukan Jaringan  |Bukan Jaringan Tangga yang Tangga
Perpipaan di Kawasan  |Perpipaan Terlayani
Perdesaan melalui
Pembangunan
Baru SPAM
Bukan
Jaringan
Perpipaan
Peningkatan SPAM Meningkatnya Kapasitas Peningkatan Liter/Detik 1 1.010.000.000 1 717.100.000 1 752.955.000 1 874.000.000 1 945.000.000
Jaringan Perpipaan di | SPAM IKK/Perdesaan Kapasitas
Kawasan Perdesaan atau SPAM Tematik SPAM
Tertentu IKK/Perdesaan
atau SPAM
Tematik
Tertentu
Peningkatan SPAM Meningkatnya SPAM Jumlah Rumah| Rumah 57 170.000.000 40 120.700.000 42 126.735.000 49 147.000.000 53 158.760.000
Bukan Jaringan Bukan Jaringan Tangga yang Tangga
Perpipaan di Perpipaan Terlayani
Kawasan Perdesaan melalui
Peningkatan
SPAM Bukan
Jaringan
Perpipaan
Perluasan SPAM Jaringan [ Meluasnya Jaringan Jumlah SR 100 4.057.641.479 120 6.168.107.765 100 4.356.274.608 100 4.580.289.945
Perpipaan di Kawasan SPAM IKK/Perkotaan Penambahan
Perkotaan atau SPAM Tematik sambungan
Tertentu Terbangun rumah yang
melalui Pemanfaatan Idle terlayani
Capacity melalui
Pemanfaatan
Idle Capacity
dengan
penambahan
jaringan
perpipaan
pada SPAM
IKK/Perkotaan
atau SPAM
Tematik
Mowtanin
Perluasan SPAM Jaringan [ Meluasnya Jaringan Jumlah SR 180 420.000.000 1.197 8.931.558.521 1.200 9.455.552.235 1.250 10.964.405.392 1.300 11.936.430.055
Perpipaan di Kawasan SPAM IKK/Perdesaan Penambahan
Perdesaan atau SPAM Tematik sambungan
Tertentu Terbangun rumah yang
melalui Pemanfaatan Idle terlayani
Capacity melalui
Pemanfaatan
Idle Capacity
dengan
penambahan
jaringan
perpipaan
pada SPAM
IKK/Perdesaan
atau SPAM
Tematik
Tertentu
Perbaikan SPAM Terpeliharanya SPAM panjang M 933 850.000.000 660 603.500.000 693 633.675.000 803 735.000.000 869 795.000.000
Jaringan Perpipaan di  |Jaringan Perpipaan di jaringan
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan perpipaan di
kawasan
perdesaan
yang diperbaiki
Penyusunan Rencana, Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen 1 3 940.040.000 3 668.000.000 3 701.400.000 3 815.000.000 3 880.000.000
Kebijakan, Strategi dan  |Kebijakan, Strategi dan Rencana,
Teknis SPAM Teknis SPAM Kebijakan,
Strategi dan
Teknis SPAM

yang disusun




Supervisi Pembangunan/ | Terlaksananya Supervisi Jumlah Dokumen 1 500.000.000 1 355.000.000 1 372.750.000 1 432.390.000 1 467.000.000
Peningkatan/ Perluasan/ | Pembangunan/Peningkat Konsultasi
Perbaikan SPAM an/Perluasan/Optimalisa Supervisi
si SPAM Pembangunan
/Peningkatan/
Perluasan/Opti
malisasi SPAM
Pembinaan dan Terbinanya dan Jumlah Kelompok 1 1 180.000.000 1 127.800.000 1 134.190.000 1 155.000.000 1 167.400.000
Pengawasan Terhadap Terawasinya Terhadap Kelompok Masyarakat
Penyelenggaraan SPAM | Penyelenggaraan SPAM Masyarakat
oleh Pemerintah Desa oleh Kelompok yang
dan Kelompok Masyarakat menyelenggara
Masyarakat kan SPAM
yang Terbina
dan Terawasi
Peningka |Pengelolaan |Program meningkatnya Volume air M3 NA 2.000 61.128.000.000 3.000 62.350.560.000 4.000 63.597.571.200 5.000 64.869.522.624 6.000 66.166.913.076
tan dan Pengelolaan pengelolaan dan bersih yang
pemanfaa|inventarisasi |Sumber inventarisasi sumber air | tersedia
tan air  |sumber air |Daya Air baku
bersih  |baku (SDA)
Pengelolaan SDA dan Terlaksananya Persentase % 80 88 19.023.702.000 90 18.567.126.911 92 19.314.100.453 94 20.324.767.090 95 20.983.823.826
Bangunan Pengaman Pengelolaan SDA dan SDA dan
Pantai pada Wilayah Bangunan Pengaman Bangunan
Sungai (WS) dalam 1 Pantai e —
(satu) Daerah Pantai yeng
Kabupaten /Kota terkelola
Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000
Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Rencana
Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Teknis dan
Konstruksi Air Tanah dan | Konstruksi Air Tanah dan Dokumen
Air Baku Air Baku Lingkungan
Hidup untuk
Konstruksi Air
Tanah dan Air
Baku yang
Disusun
Pembangunan Sumur Air (Terbangunnya Sumur Air Jumlah Sumur | Titik 2 380.000.000 7 269.040.000 7 285.000.000 8 330.600.000 9 358.000.000
Tanah untuk Air Baku Tanah untuk Air Baku Air Tanah
untuk Air Baku
yang Dibangun
Meningkatny|rasio luas | 30% 32% 34% 36% 38% |Peningka | Peningkatan meningkatnya Persentase % 1,08 1,08 2,29 3,49 4,69 5,89
a upaya kawasan tan ketersediaan ketersediaan daerah rawan
mitigasi dan |permukim ketersedi|infrastruktu infrastruktur penahan |yang memiliki
penanggulan [an aan r penahan abrasi pengendali
gan bencana | sepanjang banguna |abrasi abrasi
daerah n memadai
rawan pengend
abrasi, ali
erosi, dan bencana
akresi
yang
terlindung
oleh
infrastruk
tur
pengaman
Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000
Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Rencana
Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Teknis dan
Konstruksi Pengendali Konstruksi Pengendali Dokumen
Banjir, Lahar, Drainase | Banjir, Lahar, Drainase Lingkungan
Utama Perkotaan dan Permukiman, dan Hidup untuk
Pengaman Pantai Pengaman Pantai Konstruksi
Pengendali
Banjir, Lahar,
Drainase
Kawasan, dan
Pengaman
Pantai yang
Nicnein
Pembangunan Terbangunnya Panjang KM 0,047 372.391.000 0,033 263.652.828 0,035 278.000.000 0,040 322.480.000 0,044 350.000.000
Breakwater Breakwater Breakwater
yang Dibangun
Peningkatan meningkatnya Persentase % 22,19 23,83 24,59 25,46 26,23 27,10
ketersediaan ketersediaan tembok daerah rawan
tembok penahan longsor longsor yang
penahan memiliki
longsor tembok
penahan
memadai
Pembangunan Bangunan |Terbangunnya Bangunan Panjang KM 7,30 1,892 4.730.030.000 2,140 5.348.861.240 2,160 5.400.000.000 2,200 5.500.000.000 2,233 5.581.823.826
Perkuatan Tebing Perkuatan Tebing Bangunan
Perkuatan
Tebing yang
Dibangun
Peningkatan meningkatnya Persentase % 36,11 38,66 39,68 40,37 41,06 42,08
rehabilitasi rehabilitasi tanggul daerah
tanggul penahan air asin di pertanian
penahan air area pertanian yang memiliki
asin di area tanggul
pertanian penahan air
asin memadai
Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen 1 1 100.000.000 1 70.800.000 1 75.000.000 1 87.000.000 1 95.000.000
Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Rencana
Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Teknis dan
Konstruksi Bendungan, |Konstruksi Bendungan, Dokumen
Embung, dan Bangunan |Danau, dan Bangunan Lingkungan
Penampung Air Lainnya |Penampung Air Lainnya Hidup untuk
Konstruksi
Bendungan,
Danau dan
Bangunan
Penampung Air
Lainnya yang
Disusun
Pembangunan Tanggul Terbangunnya Tanggul Panjang KM 2,50 3,125 375.000.000 2,213 265.500.000 2,333 280.000.000 2,707 324.800.000 2,933 352.000.000
Sungai Sungai Tanggul
Sungai yang
Dibangun
Rehabilitasi Tanggul Terehabilitasinya Tanggul Panjang KM 28,690 19,500 780.000.000 13,806 552.240.000 14,625 585.000.000 16,965 678.600.000 18,400 736.000.000
Sungai Sungai Tanggul
Sungai yang
Direhabilitasi
Operasi dan Beroperasi dan Panjang KM 8,750 350.000.000 6,195 247.800.000 6,550 262.000.000 7,598 303.920.000 8,250 330.000.000
Pemeliharaan Tanggul ~ |Terpeliharanya Tanggul Tanggul dan
dan Tebing Sungai dan Tebing Sungai Tebing Sungai
yang

Dipelihara




Pembinaan dan Meningkatnya Pembinaan Jumlah Peserta| Orang 16 16 36.484.000 16 25.830.672 16 27.500.000 16 31.900.000 16 35.000.000
Pemberdayaan dan Pemberdayaan yang Mengikuti
Kelembagaan Pengelolaan | Kelembagaan Pengelolaan Pembinaan
SDA Kewenangan SDA Kewenangan dan
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Pemberdayaan
Kelembagaan
Pengelolaan
SDA
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah peserta| Orang 16 16 92.500.000 16 65.490.000 16 70.000.000 16 81.200.000 16 88.000.000
Sinkronisasi Peningkatan |Peningkatan Kapasitas yang Mengikuti
K itas Kelemb Kelemb P lol Peningkatan
Pengelolaan SDA SDA Kewenangan Kapasitas
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelembagaan
Kabupaten /Kota Pengelolaan
SDA
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a
Penyusunan Pola dan Tersusunnya Pola dan Jumlah Pola Dokumen 12 4.038.100.000 12 4.100.000.000 12 4.150.000.000 12 4.200.000.000 12 4.250.000.000
Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan SDA dan Rencana
SDA WS K 1 WS Ke Pengelolaan
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota SDA WS
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a yang Disusun
Peningkatan |Program meningkatnya Persentase % NA 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
ketersediaan | Pengelolaan ketersediaan irigasi daerah rawan
irigasi sekat [Sumber sekat bakar penghalang |kebakaran
bakar Daya Air kebakaran lahan lahan yang
penghalang (B2 memiliki
kebakaran irigasi sekat-
lahan sekat bakar
memadai
Pembangunan Pintu Terbangunnya Pintu Jumlah Pintu Unit 22 5 1.845.000.000 7 2.306.260.000 7 2.474.600.453 7 2.528.947.090 7 2.535.000.000
Air/Bendung Pengendali | Air/Bendung Pengendali Air/Bendung
Banjir Banjir Pengendali
Banjir yang
Dibangun
Pembangunan Kanal Terbangunnya Kanal Panjang Kanal KM 10,42 1.250.000.000 7,38 885.000.000 7,79 935.000.000 9,04 1.084.600.000 9,81 1.177.000.000
Banjir Banjir Banjir yang
Dibangun
Peningkatan Kanal Banjir | Meningkatnya Kanal Panjang Kanal KM 0,833 100.000.000 0,590 70.800.000 0,625 75.000.000 0,725 87.000.000 0,792 95.000.000
Banjir Banjir yang
Ditingkatkan
Rehabilitasi Kanal Banjir |Terehabilitasinya Kanal Panjang Kanal KM 19,335 58,575 2.343.000.000 62,904 2.516.164.695 68,750 2.750.000.000 70,750 2.830.000.000 72,500 2.900.000.000
Banjir Banjir yang
Direhabilitasi
Operasi dan Beroperasi dan Panjang Kanal KM 13,750 550.000.000 9,735 389.400.000 10,250 410.000.000 11,890 475.600.000 12,900 516.000.000
Pemeliharaan Kanal Terpeliharanya Kanal Banjir yang
Banjir Banjir Dioperasikan
dan Dipelihara
Normalisasi/Restorasi Terlaksananya Panjang KM 24,900 7,041 1.056.197.000 4,985 747.787.476 5,260 789.000.000 6,102 915.240.000 6,633 995.000.000
Sungai Normalisasi/Restorasi Sungai yang
Sungai Dinormalisasi/
Direstorasi
Pembangunan Embung | Terbangunnya Embung Jumlah Unit 1 425.000.000 1 300.900.000 1 318.000.000 1 368.880.000 1 400.000.000
dan Penampung Air dan Penampung Air Embung dan
Lainnya Lainnya Penampung Air
Lainnya yang
Dibangun
Peningkatan | Program meningkatnya kualitas |Persentase % 73,91 75,99 21.330.000.000 77,03 15.092.424.533 78,07 16.601.666.986 79,11 18.261.833.685 80,15 20.088.017.053
ketersediaan [ Pengelolaan drainase drainase
gorong- dan dalam kondisi
gorong dan |Pengemban baik
; gan Sistem
drainase 3
Drainase
Pengelolaan dan terlaksananya Persentase % 70 72 21.330.000.000 75 15.092.424.533 80 16.601.666.986 85 18.261.833.685 90 20.088.017.053
Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Sistem
Drainase yang Terhubung Pengembangan Sistem Do
Langsung dengan Sungai Drainase dikelola/
dalam Daerah 5
Kabupaten/Kota :‘kemba“gka
Penyusunan Rencana, Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen 1 1 320.000.000 1 227.000.000 1 240.000.000 1 278.400.000 1 302.064.000
Kebijakan, Strategi dan | Kebijakan, Strategi dan Rencana,
Teknis Sistem Drainase | Teknis Sistem Drainase Kebijakan,
Perkotaan Perkotaan Strategi dan
Teknis Sistem
Drainase
Perkotaan yang
Disusun
Penyusunan Outline Plan | Tersusunnya Outline Plan Jumlah Outline | Dokumen 1 1 170.000.000 1 120.000.000 1 127.000.000 1 147.000.000 1 159.495.000
pada Kawasan Genangan |pada Kawasan Genangan Plan pada
Kawasan
Genangan
yang Disusun
Supervisi Pembangunan/ | Terlaksananya Konsultasi Jumlah Dokumen - - 1 125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000
Peningkatan/ Supervisi Konsultasi
Rehabilitasi Sistem Pembangunan/Peningkat Supervisi
Drainase Perkotaan an/Rehabilitasi Sistem Pembangunan
Drainase Perkotaan /Peningkatan /
Rehabilitasi
Sistem
Drainase
Perkotaan
Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana Jumlah Sarana|  Unit 1 150.000.000 1 106.000.000 1 112.000.000 1 130.000.000 1 141.050.000
Sistem Drainase Sistem Drainase Sistem
Perkotaan Perkotaan Drainase
Perkotaan yang
Disediakan
Penyusunan Rencana, Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen 1 - - 1 175.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 1 250.000.000
Kebijakan, Strategi dan |Kebijakan, Strategi dan Rencana,
Teknis Sistem Drainase |Teknis Sistem Drainase Kebijakan,
Lingkungan Lingkungan Strategi dan
Teknis Sistem
Drainase
Lingkungan
yang Disusun
Pembangunan Sistem Terbangunnya Saluran Panjang M 5.448 4.704 8.409.900.000 3.742 5.875.000.000 4.370 6.860.943.978 4.435 6.963.215.367 4.981 7.820.440.822
Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan Saluran
Drainase

Perkotaan yang
Dibangun




Peningkatan Saluran Meningkatnya Saluran Panjang M 1.136 741 830.000.000 525 588.000.000 554 620.000.000 643 720.000.000 698 781.200.000
Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan Saluran
Drainase
Perkotaan yang
Ditingkatkan
Pembangunan Sistem Terbangunnya Sistem Panjang M 263 11.815 10.470.010.000 8.110 7.185.624.533 8.534 7.560.723.008 9.904 8.775.218.318 10.738 9.513.687.231
Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Saluran
Drainase
Lingkungan
yang Dibangun
Peningkatan Saluran Meningkatnya Saluran Panjang M 214 593 340.000.000 419 240.000.000 443 254.000.000 515 295.000.000 559 320.075.000
Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Saluran
Drainase
Lingkungan
yang
Ditingkatkan
Rehabilitasi Saluran Terehabilitasinya Saluran Panjang M 100 100.000.000 71 70.800.000 75 75.000.000 87 87.000.000 94 94.395.000
Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan Saluran
Drainase
Perkotaan yang
Dilakukan
Rehabilitasi
Rehabilitasi Saluran Terehabilitasinya Saluran Panjang M 400 370.090.000 281 260.000.000 297 275.000.000 345 319.000.000 374 346.115.000
Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Saluran
Drainase
Lingkungan
yang
Dilakukan
Rehabilitasi
Operasi dan Beroperasi dan Panjang M 200 526 170.000.000 369 120.000.000 391 127.000.000 452 147.000.000 491 159.495.000
Pemeliharaan Sistem Terpeliharanya Sistem Saluran
Drainase Drainase Drainase yang
Dioperasikan
dan Dipelihara
Meningkatny | Persentas | 72,65% | 75,81% | 78,44% | 80,66% | 82,56% |Optimali | Peningkatan meningkatnya kualitas |Persentase % 56,74 65,45 68,61 71,24 73,46 75,37
a cakupan |e luas sasi jaringan jaringan irigasi jaringan
layanan daerah pengelol |Daerah irigasi dalam
irigasi irigasi aan Irigasi Rawa kondisi baik
kewenang jaringan |(DIR)
an irigasi Kabupaten
kabupate kewenan
n yang gan
dilayani kabupat
jaringan en
irigasi
Peningkatan Pengembangan dan Terlaksananya Persentase % 80 82 42.104.298.000 85 43.783.433.089 85 44.283.470.747 90 44.544.755.534 90 45.183.089.250
jaringan Pengelolaan Sistem Irigasi Pengembangan dan Sistem Irigasi
Daerah Primer dan Sekunder Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
i onel pada Daerah Irigasi yang Primer dan Sekunder
gif;aten Luasnya dibawah 1000 }S,::;"der
Ha dalam 1 (satu) Daerah °
Kabupaten /Kota dlke.mbangka
n/dikelola
Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen 7 9 1.495.000.000 7 1.058.460.000 7 1.117.000.000 7 1.295.720.000 7 1.400.000.000
Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Rencana
Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk Teknis dan
Konstruksi Irigasi dan Konstruksi Irigasi dan Dokumen
Rawa Rawa Lingkungan
Hidup untuk
Konstruksi
Irigasi dan
Rawa yang
Tersusun
Pembangunan Jaringan | Terbangunnya Jaringan Panjang KM 50,000 0,500 25.000.000 2,354 117.700.000 2,372 118.600.000 2,432 121.576.000 2,470 123.500.000
Irigasi Permukaan Irigasi Permukaan Jaringan
Irigasi
Permukaan
yang Dibangun
Pembangunan Jaringan  |Terbangunnya Jaringan Panjang KM 61,200 50,500 2.525.000.000 53,754 2.687.700.000 55,720 2.786.000.000 41,755 2.087.760.000 43,480 2.174.000.000
Irigasi Rawa Irigasi Rawa Jaringan
Irigasi Rawa
yang Dibangun
Peningkatan Jaringan Meningkatnya Jaringan Panjang KM 13,500 7,985 5.589.555.000 8,511 5.957.404.940 8,571 6.000.000.000 8,714 6.100.000.000 8,793 6.155.000.000
Irigasi Permukaan Irigasi Permukaan Jaringan
Irigasi
Permukaan
yang
Ditingkatkan
Peningkatan Jaringan Meningkatnya Jaringan Panjang KM 1,000 700.000.000 0,708 495.600.000 0,747 523.000.000 0,867 606.680.000 0,940 658.000.000
Irigasi Rawa Irigasi Rawa Jaringan
Irigasi Rawa
yang
Ditingkatkan
Rehabilitasi Jaringan Terehabilitasinya Panjang KM 187,200 716,143 21.484.277.000 739,482 22.184.458.221 768,596 23.057.870.747 770,769 23.123.059.534 773,420 23.202.589.250
Irigasi Permukaan Jaringan Irigasi Jaringan
Permukaan Irigasi
Permukaan
yang
Direhabilitasi
Rehabilitasi Jaringan Terehabilitasinya Panjang KM 345,600 248,849 7.465.466.000 276,185 8.285.549.928 285,867 8.576.000.000 292,272 8.768.160.000 293,933 8.818.000.000
Irigasi Rawa Jaringan Irigasi Rawa Jaringan
Irigasi Rawa
yang
Direhabilitasi
Rehabilitasi Jaringan Terehabilitasinya Panjang KM 5,833 175.000.000 4,130 123.900.000 4,333 130.000.000 5,027 150.800.000 5,500 165.000.000
Irigasi Tambak Jaringan Irigasi Tambak Jaringan
Irigasi Tambak
yang
Direhabilitasi
Operasi dan Beroperasi dan Panjang KM 187,200 46,667 1.400.000.000 66,373 1.991.200.000 34,867 1.046.000.000 40,445 1.213.360.000 43,900 1.317.000.000
Pemeliharaan Jaringan  |Terpeliharanya Jaringan Jaringan
Irigasi Permukaan Irigasi Permukaan Irigasi
Permukaan
yang
Dioperasikan
dan Dipelihara
Operasi dan Beroperasi dan Panjang KM 339,200 25,833 775.000.000 18,290 548.700.000 19,300 579.000.000 22,388 671.640.000 24,300 729.000.000
Pemeliharaan Jaringan  |Terpeliharanya Jaringan Jaringan
Irigasi Rawa Irigasi Rawa Irigasi Rawa
yang
Dioperasikan
dan Dipelihara
Operasional Unit Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Unit 7 200.000.000 7 141.600.000 7 150.000.000 7 174.000.000 7 189.000.000
Pengelola Irigasi yang Beroperasi Pengelola

Irigasi yang
Beroperasi




Pengelolaan dan Terlaksananya Daerah Jumlah DI 119 270.000.000 119 191.160.000 119 200.000.000 119 232.000.000 119 252.000.000
Pengawasan Alokasi Air | Irigasi yang Mengelola Daerah Irigasi
Irigasi Pengukuran Data yang Mengelola
Realisasi Alokasi Air Pengukuran
Data Realisasi
Alokasi Air
Meningkatny | Persentas | 85,00% [ 85,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |Peningka Program meningkatnya kawasan |Persentase % ani 16,67 3.100.000.000 25,00 2.323.460.668 33,33 2.482.841.600 41,67 2.886.649.826 50,00 3.155.111.843
akualitas  |e tan Penyelengga yang memiliki rencana |kawasan
tata ruang | pemanfaa kualitas s tata ruang memiliki
tan ruang perenca Penataan rencana tata
X Ruang
sesuai naan ruang
dengan pemanfa
peruntuka atan
n ruang
daerah
Peningkatan Penetapan Rencana Tata Terlaksananya Rencana Persentase % 100 100 140.000.000 100 270.000.000 100 316.000.000 100 373.320.000 100 427.521.600
penyusunan Ruang Wilayah (RTRW) Tata Ruang Wilayah Raieame Ta
RDTR dan Rencana Rinci Tata (RTRW) dan Rencana o
Ruang (RRTR) Kab/Kota Rinci Tata Ruang (RRTR) Wilayah
Keb/fisisa (RTRW) dan
Rencana Rinci
Tata Ruang
(RRTR) yang
terlaksana
Pelaksanaan Persetujuan |Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 - 1 65.000.000 1 84.500.000 1 101.400.000 1 121.680.000
Substansi, Evaluasi, Persetujuan Substansi, Dokumen
Konsultasi Evaluasi dan |Evaluasi dan Penetapan Persetujuan
Penetapan RTRW RTRW Kabupaten/Kota Substansi,
Kabupaten /Kota Evaluasi dan
Penetapan
RTRW
Kabupaten /Kot
a
Pelaksanaan Persetujuan |Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 - 1 65.000.000 1 84.500.000 1 101.400.000 1 121.680.000
Substansi, Evaluasi, Persetujuan Substansi, Dokumen
Konsultasi Evaluasi dan |Evaluasi dan Penetapan Persetujuan
Penetapan RRTR RRTR Kabupaten/Kota Substansi,
Kabupaten /Kota Evaluasi dan
Penetapan
Kabupaten /Kot
a
Penetapan Kebijakan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 90.000.000 1 90.000.000 1 94.500.000 1 109.620.000 1 118.389.600
dalam Rangka Kebijakan Pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Penataan  |Penataan Ruang selain Kebijakan
Ruang RTRW Kabupaten/Kota Perda/Perkada
selain RTRW
Kabupaten /Kot
a
Sosialisasi Kebijakan dan |Terlaksananya Sosialisasi Jumlah Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000
Peraturan Perundang- | Kebijakan dan Peraturan Dokumen
undangan Bidang Perundang-undangan Sosialisasi
Penataan Ruang Bidang Penataan ruang Kebijakan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Bidang
Penataan
ruang
Koordinasi dan Terlaksananya Persentase % 100 100 2.690.000.000 100 1.783.460.668 100 1.883.341.600 100 2.184.469.826 100 2.372.421.443
Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Tata Ruang D
Tata Ruang Daerah Daerah Kabupaten / Kota Tata Ruang
Kabupaten / Kota Daerah
Kabupaten /
Kota yang
dilaksanakan
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen 1 1 750.000.000 1 750.000.000 1 787.500.000 1 913.500.000 1 986.580.000
Sinkronisasi Penyusunan |dan Sinkronisasi Dokumen
RTRW Kabupaten / Kota |Penyusunan RTRW Koordinasi dan
Kabupaten /Kota Sinkronisasi
Penyusunan
RTRW
Kabupaten /Kot
a
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen 1 3 1.890.000.000 3 983.460.668 3 1.043.341.600 3 1.210.069.826 3 1.320.069.443
Sinkronisasi Penyusunan [dan Sinkronisasi Dokumen
RRTR Kabupaten / Kota |Penyusunan RRTR Koordinasi dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi
Penyusunan
RRTR
Kabupaten /Kot
a
Peningkatan Peran Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 52.500.000 1 60.900.000 1 65.772.000
Masyarakat dalam Peningkatan pemahaman Dokumen
Penataan Ruang dan tanggung jawab Peningkatan
Masyarakat pemahaman
dan tanggung
jawab
Masyarakat
Pembangun tersedianya sistem Persentase % 100 100 100 100 100 100
an sistem informasi tata ruang kelayakan
informasi sistem
tata ruang informasi tata
ruang
Koordinasi dan Terlaksananya Persentase % 100 100 70.000.000 100 70.000.000 100 73.500.000 100 85.260.000 100 92.080.800
Sinkronisasi Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan
Ruang Daerah Daerah Kabupaten/Kota Rusang Dacrah
Kabupaten /Kota Kabupaten/K
ota yang
dilaksanakan
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen 1 1 70.000.000 1 35.000.000 1 36.750.000 1 42.630.000 1 46.040.400
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Dokumen
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan
untuk Investasi dan untuk Investasi dan Sinkronisasi
Pembanguna Daerah Pembangunan Daerah Pemanfaatan
Ruang untuk
Investasi dan
Pembangunan
Daerah
Sistem Informasi Tersedianya Data dan Jumlah Data Dokumen 1 35.000.000 1 36.750.000 1 42.630.000 1 46.040.400

Penataan Ruang

Informasi yang
Dihasilkan Sistem
Informasi Penataan
Ruang

dan Informasi
yang
Dihasilkan dari
Sistem
Informasi
Penataan
Ruang




Peningka|Pemberian
tan insentif dan
pengend |disinsentif
alian
pemanfa
atan
ruang
Optimali | Optimalisasi
sasi mekanisme
perenca |pengadaan
naan tanah dan
pengada |perizinan
an tanah | lokasi
Peningkatan
koordinasi
perencanaa
n
pengadaan
Optimalisasi
perangkat
pendukung
perijinan
Optimali | Peningkatan
sasi fasilitasi
penyeles |penyelesaia
aian n kasus
kasus kepemilikan
pertanah|tanah
an
Peningkatan
koordinasi
penggunaan
tanah dan
pencatatan
aset tanah
untuk
pembangun

an

Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah 50.000.000 50.000.000 52.500.000 60.900.000 65.772.000
Sinkronisasi Pemberian |dan Sinkronisasi Dokumen
Insentif dan Disinsentif ~|Pemberian Insentif dan Koordinasi dan
Bidang Penataan Ruang | Disinsentif Bidang Sinkronisasi
Penataan Ruang Pemberian
Insentif dan
Disinsentif
Bidang
Penataan
Ruang
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen 1 1 50.000.000 50.000.000 52.500.000 60.900.000 1 65.772.000
Sinkronisasi Penertiban |dan Sinkronisasi Dokumen
dan Penegakan Hukum |Penertiban dan Koordinasi dan
Bidang Penataan Ruang |Penegakan Hukum Sinkronisasi
Bidang Penataan Ruang Penertiban dan
Penegakan
Hukum Bidang
Penataan
Ruang
Ko Jumlah Dokumen 1 1 50.000.000 50.000.000 52.500.000 60.900.000 1 65.772.000
Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Dokumen
Ruang Koordinasi
Pelaksanaan
Penataan
Ruang
Operasionalisasi Tugas | Ter Jumlah kasus | Kasus 1 1 50.000.000 50.000.000 52.500.000 60.900.000 1 65.772.000
dan Fungsi Penyidik yang Sesuai dengan yang Ditangani
Pegawai Negeri Sipil Tugas dan Fungsi Penyidik
(PPNS) Bidang Penataan |Penyidik Pegawai Negeri Pegawai Negeri
Ruang Sipil (PPNS) Bidang Sipil (PPNS)
Penataan Ruang Bidang
Penataan
Ruang
Koordinasi dan tersedianya telaahan Jumlah Dokumen 1 100.000.000 - - - -
Sinkronisasi Pemberian |teknis terkait penundaan dokumen
Izin Lokasi dalam Rangka | dan evaluasi perizinan telaahaan
Penanaman Modal dan perkebunan kelapa sawit teknis terkait
Kemudahan Berusaha penundaan
dan evaluasi
perizinan
perkebunan
kelapa sawit
Inventarisasi Sengketa, |Terinventarisasinya Jumlah Data | Dokumen 1 150.000.000 156.000.000 162.240.000 168.729.600 1 175.478.784
Konflik, dan Perkara Sengketa, Konflik, dan Sengketa,
Pertanahan dalam1 ~ |Perkara Pertanahan Konflik dan
(Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Daerah Perkara
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/K
ota




Peningka
tan
ketersedi

aan
banguna
n

gedung dan
prasarana
lainnya

Koordinasi dan
Sinkronisasi

Terlaksananya Koordinasi
dan Sinkronisasi

Pen

Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pemb 1nan oleh

Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh

P

Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi

Obyek Reforma agraria
dalam 1 (satu)
kabupaten/kota

Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Sidang

Kegiatan Redistribusi
Tanah

Penerbitan Izin

Tersel anya

Penerbitan Persyaratan

(IMB), Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), peran
Tenaga Ahli Bangunan
Gedung (TABG),

Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tim Profesi
Ahli (TPA), Pendataan
Bangunan Gedung, serta

Jumlah Dokumen
Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan
Tanah untuk
Pembangunan

Kabupaten /Kot

Jumlah
Dokumen
Sidang Panitia
Pertimbangan
Landreform
dalam rangka
Kegiatan
Redistribusi
Tanah

Jumlah
Penyelenggara
an Penerbitan
Persyaratan
Bangunan
Gedung (PBG),
Sertifikat Laik
Fungsi (SLF),
peran Tim
Profesi Ahli
(TPA),
Pendataan
Bangunan
Gedung, serta
Implementasi

crupa

100.000.000

320.000.000

130.000.000

227.200.000

169.000.000

238.560.000

185.900.000

277.000.000

204.490.000

300.000.000

Jumlah Dokumen
Dokumen
Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan
dan
Pemanfaatan
Bangunan
Gedung
Daerah
Kabupaten/Kot

Peningka
tan
kualitas
banguna

Peningkatan
pemeliharaa
n dan
rehabilitasi
bangunan

Peningkatan
pengawasan
bangunan

i SIMBG
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Perencanaan, Tersusunnya
Pengawasan, dan Pembangunan,
dan
Gedung Daerah Pemanfaatan Bangunan
Kabupaten /Kota Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis Terlaksananya Konsultasi
P Teknis
Gedung Negara Daerah  |Pembangunan Bangunan
Kabupaten /Kota Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota

Ter

dan U

Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

dan Ubahsuai Bangunan
Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

jumlah Unit
bangunan
gedung daerah
kabupaten
yang dibangun

19.099.799.000

13.499.296.219

14.260.476.881

13.962.725.133

17.939.298.712

Jumlah Dokumen
Konsultasi
Bantuan
Teknis
Pembangunan
Bangunan
Gedung Negara
Daerah
Kabupaten /Kot
a

Jumlah
Bangunan
Gedung untuk
Kepentingan
Strategis
Daerah
Kabupaten /Kot
ayang
Dilakukan
Rehabilitasi,
Renovasi dan
TThahsnai

100.000.000

4.370.000.000

71.000.000

3.102.700.000

74.550.000

3.257.835.000

86.000.000

3.800.000.000

95.000.000

4.100.000.000




Meningkatny
a Kapasitas
Kelembangg
an
Perangkat
Daerah

Nilai RB
DPUTR

20

22

24

26

Peningka
tan
Sistem
Kelemba
gaan
Berbasis
Kinerja

Pemeliharaan dan Terpeliharanya dan Jumlah Unit 4 900.201.000 4 640.000.000 4 672.000.000 4 780.000.000 4 850.000.000
Perawatan Bangunan Terawatnya Bangunan Bangunan
Gedung Daerah Gedung Daerah Gedung
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten /Kot
ayang
Dilakukan
Pemeliharaan
dan Perawatan
Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya Monitoring Jumlah Dokumen 1 1 170.000.000 1 120.700.000 1 126.735.000 1 147.000.000 1 160.000.000
Penyelenggaraan dan Evaluasi Dokumen
Bangunan Gedung Penyelenggaraan Monitoring dan
Negara Daerah Bangunan Gedung Evaluasi
Kabupaten/Kota Negara Daerah Penyelenggara
Kabupaten/Kota an Bangunan
Gedung Negara
Daerah
Kabupaten /Kot
a
Peningkatan | Program meningkatnya tenaga Presentase % 100 100 52.800.000 100 75.000.000 100 85.000.000 100 95.000.000 100 105.000.000
kualitas Pengemban terampil konstruksi tenaga
tenaga gan Jasa terampil
terampil Konstruksi konstruksi
konstruksi terlatih
Penyelenggaraan terlaksananya pelatihan Persentase % 100 = 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000
Pelatihan Tenaga tenaga terampil pelatihan
Terampil Konstruksi Konstruksi —
terampil
konstruksi
yang
dilaksanakan
Pelaksanaan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan Jumlah Tenaga| Orang 10 50.000.000 10 55.000.000 10 60.000.000 10 65.000.000
Tenaga Terampil Tenaga Kerja Konstruksi Kerja
Konstruksi Kualifikasi Jabatan Konstruksi
Operator dan Teknisi atau Kualifikasi
Analis Jabatan
Operator dan
Teknisi atau
Analis yang
Mengikuti
Pelatihan
Pengawasan Tertib terlaksananya Tertib Persentase % 100 100 52.800.000 100 25.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000
Usaha, Tertib Usaha Jasa Konstruksi Tertib Jasa
Penyelenggaraan, dan Konstruksi
'}F{emb Pem.anfaatan Jasa yang
onstruksi 4
Pengawasan dan Evaluasi | Terlaksananya Jumlah Laporan 1 1 52.800.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000
Tertib Usaha, Tertib Pengawasan dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan, dan | Tertib Usaha, Tertib Pengawasan
Tertib P tan Jasa |Per aan, dan dan Evaluasi
Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa Tertib Usaha,
Konstruksi Tertib
Pengelenggara
an, dan Tertib
Pemanfaatan
Jasa
Konstruksi
program meningkatnya persentase % 70 26.829.200.000 80 26.963.346.000 90 27.772.246.380 95 28.188.830.076 100 29.034.494.978
penunjang penunjang urusan penunjang
UTREEEN pemerintahan urusan
pemerintah T
an daerah yang
t::’: paten/ terpenuhi
Nilai SAKIP 69,32 B 70 BB 73 BB 76 BB 79 BB 81 A
DPUTR
Nilai IKM 83 B 84 B 85B 87B 89 A
DPUTR
Peningkatan Perencanaan, tersusunnya Pelaporan Persentase % 70 790.000.000 80 793.950.000 90 817.768.500 95 830.035.028 100 854.936.078
Sistem Penganggaran, dan Perencanaan, perencanaan,
Administrasi Bvaluasi Kinerja Penganggaran, dan penganggaran
Perencanaa it DEmwEl Evaluasi Kinerja DPUTR dan evaluasi
n dan tepat waktu kinerja yang
Kinerja di selesaikan
Perangkat tepat waktu
Daerah
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen 9 6 370.000.000 6 371.850.000 6 383.005.500 6 388.750.583 6 400.413.100
Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkat Dokumen
Daerah Daerah Perencanaan
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 2 2 197.200.000 2 198.186.000 2 204.131.580 2 207.193.554 2 213.409.360
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Dokumen RKA-
RKA-SKPD Hasil Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan
Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD dan
Dokumen Perubahan RKA. Laporan Hasil
SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246
Penyusunan DPA-SKPD | DPA-SKPD dan Laporan Dokumen DPA-
Hasil Koordinasi SKPD dan
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
DPA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 11.670.000 1 11.728.350 1 12.080.201 1 12.261.404 1 12.629.246
Penyusunan Perubahan |Perubahan DPA-SKPD Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD dan
Dokumen Perubahan DPA. Laporan Hasil
SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan

DPA-SKPD




Koordinasi dan Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 15 15 95.250.000 15 95.726.250 15 98.598.038 15 100.077.008 15 103.079.318
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja |SKPD dan Laporan Hasil Kinerja dan
SKPD Koordinasi Penyusunan Ikhtisar
Laporan Capaian Kinerja Realisasi
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kineria SKPD
Evaluasi Kinerja Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan 10 10 92.540.000 10 93.002.700 10 95.792.781 10 97.229.673 10 100.146.563
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Peningkatan Administrasi Keuangan tersusunnya pelaporan Persentase % 70 14.794.669.987 80 14.868.643.337 90 15.314.702.637 95 15.544.423.177 100 16.010.755.872
Sistem Perangkat Daerah keuangan DPUTR tepat Administrasi
Administrasi waktu Keuangan
Keuangan yang
Perangkat diselesaikan
Daerah tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang |Orang/bula 119 119 14.400.669.987 119 14.472.673.337 119 14.906.853.537 119 15.130.456.340 119 15.584.370.030
Tunjangan ASN Tunjangan ASN yang Menerima n
Gaji dan
Tunjangan
ASN
Penyediaan Administrasi |Tersedianya Administrasi Jumlah Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.050.000 1 10.351.500 1 10.506.773 1 10.821.976
Pelaksanaan Tugas ASN |Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Dokumen 12 12 192.000.000 12 192.960.000 12 198.748.800 12 201.730.032 12 207.781.933
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Dokumen
Pengujian /Verifikasi Pengujian /Verifikasi Penatausahaan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD dan
Pengujian /Veri
fikasi
Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.100.000 1 20.703.000 1 21.013.545 1 21.643.951
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Dokumen
SKPD Akuntansi SKPD Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi
SKPD
Koordinasi dan Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 1 1 40.000.000 1 40.200.000 1 41.406.000 1 42.027.090 1 43.287.903
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan
Keuangan Akhir Tahun  |SKPD dan Laporan Hasil Keuangan
SKPD Koordinasi Penyusunan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 2 2 80.000.000 2 80.400.000 2 82.812.000 2 84.054.180 2 86.575.805
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan |Pemeriksaan dan Tindak Bahan
Lanjut Pemeriksaan Tanggapan
Pemeriksaan
dan Tindak
Lanjut
Pemeriksaan
Koordinasi dan Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 13 13 28.000.000 13 28.140.000 13 28.984.200 13 29.418.963 13 30.301.532
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan
Keuangan Bulanan /Triwulanan/Se Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se |mesteran SKPD dan Bulanan/
mesteran SKPD Laporan Koordinasi Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran
Keuangan SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Se Laporan
mesteran SKPD Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan /Triwu
lanan/Semeste
ran SKPD
Penyusunan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 24.000.000 1 24.120.000 1 24.843.600 1 25.216.254 1 25.972.742
dan Analisis Prognosis Pelaporan dan Analisis Dokumen
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Pelaporan dan
Anggaran Analisis
Prognosis
Realisasi
Anggaran
Peningkatan Administrasi Barang Milik tersusunnya pelaporan Persentase % 70 93.000.000 80 95.025.000 90 97.875.750 95 99.343.886 100 102.324.203
Sistem Daerah Pada Perangkat Barang Milik Daerah Administrasi
Administrasi Daerah pada DPUTR tepat Barang Milik
Barang Milik waktu Daerah yang
Daerah diselesaikan
Pada tepat waktu
Perangkat
Daerah
Penyusunan Perencanaan | Tersedianya Rencana Jumlah Dokumen 5.000.000 5.150.000 5.227.250 5.384.068
Kebutuhan Barang Milik |Kebutuhan Barang Milik Rencana
Daerah SKPD Daerah SKPD Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.025.000 1 5.175.750 1 5.253.386 1 5.410.988
Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Dokumen
Milik Daerah SKPD Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian [Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 5.000.000 5.150.000 5.227.250 5.384.068
Barang Milik Daerah Hasil Penilaian Barang Laporan Hasil
SKPD Milik Daerah dan Hasil Penilaian
Koordinasi Penilaian Barang Milik

Barang Milik Daerah
SKPD

Daerah dan
Hasil
Koordinasi
Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD




Pembinaan, Pengawasan, |Terlaksananya Jumlah Laporan 1 1 78.000.000 1 69.950.000 1 72.048.500 1 73.129.228 1 75.323.104
dan Pengendalian Barang | Pembinaan, Pengawasan, Laporan Hasil
Milik Daerah Pada SKPD [dan Pengendalian Barang Pembinaan,
Milik Daerah pada SKPD Pengawasan,
dan
Pengendalian
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Jumlah Laporan 1 1 10.000.000 1 10.050.000 1 10.351.500 1 10.506.773 1 10.821.976
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Laporan
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Rekonsiliasi
pada SKPD Barang Milik Daerah dan
pada SKPD Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Peningkatan Administrasi terselesaikannya Persentase % 70 592.500.000 80 593.902.500 90 611.719.575 95 620.895.369 100 639.522.230
Sistem Kepegawaian Perangkat administrasi Administrasi
Administrasi Daerah kepegawaian pada Administrasi
Kepegawaia DPUTR Kepegawaian
n Perangkat yang
Daerah diselesaikan
tepat waktu
Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Jumlah Paket Paket 1 1 192.500.000 1 181.902.500 1 187.359.575 1 190.169.969 1 195.875.068
Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut Pakaian Dinas
K inya Ki 1 beserta Atribut
Kelengkapan
Monitoring, Evaluasi, dan |Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 10.000.000 10.300.000 10.454.500 10.768.135
Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring,
Evaluasi, dan
Penilaian
Kinerja
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya Jumlah Orang 5 5 100.000.000 5 100.500.000 5 103.515.000 5 105.067.725 5 108.219.757
Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Tugas dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
Bimbingan Teknis Terlaksananya Bimbingan Jumlah Orang Orang 6 10 300.000.000 10 301.500.000 10 310.545.000 10 315.203.175 10 324.659.270
Implementasi Peraturan | Teknis Implementasi yang Mengikuti
Perundang-Undangan | Peraturan Perundang- Bimbingan
Undangan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Peningkatan Administrasi Umum tersedianya kebutuhan Persentase % 70 1.170.734.133 80 1.176.587.804 90 1.211.885.438 95 1.230.063.719 100 1.266.965.631
Sistem Perangkat Daerah barang umum kantor Administrasi
Administrasi pada DPUTR Umum yang
Umum terpenuhi
Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen Jumlah Paket Paket 1 1 50.000.000 1 50.250.000 1 51.757.500 1 52.533.863 1 54.109.878
Instalasi Listrik/ Instalasi Komponen
Penerangan Bangunan  |Listrik/Penerangan Instalasi
Kantor Bangunan Kantor Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Paket 3 3 171.000.000 3 171.855.000 3 177.010.650 3 179.665.810 3 185.055.784
dan Perlengkapan Kantor |dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan | Tersedianya Peralatan Jumlah Paket | Paket 1 1 100.000.000 1 100.500.000 1 103.515.000 1 105.067.725 1 108.219.757
Rumah Tangga Rumah Tangga Peralatan
Rumah Tangga
yang
Disediakan
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Jumlah Paket Paket 1 1 119.999.733 1 120.599.732 1 124.217.724 1 126.080.989 1 129.863.419
Cetakan dan Cetakan dan Barang
Penggandaan Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Jumlah Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.250.000 1 51.757.500 1 52.533.863 1 54.109.878
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Dokumen
Perundang-undangan Perundang-undangan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan 1 1 80.000.000 1 80.400.000 1 82.812.000 1 84.054.180 1 86.575.805
Tamu Kunjungan Tamu Laporan
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
Peny an Rapat Terl a Jumlah Laporan 1 1 599.734.400 1 602.733.072 1 620.815.064 1 630.127.290 1 649.031.109
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggara
SKPD an Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD
Peningkatan Pengadaan Barang Milik terlaksananya Persentase % 70 7.763.500.000 80 7.802.317.500 90 8.036.387.025 95 8.156.932.830 100 8.401.640.815
Sistem Daerah Penunjang pengadaan barang milik Barang Milik
Administrasi Urusan Pemerintah daerah pada DPUTR Daerah yang
Aset Daerah Daerah terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Jumlah Unit Unit 17 1.315.000.000 5 1.321.575.000 5 1.361.222.250 5 1.381.640.584 5 1.423.089.801
Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan
Jabatan Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
yang
Di: i 1
Pengadaan Alat Besar | Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Unit 2 2 4.395.000.000 2 4.416.975.000 2 4.549.484.250 2 4.617.726.514 2 4.756.258.309
Alat Besar yang
Disediakan
Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Unit 13 13 88.750.000 13 89.193.750 13 91.869.563 13 93.247.606 13 96.045.034

Mebel yang
Disediakan




Pengadaan Peralatan dan [Tersedianya Peralatan Jumlah Unit Unit 47 47 1.839.750.000 47 1.848.948.750 47 1.904.417.213 47 1.932.983.471 47 1.990.972.975
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang
Disediakan
Pengadaan Sarana dan  |Tersedianya Sarana dan Jumlah Unit Unit 12 20 125.000.000 20 125.625.000 20 129.393.750 20 131.334.656 20 135.274.696
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor Sarana dan
atau Bangunan Lainnya |atau Bangunan Lainnya Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Peningkatan Penyediaan Jasa tersedianya Jasa Persentase % 70 250.000.000 80 251.250.000 90 258.787.500 95 262.669.313 100 270.549.392
Sistem Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penyediaan
Administrasi Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Jasa
Penyediaan pada DPUTR Penunjang
Jasa yang
Penunjang terpenuhi
g“‘sar.‘ Penyediaan Jasa Terscdianya Jasa Jumlah Laporan 12 12 250.000.000 12 251.250.000 12 258.787.500 12 262.669.313 12 270.549.392
emerintaha PR P
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan
n Daerah Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
Peningkatan Pemeliharaan Barang terpeliharanya barang Persentase % 70 1.374.795.880 80 1.381.669.859 90 1.423.119.955 95 1.444.466.755 100 1.487.800.757
Sistem Milik Daerah Penunjang milik daerah pada Barang Milik
Administrasi UrusaniEemerintahan DPUTR Daerah yang
Aset Daerah DprEth terpenuhi
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Unit 30 30 192.000.000 30 192.960.000 30 198.748.800 30 201.730.032 30 207.781.933
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Kendaraan
Pemeliharaan, dan Pajak |Pemeliharaan dan Pajak Perorangan
Kendaraan Perorangan | Kendaraan Perorangan Dinas atau
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Alat Unit 7 7 790.800.000 7 794.754.000 7 818.596.620 7 830.875.569 7 855.801.836
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Besar yang
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Dipelihara dan
Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar dibayarkan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan |Terlaksananya Jumlah Unit 100 100 151.995.880 100 152.755.859 100 157.338.535 100 159.698.613 100 164.489.572
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan Peralatan dan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilita |Terlaksananya Jumlah Unit 2 2 240.000.000 2 241.200.000 2 248.436.000 2 252.162.540 2 259.727.416
si Gedung Kantor dan Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor
Bangunan Lainnya i Gedung Kantor dan dan Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi
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